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atas berkat rahmat dan perlindungannya, Penulis dapat
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Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menpero-
leh gelar HMagister Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Adapun judul Tesis adalah “PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUH
PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN ECSTASY DI WILA-
YAH JAWA TENGAH".

Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy semskin semarak dan
menjadi masalah yaﬁg aktual dalam ruang lingkup Nasional
serta Internasional, sehingga perlu penanganan yang seri-
us. Tesis ini menguraikan secara rinci tentang “Penerapan

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan FPenyalahgunaan

Festasy”, dengan batasan : Hukum Pidana apakah yang digu-

nakan dalam praktek untuk menanggulangi kejahatan penya-

-lahgunaan Ecstasy, kendala-kendala apa sajakah yang dite-

mui dalam penerapan kebijakan hukum pidana, dan bagaimana
cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan demikian
diharapkan para pembaca dapat mengetahui 1lebih mendalam
tentang Kejahatan Penyalahgunaan Eestasy vang sedang
melanda kehidupan masyarakat, dan pola penanggulangannva
dengan menggunakan penal policy.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan

Tesis ini masih belum sempurna, sesuail dengan apa vyang
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ABSTRAKSI

Dewasa ini kejshatan penyalahgunsaan ecstasy semakin
semarak, beberapa kota besar dan kecil di Indonesia telah
dilanda wabah ecstasy. Penyalahgunaan ecstasy dikategori-
kan sebagai kejahatan sebab, perbuatan ini meresahkan,
membahayakan dan merugikan semua pihak.

Ecstasy adalah sebentuk “pil” yang beraneka ragam
warna dan Jenisnya. Ecstasy adalah nama yvang dikenal dalam
pasaran (street name). Dalam sebutir ecstasy mengandung
unsur utama MDMA (N-alphadimenthyl-3, d-methylenedioxy-
phenethylamine), HDA (alpha-methyl-3, d-menthylenedioxy-—
phethylamine).

Komposisi lain sebagai pelengkap adalah laktosa, mannitol,
lidokain dan kafein. Sindrom klinik pengguna ecstasy
sangat tergantung pada jenis komposisi zat yang digunakan.
MDMA dan MDA termasuk dalam sechedule 1 list of Psychotro-
pic Substances Under International Control yang merupakan
Green 1ist, MDMA dan MDA bukan obat dan bukan narkotik
tetapi tergolong zat psikotropik. MDMA dan MDA berefek
stimulansia dan psikadelik. ) .
MDHA dan MDA dalam Undang-undang Psikotropika tergolong
dalam Golongan I, yaitu cobat yang sangat berbahaya dan
hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, sehingga harus
diawasi secara ketat. Ecstasy dapat menimbulkan toksis
(peracunan) terhadap syarat. Pengguna Ecstasy dapat menja-
di ketergantungan cbat (EQ).

Induknya Ecstasy adalah Amphetamine. Efek farmakologi dari
pil ecstasy ini menimbulkan eufori (rasa gembira) melebihi
dari Amphetamine sebab potensi halusinasi lebih cepat dan
kuat.

Penyalahgunaan Ec¢stasy dikatakan berbahaya sebab
merusak organ tubuh khususnya susunan syaraf pusat otak
manusia, disamping Jjantung, ginjal bahkan jika terjadi
over dosis akan mengakibatkan kematian.

Yenimbulkan kerugian sebab harga sebutir pil ecstasy
berkisar antara Rp. 40.000,- sampail dengan Rp. 240.000,-.
Akan menguras uang, Jjika yang dibutuhkan lebih dari sebu-
tir, berarti sudah berapa Rupiah vang harus dikeluarkan
untuk mengkonsumsi pil ecstasy ini. Secara umum ecstasy
dapat merusak akhlak generasi muda yang adalah penerus
bangsa.

Oleh sebhab itu Pemerintah perlu memberantas kejahatan
penyalahgunaan ec¢stasy ini. Berbagai kebijakan telah
diangkat untuk digunakan sebelum hadirnya Undang-undang
Nomer 5 Tahun 1987 tentang Psikotropika. Adapun beberapa

xiii 'HET_FUC?ﬁygﬁy,



Pasal yang digunakan dari berbagai Kebijakan Hukum Pidana
pada masa Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1987 antaranya
Pasal 204 dan 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal
40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b, 81 (2) huruf e, Undang-
undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 1 (1)
dan 2 (1) Staatblad Nomer 377 Tahun 1949, Pasal i (1), 3
dan 12 Permenkes RI No.lZé/HENKES/PER/II/lSSS. Paling
dominan digunakan dalam praktek vaitu Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan dan Staatblad 419
Tahun 1949. Setelah kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika digunakan Pasal 59.

Dalam penerapan kebijakan-kebijakan hukum pidana
tersebut ditemui berbagai kendals antaranya kendala dalam
tahap formulasi (rumusan Pasal Undang-undang yang bersang-
kutan) wyaitu uraian rumusan pasal masih bersifst umum,
perlu penafsiran, rumusan Paal-pasal itu tidak memberi
pengertian, uwkuran, jenis-jenis ecstasy dan hukuman vyang
tertera dalam Pasal tergolong ringan, jika dibandingkan
dengan perbuatannya. Dalam praktek rumusan Pasal yvang
kurang jelas ini menyulitkan aparat penegak hukum, karensa
harus menginterpretasikan isi rumusan Pasal tersebut.
Aparat penegak hukum harus pula menentukan pengertian,
ukuran dan jenis ecstasy. Hukvuman yang dikenakan kepada
pelaku penyalahgunaan (pengedar) ecstasy dipandang ringan
vakni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang hanya
dikenakan pidana penjara 2 tahun 2 bulan, di Yogyakarta
hanya dikenakan hukuman 10 bulan penjara, karena tidak ada
hukum yang melarang penggunaan ecstasy.

Sedangkan kendala vang ditemui dalanm penerapan Undang-
undang Psikotropika bahwa dalam Undang-undang ini tidak
dijelaskan tentang ukuran memiliki ecstasy, berapa butir
ecstasy vang dimiliki seseorang sehingga dapat dikenakan
pasal 59. Batasan pidana minimum vang terdapat dalam Pasal
58 ayat (1) huruf e vaitu 4 tahun penjara membatasi kebe-
basan hakim untuk mengadili perkara tersebut sehingga
dapat mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum masya-
rakat. Karena tidak mungkin seseorang vang memiliki sebu-
tir ecstasy harus dikenakan huokuman 4 tahun penjara
(pidana minimum). '

Kendala lainnya yaitu keterbatasan personil polisi dan
dana operasional juga menghambat Jalannya penyidikan.

Meskipun sulit aparat penegak hukum berupaya semaksi-
mal, dengan cara dan teknik sesuai ketentuan Undang-
undang, mengatasi kendals-kendala tersebut. Bagi pengguna
pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997, walau
tidak ada aturan yang melarang, tapi pengguna tetap dike-
nakan hukuman wajib lapor seminggu sekali dan diberi tugss
untuk mencari, jika diketahui. Bagi pengedar tetap dikens-
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kan sanksi. Dengan keterbatasan personil dan Adana opera-
sional, penyidikan tetap dilakukan, memang benar bahwa
sampal saat ini pihak kepolisian baru hanya dapat menang-
kap para pengedar kecil. Setelah kehadiran Undang-undang
Nomer &5 Tahun 1997 tentang Psikotropika aparat penegak
hukum merasa lega dan lebih mantasp dalam melaksanskan
tugas.

Semua pelaku penyalahgunaan ecstasy dapat dikenakan huku-
man dan hukumannya telah jelas (meski masih terdapat
kekurangan seperti tersebut di atas). Hukuman yang dican-
tumkan dalam Pasal 59 dipandang cukup berat, sehingga
membuat para calon pelaku penvalahgunaan ecstasy perliu
berpikir berulangkali untuk melakukan kejahatan penvalah-
gunaan ecstasy.

xXv



BAB I

PENDAHULUAR

A. Latar Belakang Penelitian

Problematika penyalahgunaan ecstasy, semakin
populer, dan menjadi bahan pembicaraan yang sangat
aktual di seluruh dunia, baik negara berkembang, maupun
nedara maju mengalami fenomena ini. Demikian dengan
negara Indonesia, nedara vang sedang berkembang dan
sedang menggalakkan pembangunan di segala aspek kehidu-
pan. Pada zaman modernisasi dan globalisasi sering
terjadi peningkatan di berbagai aspek kehidupan baik
vang bersifat positif maupun vang bersifat negatif
vaitu over criminalization.

Penyalahgunaan ecstasy merupakan tindakan krimina-
litss yang sedang menjamur dalsam kehidupan bermasyara-
kat. Ecstasy adalah "street name" vang diberikan oleh
para pengedar, dan menjadi sebuah nams vang sangat
populer dalam pemasaran. Nana kimianya adalah N,a,
dimetil-3,4-metilendioksi yang disingkat MDMA. Jadi
ecstasy adalah turunan “Amphetamine” . Amphetamine
adalah obat perangsang otak atau psike. Ecstasy mempun-
val kekuatan yang sangat dahsyat melebihi dari indukny=a
amfetamine, karena telah ditambah dengan bahan-bahan
kimia lainnya. Amfetamine yang merupakan induk ecstasy
adalah digunakén oleh ilmu kedokteran untuk pasien vang

mengalami depresi.

1
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1)

I. Nasution, Kepala Farmakoleogi Klinik RSUP Dr. Kariadi
Semarang menegaskan bahwa
“"Efek Farmakologli Ecstasy sama dengan efek induk-
nya Amfetamine hanya potensi Eestasy lebih kuat,
tetapli juga lebih toksik. S5i pemakail merasa lebih
cepat memperoleh efori dan halusinasi. Eestasy
lebih mudah menimbulkan kejang dan hipertermia
ﬁzgatiagﬁ?aggkinan besar berakhir dengan
Penggunaan ecstasy di satu sisi berdampak negatif
bagi =si pemaksi, pertama yvaitu dapat merusak organ-
organ susunan syaraf otak, kedua yaitu merusak organ-
organ perifil (diluar) susunan syaraf otak, seperti
jantung, penyempitan pembuluh darah, kenaikan tekanan
darah sehingga pembuluh darah bisa pecah, keJang otot
saluran pernafasan, yang kesemua itu bisa berakibat
kematian. Ecstasy berpotensil membuat pengguna ketergan-
tungan obat (KO). Dengan adanya ketergantungan obat
vang berlebihan skan menimbulkan efek lain dalam pelak-
sanaan kehidupan bermasyarakat. Misalnya dapat menim-
bulkan tindakasn lainnya seperti pencurian, perusakan,
penganiayaan, perampokan, bahkan pembunuhan.
Pada sisi lain ada kenikmatan tersendiri dan
manfaat bagi pelaku penysalahgunaan ecstasy. Oleh karena
itu pil ecstasy menjadi barang komoditi yang laku di

pasaran, terbukti produktifitas bertambah, permintaan

pasar bertambah. Sebagai contoh Semarang pernah dikirim

I. Nasution DSFK,, Farmakologi Klinik Kestasy, Makalah
Ecstasy‘Keberadaan dan Penanggulangan, 1996, hal.13



2)

108.290 butir ecstasy dari Thailand, Hongkong dan Pakis-

tan (berita Suara Merdeka).

Menurut Pr. M. Mashjoer :
"Dalam terapil klinis Amphetamine yang terkandung
di dalam ecstasy, berfungsi merangsang pelepasan
subtansi kimia, "norepineprin" dan "dopamin” psada
susunan syaraf. Reaksi vyang diperoleh adalah
“"Euphoria” atau hilangnva beban mental penggunsa,
kemudian exciting §tau keadaan sangat gembira
vang tidak normal“.2

Kenikmatan 1lain daripada ecstasy adalah, memperoleh
halusinasi sex, seolah-olah ia mencapal orgasme, selama
"on" (ecstasy berproses).

Sesungduhnya peredaran ecstasy di pasaran Indone-
sia sudah ada sejak lama, bersamaan dengan peredaran
dan penggunaan pil Rahipnol, Mugadon, Nipam dan seje-
nisnya. Namun eksistensi ecstasy mulai terungkap sejak
awal tahun 1994 yaitu dengan munculnya kasus "Rivaldi
Soekarniputra”, vyang meninggal karena penyalahgunaan
ecstasy “over dosis"”. Sejak kehadiran tersebut, kasus
ecstasy menjadi semakin issue Nasional. Beberapa kota
besar seperti, Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang,
Bandung dan beberapa kota lainnya, telah dilanda keja-
hatan penvalgunaan ecstasy. Untuk kota Semarang kejaha-
tan penyalahgunaan ecstasy cukup banyak sesuai berita

beberapa mass media dan pernyataan Kapoltabes Semarang

Kolonel Polisi Drs. Suwondo bahwa : “Semarang merupakan

Dr. M. Mashjoer, MS. Med DSFR, Suara Merdeka, 6 Desem~
ber 1998, hal. II



rekor pengungkapan kasus ecstasy di wilayah Jawa
Tengah”. Dan yang lebih menggemparkan dan mengejutkan
adalah berita dari Suara Merdeka 6 Desember 1996 dengan
topik berita “Digagslkan Penyelundupan 108.290 Butir
Ecstasy, Lewat Kantor Pos Semarang, Paling Besar Di
Indonesia”.

Ruang gerak peredaran dan penggunaan ecstasy
terbatas hanya pada golongan tertentu yaitu kalangan
selebritis, eksekutif muda, dan masyarakat umum yang
tergolong status sosial ekonomi menengah ke atas.
Karena harga sebutir ecstasy relatif mahal berkisar
antara Rp. 40.000,- s/d Rp. 250.000,-

Dampak negatif dari ecstasy tidak hanyva menjangkau
pengguna secara individu saja, skan tetapi juga genera-
81 muda penerus bangsa, sebagai Sumber Daya Manusia
vang berpotensi bagl kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegdra. ©Suatu Bangsa dan Negara skan menjadi kokoh
dan kusat, Jjika didukung oleh generasi penerus vang
berakhlak, berjiwa dan berperilaku sempurna serta
normal sebagai manusia layaknya, sehingga dapat mem-
bangun bangsa dan negaranya menuju kemajuan.

Palam rangksa pelaksansan politik kriminal, Peme-
rintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai
langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan
ecstasy vaitu dengan menggunakan dan menerapkan “sarana
penal”. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Psikotro-

pika No. 5 Tshun 1887, Pemerintah telah menetapkan



prinsip-prinsip hukum internasional. Jadi mengherankan
jika tidak ada keseragaman penetapan kebijakan legisla-
tif antara negara vang satu dengan negara lainnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang
berkembang, dan negars vang berdasarkan atas hukum
(rechstaat), vyang artinva setiap perilaku manusia
Indonesia sebagai warga negara yang baik harus berlan-
daskan atas hukum yang berlaku. Bagi kejahatan penya-
lahgunaan ecstasy Pemerintah Indonesia telah menetapkan
kebijakan perundang-undangan vang bersifat specifik
yvaitu Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang "Psiko-
tropika”. ZEcstasy adalah =zat atau obat vyang dapat
merusak organ-organ susunan syaraf otak manusia,  dan
tergolong sebagai psikotropika. Sedangkan pengertian
psikotropika menurut Passl 1 butir 1 Undang-undang
Nomer 5 Tahun 1997 adalah "zat atau obat”, baik alamiah
maupun sintetis bukan narkotika, vang berkhasiat psi—
koaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf
pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku.

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotro-
pika adalah peraturan Undang-undang baru, baru disyah-
kan dan diberlakukan bulan Maret 1887. Beredar di
lingkungan Aparat Penegak Hukum Wilayah Jawa Tengah
pada bulan Mei 1887. Di kota Semarang Undang-undang ini
digunakan dan diaplikasigan pada bulan September 1887

dalam kasus peredaran Ecstasy 5 butir dan 10 butir yang



beberapa kebijakan penal baik vyang terdapat dalam
kodifikasi hukum pidana maupun yang berada di luar
kodifikasi vaitu dalam bentuk perundang-undangan .
Adapun kebijakan tersebut adalah ; Pasal 204 dan 388
KUHP, Staatblad No. 419/1849, Pasal 3 (1) dan 12 Stb.
No. 377/1849, Pasal 1 (1) dan 2 (1) Undang-undang No.
23 Tahun 1992, Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b, 81
(2) huruf ¢, Permenkes RI No. 124/MENKES/PER/II/1883,
Pasal 1 (1), 3 dan 12, juga Yurisprudensi putusan HMHA
No. 323 KA/PID/1985.
| Sejak bulan Maret 1997 Undang-undang Nomexr 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika mulai diberlakukan, dalam
rangka mengatasi penyalahgunaan obat-obatan psikotropi-
ka yang termasuk pula ecstasy. Dalam pelaksanaan kebi-
jakan kriminal kita mengenﬁl adanys sarana penal dan
sarana non penal. Dalam penulisan, Penulis lebih cende-
rung menggunaksan sarana penal karena dapat mewujudkan
keefektivitasannya dalam mengurangi kejahatan.
Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-
undangan tersebut menurut Barda Nawawi Arief merupa-
kan
"TahaP yang paling strategis dilihat dari keselu-
ruhan proses kebijaksanasan untuk mengoperasional-
kan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan
garis-garis kebijakan sistem pidana, dan penida-
naan yang sekaligns merupakan landasan legalitas

bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penera-

9T USTAE-THDRR
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pan pidana oleh badan pengsadilan dan tahap pelak-
sanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana“.s)

Kebijakan legislatif dalam rangka menanggulangi
kejahatan penyalahgunaan ecstasy seperti vang tertuang
dalam berbagai kebijakan perundang-undangan yang telzah
disebut terdahulv, merupakan penanggulangan kejahatan
dengan sarana penal.

Kebijakan yang disepakati secara internasional
dalam menanggulangi penyalshgunaan dan peredaran gelap
psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk ecstasy
tetap mengacu pada Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum
internasional, khususnya dengan saling menghormati
kedaulatan dan integritas tertorial dari masing-masing
negara non intervensi pada masalah dalam negeri negara
lain, serta berlandaskan pada ketentuan-ketentuan
konvensi internasional. Pendekatan yang diterapkan
adalah pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara
berimbang, simultan dan dinamis. Langkah-langkah pe-
nanggulangan harus berimbang pula.

Kebijakan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan
ecstasy, diserahkan kepada masing-masing negara untuk
mengatur dan menerapkan kebijakan legislatif, sesuai
dengan keadaan sosial, ekonomi, budaya, politik, keama -

nan dan pertahanan, dengan mengacu pada Piagam PBB dan

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legisiatif Daslam Penang-
gulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 18894, hal 3



digelar di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8

September 1887. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Sema-
rang Sumsrtono : Penggunasn Undang-undang Nomer 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika ini merupakan uji coba perta-
ma terhadap Undang-undang tersebut”,

Pasal 59 (1) butir 1 sampai dengan e menegaskan bahwsa ;
menggunakan, memproduksi, mengedar, mengimpor, memi-
liki, menyimpan dan membawa tanpa hak dihukum paling
singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling
banyak Rp. 750.000.000,00. Jika kits bandingkan sanksi
hukuman tersebut dengan negara lain contohnya Thailand,
bahwa Undang-undang Thailand yang baru hukumannya lebih
berat vyaitu pelaku yvang memiliki Amphetamine 20 granm
akan dikenakan hukuman mati. Berarti Indonesis dalam
penggunaan sanksi relatif ringan.

Timbul pertanyaan apakah dengan kehadiran Undang-
undang HNomer 5 Tahun 1997 tentang "Psikotropika" ini
dapat menjamin pada waktu yang akan datang penvalahgu-~-
naan psikotropika (ecstasy) akan lenyap_dari muka bumi
pertiwi Indonesia ? Kita berharap setidak-tidaknya
dengan kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun' 1897 ini
dapat memberikan cahaya terang dan angin segar bagi
aparat penegak hukum.

Dengan memperhatikan dampak negatif dari penyalah-
gunaan ecstasy yvang begitu besar yakni merugikan dan

membahayakan kesehatan serta Jjiwa pengguna (secara




pribadi/khusus), merugikan keluarga, masyarakat, bangsa
dan negara (secara vmum). Realita menunjukkan belum
optimalnya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan
ecstasy yang dilakukan aparat penegak hukum (karensa
keterbatasan yang ada), belum banyak penelitian terha-
dap kejahatan penyalahgunaan ecstasy secara yuridis
normatif, dengan pendukung yuridis empiris, merujuk
pada tahap yudikatif, dengan lokasi wilayah Jawa Tengah
(yang secara kuantitatif tergolong rawasn ecstasy).
Bersandar pada kenyataan ini Penulis tertarik mengada-
kan penelitian tentang "Penerapan Kebijakan Hukum
Pidana Terhadap Penyalsahgunaan Eestasy di Wilayah Jawa

Tengah".

Permasalahan

Kebutuhan hidup manusia akan sandeng, pangan dan
papan, semakin meningkat, demikian pula dengan pemenu-
han kebutuhan akan obat-obatan penambahan semangat
hidup, mengatasi stres dan depresi. Keadaan ini menve-
babkan manusia berpacu melakukan berbagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang semsakin kompleks dan
heterogens. Di satu sisi manusia berusaha agsar semua
kebutuhan dapat terpenuhi, di lain sisi terdapat pen-
velewengan perilaku manusia, yang bertentangan dengan
norma-norms, kaidah dan nilai, berkembang serta berlakn
dalam masyarakat.

Demikian halnya dengan penyalahgunaan ecstasy,
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karena tuntutan perkembangan zaman {(mengikuti trend},
tuntutan diri pribadi dalam mengatasi persocalan pribadi
(stress dan depresi), tuntutan untuk bersenang-senang,
dan tuntutan meningkatkan taraf hidup (memperoleh
keuntungan finansial yang besar), menimbulkan dampak
negatif bagi diri pribadi (merusak kesehatan, kerugian
finansial, penyelewengan terhadap hukum yang berlaku),
serta kerugian bagi keluarga, masyaraksat, bangsa dan
negara.

Antisipasi terhadap perbuatan tersebut di atas,
maks Pemerintah menerapkan pelbagai kebijakan hukum
sebagai upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan
ecstasy. Dalam penulisan tesis ini Penulis lebih cende-
rung memnfokuskan pembahasan pada sarana penal afau
kebijakan hukum pidans.

Bersandar pada uraian di atas, maka Peneliti
mengajukan beberapa permasalahan pokok sebagai beri-
kut

1. Bagaimana kebijakan penerapan hukum pidansa
(kebijakan aplikasi) dalam menanggulangi keja-
hatan di bidang penyalahgunaan ecstasy ?

2. Kendala-kendala (faktor penghambat) apakah yang
ditemui dalam melaksanakan kebijakan penal
terhadap upaya penanggulangan kejahatan penya-
lahgunaan ecstasy ?

3. Bagaimana mengatasi kendala di bidang kebijakan
perundasng-undangan pidana dalam penanggulangan

kejahatan penyalahgunaan ecstasy ?




C.

D.

4)
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Haksud dan Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari pokok permasalahan tersebut,
maka secara keseluruhan tujuan penelitian sadalah

1. Mencari data konkret dan menganalisa kebijakan
penerapan (apliksasi) hukum pidana dalam menanggu-
langi kejahatan di bidang penyvalahgunaan ecstasy.

2. Mengetahui dan mengidentifikasi kendala-kendals/
faktor penghambat yang ditemui dalam melaksanakan
kebijakan penal terhadap upaya penanggulangan keja-
hatan penyalahgunaan ecstasy.

3. Henguraikan pemecahan kendala-kendala dalam penera-
pan kebijakan Hukum FPidana terhadap kejahatan penya-

lahgunsaan ecstasy.

Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian haruslah selalu disertal dengan
pemikiran teoritis. Hal ini disebsbkan karensa adanvya
hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-
kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengeleolaan
data, dan analisis data.4>

Eksistensi penyalahgunaan ecstasy, sama sekali
tidak diinginkan oleh semua pihak yang turut mendukung

antisipasi terhadsp masalah ini. Untuk menanggulangi

kejahatan di bidang penyvalahgunaan ecstasy, ditempuh

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum
dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988, hal 41




9)

8)

7>
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dengan menggunakan kebijakan penal. "Kebijakan atau
upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupa-
kan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat
(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan
masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapsat
dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari
politik kriminal islah "perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat” .9’

G. Peter Hoefnagels dalam bukunya “The Other Side
of Criminology"” mengutarakan bahwa upayva penanggulangan
kejahatan dapat ditempuh dengan cara
a. penerapan hukum pidana (Criminal Law Aplication);

b. pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punish-~
ment); dan

c. mempengaruhl pandangan masyarakat mengenai kejahatan
dan pemidanaan lewat mass media (Influencing views
of Society on Crime and Punishment/mass media).5’

Pembagian darl Hoefnagels tersebut, menurut Barda
Nawawi Arief, untuk butir (a) merupakan kelompok sarana
Penal, sedangkan butir (b), dan (c¢) dapat dimasukkan
dalam kelompok sarana Hon Penal.’’ Henurut Sudarto
secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggu-
Barda Nawawil Arief, Bungsa Rampai Kebijakan Hukum Pida-
na, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 2

G. Peter Hoefnagels, The ther Side of Criminelogy
(Holland : Kluwer deventer), 1889, p. 58

Barda Nawawil Arief, Op-Cit, hal. 49
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langan kejahatan lewat jalur Penal lebih menitik berat-
kan pada sifat represive (penindakan/pemberantasan/
penumpasan), sesudah kejashatan terjadi, sedangkan jalur
Non Penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive-
nya (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum ke-
Jahatan terjadi.a)

Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi keja-
hatan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan
kebijakan hukum pidana aﬁau politik hukum pidana
(Criminal Law Policy). Sehubungan dengan hal tersebut,
maka Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan “politik
hukum pidana" berarti mengadakan penilaian dan pemili-
han untuk mencapal hasil perundang-undangan pidana yang
paliﬁg baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan
dayaguna.g)

Dengan penggunaan sarans penal dalam menanggulangi
kejshatan berarti upaya mewunjudkan suatu hukum pidana
vang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam Jjangka
waktu yang cukup lama dan menjadi kebijakan perundang-
undangan vyang baik, maka ia harus memenuhl syarat
vuridis, sosiologi dan filosofis.

Henurut Purnadi Purbacaraka dan Scerjono Soekanto:

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis

apabila peraturan hukum tersebut penentuannya
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981, hal., 118

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983,
hal, 161
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berdasarkan kaidah yvang lebih tinggi tingkatannva.
Suatu peraturan hukum berlakn secara sosiologis
bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau
diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan
hukum tersebut ditujunkan.

Peraturan hukum harus berlaku secara filosofils,
apabila peraturan hukum tersebut sesuail dengan
cita-cita hu%B@ (rechtsidee) sebagai nilai positif
vang tinggi.

H.I. Packer dalam buku Barda Nawawi Arief menguta-
rakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam
rangka menanggulangi kejahatan yaitu

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan ; kita tidak
dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan
datang tanpa pidana.

(The criminal sanction is indispensable ; we
could not now or in the foresseable future, gel
along without it);

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana ter-
baik vang tersedia, yang Kkitsa miliki untuk
menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahava
besar dan segera serta untuk menghadapi anca-
man—-ancaman dari bahaya.

(The criminal sanction is the best available
device we have for dealing with gross and
immediate harms and threats of harm);

¢. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin
vang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan
“pengancam yang utama” dari kebebasan manusia.
Ia merupakan penjamin spabila digunakan =ecara

hemat, cermat dan secara manusiawi ; 1a merupa-

10) purnadi Purbdcaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal
Kaidah Hukum, Alumni, Bandung, Cet.11, 1978, hal.l1l13.




11)

12)

13)
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kan pengancam, apabila digunakan secars semba-

rangan dan secara paksa.

(The criminal sanction is at once prime guaran-

tor and prime threatener of human freedom. Used

providently and humanely, it is guarantor ;
used indiscriminately and coercively, it is
threatener).ll)

Sehubungan dengan pernyataan H.L. Packer tersebut
maka penentusn sanksi pidana dalam peraturan perundang-
undangan terkait erat dengan masalah kebijakan legisla-
tif. Dalam salah satu tulisannya Sudarto mengemukskan

1. melaksanakan kebijakan berarti menentukan

alternatif mana vang paling baik dalam

mengadaksan reaksi terhadap kejahatan vang

terjadi.lz)

2. kalau toch hukum pidana akan dilibatkan (dalam
rangka menanggulangi kejahatan, penal), maka
hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan
politik kriminil atau social defence planning.
Social defence planning inipun harus merupakan
bagian integral dari rencana pembangunan na-

siona1.13)

Kebijakan penanggulangan kejshastan dengan menggu-

nakan sarana penal oleh beberaspa pakar kriminologi

Barda Nawawil Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penang-
gulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 1996, hal 31

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1985, hal. 118

Sudarto, Op-Cit, hal 104
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disebut juga dengan cara represif atau punishment
method .14’ Tindakan represif menitikberatkan pada upaya
pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan
terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

Sebagai salah satu bagian dari metode penanggula-
ngan kejahatan maka sarana penal bukan merupakan tum-
puan harapan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Oleh
karena masalah kejahatan tidak dapat dilepaskan dari
masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka Safjipto Rahardjo mengemuka-
kan

Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu

hal vang otonom dan independen, melainkan dipahami

secara fungsional dan dilihat senantiasa berada
dalam kaitan interdependent dengan bidang-bidang
lain dalam masyarakat.ls)

Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan
(integritas) dan kerjasama yang baik aparat penegak
hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka
menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada
akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, kesera-

sgian dan keseimbangan hidup dalam bermasyarakat.

14) Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi,

Remaja Karysa, Bandung, 1987, hal 28-28; Sudarte, Op-
Cit., hal 118

155 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu

Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indone-
sia (Disertasi}), Alumni, Bandung, 1983, hal 16
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E. Kegunaan Penelitian

1,

Kegunaan penelitian ini yaitu

Sebagal sumbangan informasi bagi aparat penegak
hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan di bidang
penyalahgunaan ecstasy,

Sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pidana umumnya
dan khususnya badan legislatif, dalam menciptakan
kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang penya-
lahgunaan ecstasy, vang bersifat lebih efektif dan
specifik, sesuai dengan iklim dan kultur masyarakat

Indonesia.

F. Metode Penelitian

1.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tesis ini- meliputi ;
kebijakan Aplikatif wyaitu penerapan kebijakan-
kebijaksn vyang tertuang dalanm perundang-undangan
vang merupakan perwujudan dari penanggulangan keja-
hatan penyalahgunaan ecstasy yang dalam prakteknya
menggunakan sarana hukum pidana (penal). Dan kebija-
kan formulasi yang tertuang dalam rumusan perundang-
undangan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan

ecstasy.

Pendekatan Masalah
Permasalahan pokok dalam penelitian ini sdalah

masalah penerapan kebijakan hukum pidana terhadsap
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kejahatan penyalahgunaan ecstasy. Oleh sebab itn
pendekatan yang digunakan adalah "Yuridis Normatif"
vang ditunjang pulas dengan pendekatan "Yuridis
Empiris” untuk dapat memahami faktor-faktor pengham-

bat dalam melaksanakan kebijakan penal tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Sedangkan dalam hal pengumpulan data-data
dominan adalah data sekunder, baik berasal dari
sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan dan
yurisprudensinyurisprudensi, maupun dari sumber
sekunder berupa karya ilmiah para Sarjana, hasil
penelitian, makalah-makalah, literatur-literatur
vang berhubungan dengan masalah. Disamping data
sekunder diperlukan puls data primer sebagai penun-
jang dan untuk lebih memperdalam pembahasan data
primer tersebut berupa wawancara dengan aparat
penegak hukum dalam ruang lingkup sisten peradilan
pidana dan pakar-pakar hukum pidana. Metode wawanca-

ra yang digunakan adalah "bebas terpimpin".

Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini lebih memfokuskan perhatian pada
data sekunder maka pengumpulan data ditempuh dengan
melakukan penelitian kepustakaan dengan dilengkapi
studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara.

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif
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dan kuantitatif. Penganalissan data tersebut dilaku-
kan secara kualitatif dengan melakuvkan analissg
deskriptif dengan bertitik tolak pada analisa
“yuridis sistematis”. Untuk lebih mendalan dihubung-

kan dengan analisa "yuridis empiris"”.

G. Sistematika Uraian Penulisan

Keseluruhan tesis ini terdiri dari empat Bab dan
masing-masing Bab tersaji menjadi beberapa Sub Bab.
Setelah Bab satu ini, dilanjutkan dengan Bab dua vang
merupakan Tinjauvan Pustaka yang terdiri dari dua Sub
Bab, Sub Bab pertama yaitu Gambaran Umum Tentang Ecsta-
sy vyang dirinci lagi dalam lima bahagian yaitu uraisn
tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Ecstasy, Sejarah
Perkembangan Farmakologi, Dampak Positif dan Negatif
serta Penggolongan Psikotropika. Sub Bab kedua yaitu
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana
vang terdiri dari empat bagian yaitu : Perkembangan dan
Pengertian Kejahatan, Pengertian dan Ruang Lingkup
Kebijakan Penanggulangan EKejahatan, Penerapan Hukum
Pidana, dan EKebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan
dengan judul Bab yailtu Penerapan Kebijskan Hukum Pidans
terhadap Kejahatan Penyalahgunasan Ecstasy yvang terdiri
dari tiga Sub Bazab yaitu : Peneraspan Kebijakan Hukum
Pidana terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Eestasy dibagi

dalam dua bagian lagi vaitu pertama bahasan pada Masa
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Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997, Kendala dalam
Pelaksanaan Penerapan Kebijaksanaan Hukunm Pidana dan
Cara Mengatasi Kendals Penerapan Kebijakan Hukum Pida~
na.

Bab IV adalah Bab Penutup yang terdiri dari dua

Sub Bab vaitu Kesimpulan dan Saran.




BAB I1

TINJAUAN PUSTAEKA

A. Gambaran Umum Tentang Eestasy
1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Ecstasy bukan nama obat atau bahaﬁ kimia.
Ecstasy merupakan “Street Name" dalam pemasaran,
oleh sebab itu nama ini menjadi terkenal di seluruh
penjuru dunia. Akan tetapi ada yang menggunakan nama
atau 1istilah lain dari ecstasy antara lain : inex,
MDM, Ice, Adam, Essence, XTC, dan Ciu Lin.

Ecstasy merupakan turunan Amphetamine dengan
nama kimia N,a,dimetil 3,4-(metilendioksi) finetila-
mine yang disingkat (MDMA), "sejenis obat perangsgng
(stimulant) vang membangkitksan rasa ria (euforia),
menaikkan gairah vang berlebihan (eestasy), dan
meneksan rasa lapar.ls) Obat ini digunakan untuk
kepentingan terapi vang diresepkan oleh para psiki-
ater. Ecstasy jenis obat psikotropika sebab bahan
vang terkandung di dalamnya yakni "bahan aktif vyang
berfungsi merangsang maupun menekan aktivitas susu-
nan sysaraf pusat"{17)

Ecstasy mempunyai potensi halusinasi lebih kuat dari

i6) Iwan Darmansyah, Majalah Hukum dan Demokrasi, No.l17, 4
Desember 1985, hal. 14

17) Dr. M. Masjhoer, Suara Merdeks, 28 Januari 1987, hal 11

21
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induknya tetapi juga lebih toksik, jika telah dite-
gaskan bahwa ecstasy itu adalah jenis obat psikotro-
pika, maka pengertian dari psikotropika menurut
Undang-undang Psikotropika Nomer 5 Tahun 1887 pasal
1 butir 1 yaitu : “zat atau obat”, baik alamiah
maupun sintetis bukan narkotika, yang bersifat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan
syaraf pusat yang menyebabkan perubshan khas pada
aktivitas mental dan perilaku”.

Tidak semua zat psikotropik menimbulkan keter-
gantungan,. zat psikotropik sering disebunt zat psi-
koaktif. Ada beberapa zat psikoaktif tertentu vyang
dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan atau
psikologis. EKetergantungan zat yaitu suastu keadaan
dimana terdapat tLoleransi dan stau gejala pntus
(lepas) =zat. Ketergantungan =zat biasanya timbul
sebagal akibat penyalahgunsan zat. Toleransi berarti
suatu keadaan dimana untuk memperoleh narkotika dan
zat adiktif (zat yang dapat menimbulkan ketergantu-
ngan fisik dan atau psikologis) lain makin lamsa
diperlukan Jjumlah yang makin banyak.

Ecstasy vang beredar di pasaran terdiri dari
beraneka ragam bentuk, warna dan khasiat. Senmnua
ecstasy vang ada berbentuk pil, ada yang berbentuk
hati, memanjang, bulat gepeng (seperti pil-pil
lainnya). Ada vang berwarna hitam, hijau lumut,

putih, pink, kuning.
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Twjuan utama dari peningkatan peredaran ecstasy
adalah "bisnis"”, seperti juga narkotika, ganja, pil
koplo. Dengan memperdagangkan barang tersebnt dalam
Jjumlah yang kecil akan berefek peningkatan di bidang
finansial secara maksimal. Sungguh suatu pekerjaan
vang sangat mudah dan menggiurkan bagi manusia yang
ingin cepat kaya. Pada akhirnya mereka tidak melihat

segl negatif bagi hukum positif.

Z. Sejarah Perkembangan

Awalnya terjadi penyalahgunaan eecstasy di
negara Belanda. N,a-dimetil-3,4-metilendioksi fine-
tilamina tidak boleh diperdagangkan secara bebas,
harus menggunakan resep untuk memperolehnya. Obat
ini untuk para pasien yang mengalami depresi. MHenu-
rut M. Masjhoer, bshwa “obat ini adalah obat yang
biasa atau sederhana, hanya bagi yang menggunakan
akan menjadi toleransi terhadap obat ini (ketergan-
tungan obat).ls)

Pemakai obat Amphetamine bagi pasien depresi,
hanya menolong dalam jangka waktu sementara, ia
tidak dapat menyembuhkan secars total. Pasien depre-

si tidak akan sembuh total dengan menggunakan MDHMA

18) Majalah Sinar No. 241 tanggal 15 April 1993, hal 61
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ini, 198)
Amphetamine sebenarnya digunakan hanya untuk
pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, bukan
diciptakan wuntuk disalahgunakan seperti ecstasy.
Eksistensi Amphetamine, senyawa 1ini diéintesis
pertama kali di Jerman pada tahun 1914, sebagail obat
"penahan nafsu makan” oleh pabrik kimia E. HMerck.
Kemudian didunakan untuk non medik di Amerika pada
tahun 1968. Semenjak hak paten pabrik kimia E. Merck
habis, mulai bermunculan industri gelap yang mempro-
duksinya dan menjadi lahan bisnis yang menghasilkan.
Kemudian berkembang ke negara lain, di Inggris
psychedelic drug (UK) pada akhir tahun 1980.
Menurut JInstitute of the Study of Drug Dependence
(ISSD) bahwa
"Penggunaan MDMA pada waktu yang lalu hanya
sebagai mencari kesenangan di diskotik, kemu-
dian berubah menjadi kesenangan yang diperta-
hankan kenikmstsn obat ini (hallucinogen)
untuk' peberapa. hari. ﬁahasisw& zﬁ?nggunakan
obat ini sebagai recreation drug”.
Bahan kimia Amphetamine mudah disintesis dengan
resksi sederhana dari bahan baku prozat yang mnudah

didapat. Hal ini serupa dengan perubahan dari morfin

menjadi heroin (scetylmorphine) oleh industri-indus-

195 Dr. M. Masjhoer MS, Med. DSFK, Wawancara, tanggal O
September 1897

20) Bambang Triwara, ZEcstasy Asal dan Perkembangannya,
1996, hal. 8




trl gelap, dengan menggunakan asam asetat pekat.
Obat-obatan yang mudah dimodifikasi atau dirancang
struktur kimianya untuk mendapatkan bahan aktif 1lain
atau turunan vyang khusus, atau dibuat atas dasar
kepentingan konsumen dapat disebut “designer drug’.
Zat disainer, vaitu zat yang direkayasa dengan
indikasi profit tanpsa pertimbangan medis, oleh para
ahli kimia jalanan (Street chemist) vang bekerja di
bawah supervisi laboratorium ilegal (clandesting
laboratories). Komposisi =zat disainer tergantung
hasil rekayasa laboratorium gelap tersebut, karens
dibuat oleh industri gelap maka, bahan yang terkan-
dung dalam sebush pil sudah tidak mengandung awmphet-
amine murni lagi, sebab telah dicampur dengan bsahan
kimia lainnya yang kemungkinan besar dapat merusak
tubuh pengguns.
Jadi amphetamine ini dikenal sejak dekade 30-an.
Amphetamine dikenal dengan sebutan decongestan, obat
untuk melonggarkan hldung tersumbat, obat anti
ngantuk pada penderlta narcolepsi, antidepresi, dan
hiperkinetik pada anak sebagai obat obesitas. Kemu-
dian lama kelamaan disalshgunakan menjadi obat
pelangsing, menaikkan semangat dan stamina dalam
olah raga (doping).

Penyalahgunaan Amphetamine mulai secara perla-
han dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Puncak

penyalahgunaan terjadi pada waktu perang dunia

UPT-PUSTAY-Tymy




28

kedua, dimana Awmphetamine dijadikan perlengkapan
tentara Amerika, Inggris, Jepang dan Jerman.21)

Setelah perang dunia kedua, tumpukan Amphetamine itu
diedarkan di pasaran gelap atau pasar bebas. “Mulai-
lah timbul wabah ketergantungan Amphetamine. Korban
yang paling banyak adalah kawula muda usia 14 sampai
189 tahun. Pada dekade 90-an ini, Eestasy populer
sebagai mood modulator untuk pesta-pesta danssa

eksekutif".zz)

3. Farmzakologi

Ecstasy berdasarkan struktur kimianya terbagi
atas dua bahagian/grup, grup utama obat hallucinogen
yvaitu grup indolealkylamines dan grup lainnya adalsh
indolealkylamne (LSD), bahan lainnya seperti psilece-
ibin, psicolin, dimethyltryptamine (DET). Prototipe
grup B-phenethylamines adalah mascaline, bashan 1lain
vang termasuk di dalamnya seperti, 2,5 demethoxy,
3,4—methylenédioxyampbetamine (MDMA) dan 5-methoxy-
3,4d-methylenedioxy amphetamine (HDHH).23)

Di pasaran gelap pengedaran pengguna memberi

2L Mannaioni P¥, Clinical Pharmacology of Drug Depen-
dence, Piccin Nuova Libraris, SPA, Padua, Italy, 1984,
215-234

225 Lewis LA, Roos MW, The Dance Party Culture in Sidney,
A Qualitative Analysis-J-Homosex, 29 (1), 41-70, 1995.

23) Bambang Triwara, 1996, hal. 3
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nama dengan masing-masing obat tersebut seperti LSD
namanya “Acid”, DOM "STP", MDA sebutannya "Love pil"
karena dapat menambah gairah sex dan untuk HDMA
namanya "ecstasy".
Dalam bidang farmakologi diketengahkan bahwa
"Otak manusia terdiri dari brilyunan sel syaraf
vang terstruktur dan tersistem ke dalam kelom-
pok fungsional. Kelompok fungsionzl ini beker-
Ja sebagai pusat koordinasi vyang mengatur
semusa proses kegiatan atau aktifitas psikolo-
gis dan fisiologis, kegilstan jiwa dan ragawi.
Proses konatif dari kejiwaan meliputi proses
vang bersumber pada perasaan, kehendask dan
dorongan hati. Semua ini merupakan2 %ompleks
proses vang menggerakkan seseorang”. 4
Proses konatif ini berpusat pada Limbic System
otak. Limbic system 'ini menerima sinval-sinval
neurcotransmitter dari REticulator Activating—sysﬁem
(RAS) di batang otak. RAS berfungsi sebagai Step-up
biolistrik menaikkan kekuatan sinyal-sinyal vyang
masuk dari alat indrawi. Antar dan inter sel pusat
koordinasi ada celah sinap. Di dalam sinap 1impul
syaraf diteruskan dengan sinyal-sinyal molekul zat
kimia yang ditransmisikan dari ujung syaraf presinap
ke syaraf postsinap vang disebut neurotransmitter.
Banyak Jjenis neurotransmitter di dalam otak tetapi
vang berksitan dengan farmakologl ecstasy hanva 3
vaitu : dopamin (DA), nore pinefrin (NE) dan seroto-
nin (SE). Masuknya ecstasy ke dalam otak akan me-

24) EKatt Soff 1.0, Masalah Jiwa, dalam Pengantar Filsafat,
hal 301-318.

......
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rangsang pengeluaran DA, NE dan SE. Proses biolis-
trik di dalam Limbic System dan Reticulsar ectivating
system meningkat. Dengan demikian proses biokimiawi
vang menjadi sumber daya di dalam system konasi akan
meningkat, tegangan emosi, kepekaan perasaan dimo-
tivasi untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi
tinggi. Si pengguna merasa paling kuat, paling
tinggi (fly), dapat melakukan apa saja, menundukkan
25)

atau menekan siapa sajsa.

Marilah kita lihat skema berikut ini.

SKEMA 146)
EFEK FARMAKOLOGI
(SIMPLIFIKASI)

HALUSINASI ... PSIKOSIS

A

PERASAAN, REINGINAN

N

DORONGAN HATI

RAS Limbic System TAT
—_ T —
INDRA > > > EMOST
HC N 5

e
RE DA, NE dan SE

29) pr.1 Nasution, Farmakologi Klinik Festasy, 1896, hal 2

26) pr. T. Nasution DSFK, Farmakologi Klinik Ecstasy (Ma-
kalah), 1996, hal.1i4d
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Keterangan

Sinyal-sinyal indrawi masuk ke dalam RAS mengalami
penguatan oleh karena pengeluaran-pengeluaran nuro-
transmitter (NE). Sinyal—sinyél yvang telah diperkuat
ini masuk ke dalam Limbic System. Di dalam limbic
system proses kimiawi seluler telah meningkat oleh
karena pelepasan DA, NE dan SE dari sel syaraf ke
dalam sinap. Peningkatan proses sinyval-sinyal dan
kimiawi seluler ini menghasilkan rangsangan hebat
kepada sistem konasi (mental/psikologis). Semangat
baik rasa percaya diri meningkat, merasa-mampu untuk
melakukan apa saja ... fly, super ... merasa senang
dan gembira sekali.

Suasana hati yang demikian disebut efori. Perasaan
vang demikian itu timbul pada waktu terjadi pening-
katan kadar obat dalam otak. Jika kadar obat vyang
masuk terlalu tinggi, si pengguna akan masuk ke
dalam halusinasi dan selanjutnya psikosis :(gila).
Dalam tahap-tahap pertama keadaan ini masih revesi-
ble, tetapi bila berkepanjangan akan menimbulkan
kerusakan syaraf/defisit neurologis yang irreversi-
ble.27)

Tonus suasana hati (TSH/mood) dapat dipengaruhi
oleh obat-obat psikotropika, berubah dari keadaan
normal menjadi tinggi atau rendah. Proses konasi dan
kognisi berubah, maka terjadilah perubahan/penyim-
pangan di dalam persepsi atas rangsangan—rangsanéan

vang masuk otak.

27) Tbid, hal:. 3




30

Perubahan perilaku "menyimpang” dan persepsi
tidak hanya ditentukan oleh jenis obat saja, tetapi
juga oleh TSH dan konstalasi suasana hati pada waktu
akan memakai obat dan setting lingkungan pada waktu
si pengguna berada di bawah pengaruh psikotropiks.

Menurut Dr. I. Nasution DSFK bshwa “"pada dasar-
nya psikotropika dapat dibagil ‘menjadi 3 kelompok
vaitu
1. Psikostimulus (perangsang)

2. Psikodepresan (penekan)

3. halusinogen (pembentuk khaval/fantasi)

SEEMA 11
SKEMA PERSPERTIF PENRGARUH PSIROTROPIEKA TERHADAP
PERUBAHAN TONUS SUASANA HATIL

- Hati
- Kejang
EFORI - Exited PSIROSTIMULAN
- Semangat (Festasy)
A - Gairah
Gembira/
Senang
NORMAL
Sedih/
sakit
- Sedasi
- Ngantuk
- Tidur PSIRKODEPRESAN
' (Pil Koplo3}
V — Anestesi
EFORT - Komazs)
- Mati

28) pr. T. Nasution, Farmakologi Klinik Festasy (Makalah),
1996, hal. 15
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Ecstasy tergolong jenis psikotropika vang 1 dan
3 vyailtu psikostimulan (perangsang) dan halusinogen
(membentuk khayal/fantasi). Ecstasy perangsang
syaraf otak pusat manusia dan menimbulkan halusinasi
bagli pengguna, yaitu halusinasi sex. Si penggunsa
merasa memperoleh kenikmatan seolah-olah ia orgasme.
Ecstasy tidak psikodepresan, ia tidak menekan rass
Egembira atau senang tetapi ia menimbulkan peningka-
tan rasa gembira dan senang vang terkadang berlebi-

han, tergantung pada dosis pemakaian,

Dampak Positif dan Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa ecstasy menpunyai
keuntungan tersendiri bagi segelintir manusia peng-
guna untuk sementara waktu, tetapi Jjika kelamaan
digunakan akan berdampsk negatif bagi manusia itu
sendiri. Adapun dampak positifnya bagi pengedar,
dengan mengedarkan ecstasy entah dalam jumlah sedi-
kit maupun banyak i1a akan memperocleh keuntungan di
bidang finansial berl?pat ganda karena harganya
relatif mahal untuk negéra Indonesia. Berbeda dengan
negara Belanda yang telah lama memperiual belikan
eczstasy sehingga harganva masih murah.' Sebutir di
negara Belanda harganya Rp. 10.000,-. Dan sebutir
ini bisa diracik ulang menjadi empat (4> butir,
dijual di Indonesia dengan harga Rp. 30.000,- satn

butir, kalau 4 butir berarti Rp. 120.000,- dengan
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perhitungan ini kita biss bavangkan berspa keuntu-
ngan yang dipercleh 7 Bisnis ecstasy sangat mengun-
tungkan.

Bagi pengguna sebagaimana telah dikemukakan
terdahula bahwa pengguna merasakan kenikmatan,
merasakah superria (rasa gembira vyang berlebihan)
hal ini karena pengaruh obat yang masuk ke dalam
otak manusia dan melepaskan DA, NE dan SE (senyawa/
zat yang menimbulkan rasa tertekan, sedih dan sakit)
sehingga manusia menjadi depresi, stress dan lain-
lain dengan dikeluarkan DA, NE dan SE dari limbic
system, maka pengguna akan merasa gembira dan se-
nang, kalau obat atau ecstasy yang digunakan banyak,
maka akan terjadi peningkatan perasaan tersebut yang
berlebihan. Orang tersebut tidak merasa susah, sdih
dan sakit hati, ia merasa bahagia, gembira-ria,
senang ceria selalu, selama obat atau ecstasy ini
berproses, dan jika proses obat itu telah selesal
skan timbul halusinasi, dan kemudian bila tidak
digunakan lagi pengguna akan merasakan susah, sedih,
sakit, perasaan tertekan, semua perasaan yang tidak
enak, yvang lebih dari sebelum ia menggunakan ecstasy
tersebut. Dengan demikian pengguna dipacu untuk
menggunakan lagi, demi pemenuhan kebutuhan rasa
gembira, senang dan bahagia.

Obat-obat vang disebut halusinogen digunakan

dengan alasan dan tujuan berbeda. Alasan pengguna
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lain menegaskan bahwa, dengan menggunakan obat ini
mereka - mendapatkan cars atau jalan barn mamandang
dunia, cara pandang terhadap masalah atau problem
pribadinya. Pandangan pengguna sangat bervariasi
tergantung pada pengaruh oleh persepsi derajat
“"perubahan pikiran", vang dialami, yaitu perubahan
rasa nikmat dan Jjuga rasa diri vang meningkat.
Ketertarikan atau daya tarik dari ecstasy ini meru-
pakan obat berjenis ‘psikotropika mempunyai efek
farmakologi yang dapat mérubah suasana hati, ‘rasa
sedih diganti gembira, yang loyo menjadi bersema-
ngat, rasa sakit berubah senang sampal dengan efo-
ria.

Kesimpulannya dari dampak positif vaitu keun-
tungan finansial dslam perdagangan (bisnis) dan
kenikmatan yasng diperoleh dari penggunaan obat satau
ecstasy.,

Dampak negatif dari penggunaan ecstasy vang
mengandung Amphetamine sangat memprihatinkan dan
merusak tubuh-tubuh manusia, khususnya vang berads
di. bahagian kepala manusia (otak). Dengan adanva
penggunaan ecstasy terjadi intoksidasi yaitu, peru-
bahan perilaku sebagai akibat langsung dari menggu-
nakan narkotika atau zat adiktif lain secara berleb-
ihan. ©Seseorang yang mengalami intoksidasi zat
stimulansia (yaitu =zat vyang dapat neningkatkan

sebagian aktifitas dari suatu organisme. Stimulansia
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berpengaruh terhadap susunan syaraf pust) khususnva

kokain, Amphetamine dan zat disainer bersifat stimn-

lansia seperti MDHMA akan mewujudkan gejala-gejala

sebagai berikut

a. Eforia atau euforia (kegembiraan yvang berlebih-
lebihan) atau emosi vyang tumpul {"affective
blunting")}.

b. Sensasi meningkatkan energi tubuh.

¢. Keyvakinan dan kegiatan yang grandiosa (perasaan
harga diri +vyang meningkat), sehingga berkesan
agresif dan "abusiveness", interferensi personal,

d. Argumentatif ide-ide paranoid,

e. Perubahan kemampuan sosial,

f. Waspada berlebihan (“hypervigilanc”).

Sangat sensitif dalam interaksi personal,

g

Emosi labil, ansietas (cemas), tegang, mudah

marah,

i. Ada perilaku yang diulang-ulang (stereotipik),

j. Ilusi perabaan, penglihatan dan pendengaran,

k. Kadang-kadang halusinasi disfungsi sexual, gang-
guan tidur,

1. Hendays dalam pemahaman atau penilaian moral,

m. Hendaya fungsi sosial atau okupasional (peker-
Jjaan).

Seseorang dengan intoksidasi akut dapat dijumpai

perubahan fisik berupa

a. Denyut jantung meningkat kadang-kadang menurun,
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b. Denyut jantung vsng tidak beraturan,
¢. Hipertensi (kadang hipotensi),
d. Keringat berlebihan, pucat, kebiru-biruan,
e. Sulit bernafas, mual, muntah,
f. Kehilangan berat badan,
g. Pupil melebsr,
h. Agitasl psikomotor (gaduh gelisah) diam menyen-
diri dengan aktivitas motorik berkurang,
i. Melemahnya otot-otot, sakit dada, kejang,
J. Dapat delirium, koma.
Gejala-gejale lepas zat Amphetamine
Adanya perasaan vang tidak menyenangkan dalam be-
berapa Jjam sampai beberapa hari yang ditandai de-
ngan
a. Kelelahan,
b. Mimpi-mimpi vang buruk atau tidak menvenangkan,
¢. Insomnia ataun hypersomnia,
d. Bertambahnya nafsu makan,
e. Berkuranéﬁya saktivitas motorik atau gelisah.
Gejala-gejala tersebut menyebabkan hendaya sosial
dan pekerjaannva.zg)
Selanjutnya kita akan melihat perubahan dalam
tahap-tahap penggunsan ecstasy yang mengandung MDMA

(zat adiktif atau stimulansia) secara farmakologis

29) giti Nurainim, Terapi dan Rehabilitasi Intoksidasi
Ecstasy, 1996, hal, 3 dan 4.
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dalam bentuk skema sebagai berikuot

SKEMA TIIX
TAHAP PSIROFARMAKOLOGIS

FASE 1 : Pengalaman pertama
(Rewarding)
Pemakaian Ulang : Positive reinfor-
cement
FASE IT : Pengzlaman berlanjut : Positive reinfor-
{(Conditioning) cement
FASE III : Pengalaman reguler : Terjadi toleransi
{Habituation) dosis akan naik
terus
FASE IV : Pemakaian intensif-kompulsif : Keadaan
(Dependence) Hemeostatik psi-

kofisik. Psiko-
elinin
Terapi pada fase I masih mudah, pada fase II agak
sulit, bila sudah sampai pada fase II1 sangat sulit,
mudah kambuh, bila sudah sampai pada fase IV (KO).
Jika sudah sampai pada fase IV mungkin masih dapat
ditolong, akan tetapi kebanyakan KO Amphetamine akan
mati kejang (overdosis).
“Amfetamin (nenek ecstasy) dengan dosis besar/
suntikan rangsangannya sangat cepat timbul

jebih hebat, mencapai suatu keadaan "kicks"
dan "high" suatu keadaan hyperexited power dan

30) pr. I. Nasution DSFK, Farmakologi Klinik Ecstasy (Ha-
kalah), 1996, hal.18
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energy. Ada vyang mengatakan timbul suatu
“flash” dan "high" rasa nikmat yang bukan main
vang datangnya tiba-tiba seperti merasaka
suatu orgasmus. Dirinya seperti melayang-
layang paling tinggi, paling hebat, merassa
kuat dan sanggup melakukan apa saja; Efori dan
halusinasi. Ia menjadi sangat irritable,
banyak gerakan, omong, agresif disertai dengan
tingkah laku vang irasional dan asosial/krimi-
nal. Pada waktu kadar obat menurun di dalam
otak ia mengalami halusinasi/ilusi yang hebat;
merasa diancam, dikejar-kejar maut, pada saat
ini ia sangat menderita depresi, mungkin ia
akan menyakiti diri sendiri atau merusak
linghkungannya sampai bunuh diri atauv membunuh
orang lain. Bila keadaan kritis tersebut
terlewati, ia akan sangat loyo, tidur terus
berkepanjangan. Kemudian mencari obat dan
seterusnya kehidupannva telah dikuasai obat,
"ketergantungan ocbat”.

KO adalah suatu kondisi penggunaan obat secara
kompulsif-intensif untuk memenuhi kebutuhan
mental/psikolcogis. ©Semua obat psikotropika
berpotensi membuat KO baik pada orang sakit
maupun orang sehat. KO terjadi oleh karen=z
pemakaian obat yang berulang-ulang sehingga
terbentuk keadaan hemeostatik baru di bawah
pengaruh obat. Bila tubuh tidak mendapatkan
obat maka keadaan hemeostatik menjadi £oncang
vang diikuti dengan kegoncangan mental psiko-
logis vang hebat. Rasa diancam, diteror,
dikejar mant sehinggsa ia berusahs untuk menda-
patkan obaglgengan segala cara ..... aktivitas
kriminal™.

Dari segi ilmu hukum juga menimbulkan dampak
negatif, dimana sudah diketahui bahwa ecstasy yang
mengandung MDMA akan merusak syaraf otak pusat
manusia, tentu hal ini mérugikan dan membahayakan
individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu Pemerin-
tah melarang deﬁgan £egas penggunaan, pengedaran,

penyelundupan, produksi ecstasy. Barang siapa vang

31) op.Cit, hal.4
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melakukan berarti ia melakukan tindak pidana, atau
tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dan ecstasy
merupakan obat-obatan terlarang vang dikenakan
sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut terdapat dalam
lndang-undang HNomer 5 Tahun 1997 Pasal 59 dihukum
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun,
paling 1lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta Rupiah}) dan paling banyak BRp. 750.000.000,-
{tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Dengan melihat
sanksl pidana tersebut di atas cukup berat, ﬁamun
para pengedar tidak memikirkan efeknya pada pengguns
bahkan dapaf menvebabkan kematian. Semua dipacu
karena, kehidupan industri dan era globalisasi per-
saingan semakin semarak. Kekuatan dan keunggulan
semakin dibutuhkan. Kehidupan yang semakin ambisius,
semua serba kilat, cepat dan tergesa-gesa sehingga
tidak heran banvak manusia vang hidup di kota-kota
besar menjadi stress bahkan depresi karena karier
(pekerjaan), kegiatan-kegiatan di luar rumah maupun
di dalam rumah, maka tidak mustahil manusia mencari
hiburan di tempat-tempat hiburan dan mencari obat-
obatan menurunkan stress dan depresi yang berkepan-
jangan. Tempat hiburan dan obat-obatan stimulansia
menjadi semakin mendapat tempat utama dan menjadi
lahan yang subur.

Ecstasy (psikotropika) semakin banyak dibutuh-
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kan, permintaan dan penawaran meningkat sehingga
produktifitas bertambah. Dan ada issue (Khabar
burung) Indonesia sekarang bukan saja sebagai konsu-
men tetapi Jjuga sudah menjadi” produsen, tetapi
sejauh ini khabar itu belum dicari tahu kebenaran-
nysa.

Ecstasy telah melebarkan sayapnya ke berbagai
daerah. dan kalanga, saat ini harga sebutir ecstasy
sudah dapat dijangkau atau tidak terlalu mahsal.
Dengan uwang Rp. 20.000,- dapat memperolehnya, seba-
gaimana kita ketahui bahwa, dampak negatif vang
ditakuti adalah proses kimiawi dari ecstasy dapat
merusak atau irreversible struktur canggih otak,
bahkan sampai meninggal. Sedangkan diketahui manusia
melakukan berbagai aktifitas karena jika otak telah
rusak mekanisme kerja organ tubuh vang lain akan
macet dikoordinir oleh otak. Otaklah yang memberikan
aba-aba. Keadaan ini tentu tidak kita harapkan,
karena kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan
ecstasy tidak hanya dialami oleh diri pribadi
(individu) si pengguna, skan tetapi dialami juga
cleh keluarga, lingkungan, aparat penégak hukum,
bangsa, pemerintah dan negara. Semua pihak akan
dirundung keprihatinan dengan peredaran ecstasy,
kecuali pihak tertentu yang tujuannys mencari keun-
tungan dari perdagangan ecstasy.

Ecstasy mengandung unsur vang responsif terha-
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dap syaraf, Amphetamine akan merusak susunan syaraf
pusat terutama susunan syarst otonom, selzin =zat ini
memperkuat daya tahan tubuh ia Jjuga memperkusat
suasana yang mempengaruhil susunan syaraf itu. Yang
terkandung dalam ecstasy bukan Amphetamine murni
akan tetapi sudah diracik, dicampur dengan =zat
kimiawi lain vyang dapat meracuni tubuh, berarti
menambah, atau merubah gugus radikal, sehingga tidak
saja bersifat stimulansia, tetapi memiliki Jjuga
sifat halusinongen yang dapat menimbulkan khayalan-
khayalan yang nikmat dan menyenangkan. Dan terbukti
obat vyang telah dirancang ataun direkayasa ini mem-
punyal efek yang lebih hebat boleh dikatakan dahsyat
melebihi empat kali lipat dari obat dasarnya vaitu
Amphetamine,‘daya tahanan juga lebih lamsa dan kuat.
Khayalan yang ditimbulkan merupakan khayalan sexuzl
sehingga disebut “Love Drugs”.

Secara rinci efek vang ditimbulkan akibat
pemakaian obat-obatan ini antara lain :
a. Meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak

mudah lelah.

b. Meningkatkan kewaspadaan dan rasa percaya diri
vang berlebihan.
Rasa nyaman dan perasaan bahagis semu.

. Timbul khayvalan yang menyenangkan.
e. Emosi menurun.

2.0

Pada penggunaan yang berlebihan dapat menimbul-
kan keracunan/efek sebagai berikut
Muntah dan mual.
Gelisah.
Sakit kepalsa.
Nafsu makan hilang.
Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
Timbul khayvalan yang menakutkan.
Reaksi panik.

| Lo on




4]

h. Emosi lepas kontrol dan mudah timbul rasa permu-
suhan., Curiga pada orang lain (paranocid).
Cenderung merusak diri (self Destruction).
Kejang-kejang.

Gangguan pergerakan dan keseimbangan.

[

e .

Setelah obat habis setelah beberapa jam penggu-
na mengalami hal-hal sebagail berikut
Tidur yang lama.
Depresi
Apatis.gz)

QoW

Beberapa hal di atas sangat membahayakan khu-
susnva pengguna dan 1ni tidak menyvenangkan, apalagi
sampal berakibat meninggalnya si pengguna. Jika
telah sampal pada fase IV fase ketergantungan obat
(KQO) boleh dikatakan sudah krisis, karena obat ini
bagi pengguna bila sekali telah digunakan akan
terjadi pengulangan, pengulangan ini pada awalnya
hanya ingin menikmati kenikmatan obat itu, akan
tetapi lama kelamaan dosisnya juga bertambah sebab
dosis penggunsan di awal akan tidak terasa bilsa
digunakan pada waktu-wakitu berikut, kemudian dosis-
nya semakin tinggi dan rasa ketergantungan obat (KO)
semakin menjadi.

Berdasarkan beberapa kasus ecstasy di Semarang
ditemui bahwa yang terkandung dalam ecstasy selsain
Amphetamine, methamphetamine yakni turunan/derivat
Amphetamine, ecstasy termasuk larangan karens tidak
termasuk dalam daftar obat Faarmacope Indonesia.

Farmacope Indonesia yaitu kumpulan obat yang t{erda-

32) prs. Harimas AS, Modus Peredaran dan Penyalahgunaan
Festasy, 1986, hal. 3-4
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pat di Indonesia, Methamphetamine lebih berbahaya
dari Amphetamine. "Eestasy yang beredar mengandung
methamphetamine dimana mengandung 2,5 sampai 6engan
& mgram Methamphetamine berbahaya buat kese-
hatan".33)

Estasy salah satu dari 14 jenis obat yang masuk
dalam psikotropika golongan I. Psikotropika golongan
I ini adalah psikotropika vang bahaya dapat diguna-
kan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tiak digunakan
dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat
untuk menimbulkan sindrom ketergantungan. Psikotro-

pika golongan I dilarang baik untuk kepentingan

pelayanan kesehatan maupun untuk diperdagangkan.

. Penggolongan Psikotropika

Sudah ditegaskan terdahulu bahwa ecstasy adalah
sejenis obat psikotropika yang bersifat adiktif,
obat psikotropika ini adalah dilarang peredaran dan
penggunaannya secara bebas, karena berbahaya bagil
tubuh manusia yaitu menimbulkan sindroma ketergan-
tungan, disamping merusak syaraf otak pusat manusia.
Peredaran dan penggunaannya harus melalui prosedur
vang sama, bagi pasien harus ada resel dokter.

Dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1987 tentang

Psikotropika, obat psikotropika ini dibagi dalam

33) Departemen Kesehatan, Seminar Ecstasy, 16 April 1996.
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beberapa golongan berdasarkan atas tingkat berba-
hayvanya bagi tubuh manusia dan manfaatnya. Psikotro-
rika golongan I adalah, psikotropika yang hanya
dapat digunskan untuk ilmu pengetahuan dan tidak
digunaksn dalam terapi, serta mempunval potensi amat
kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
Psikotropika ¢golongan II adalah psikotropika yang
berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam
terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta
mempunyalil potensi kuat mengakibatkan sindrom keter-
gantungan.

Psikotropika golongan II adalah psikotropika vyang
berkhasiat pengobatan dan sangat 1luas digunakan
dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan keter-
gantungan.

Obat psikotropika ini digolongkan sebagai obat
keras. Oleh karena itu penggunaan, pengedaran,
pengawasan, pembinaan dan pengaturannya harus tunduk
pada persturan perundang-undangan yang berlaku dalam
bidang obat keras (lihat lampiran 1).

Menurut Convention on Psychotropic Substance
vang diadakan di Wina pada tanggal 19 sampai dengan
21 Februari 1871 yang dimaksud dengan bahan psiko-
tropika adalah semua bahan, alam maupun sintetis
yvang terdapat dalam daftar I, II, III dan IV. Dalam
konvensi tersebut didefinisikan sebagail psikotropika

adalah obst yang dapat
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a. Menyebabkan ketergantungan.

b. Menurunkan aktivitas otak atau

¢. Merangsang susunan syaraf pusat.

d. Menimbulkan kelainan kelskuan, disertai oleh
timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpi-
kir dan perubahan alam perasaan.

Penggunaan obat-obat psikotropika di 1lusar tujuan

pengobatan sangat membahayvakan masyarakat mengingat

fungsi dan efek dari obat tersebut. Berdasarkan
penggunaan kliniknya obat keras tertentu (psikotro-
pika) dibagi menjadi empat golongan yvaitu

8. Anti Psikotik atau Neuroleptik.

Yaitu obat yang digunakan untuk pengobatan penya-
kit gangguan Jjiwa yang berat. Obat-obat ini
kecuali mempunyai efek yang menguntungkan terha-
dap kejiwaan atau mental dan pikiran yang merupa-
kan penenang (sedativa) yang kuat. Contoh obat
vang dipakai sebagai anti psikotik

- Amobarbitsl

- Pentobarbital

b, Antiansietas.

Obat-obat ini secarsa spesifik berkhasiat mene-
nangkan ketegangan-ketegangan mental dan perasaan
cemas {(Anxiety). Dalam banyak hal Antiansietas
menyerupai barbiturat dan penenang non barbitu-
rat, vaitu dapat menimbulkan ketergantungan
psikis dan fisis pada mereka yang menggunakannya

dalam dosis tinggi dan untuk waktu lama. Diban-
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dingkan dengan penenang (sedative), suatu ansie-
tas antaranya

- Alprazolam

- Bromazepan

- Kloksazolsm dan lain-lain

Antidepresi

Obat-obat ini digunakan untuk mengatasi tekanan
mental karena secara langsung merangsang susunan
syaraf pusat. Pengurangan depresi berujud sebagai
perbaikan alam perasaan, bertambahnya aktifitas
fisik dan kewaspadaan mental, nafsu makan dan
pola tidur vang lebih baik serta berkurangnyva
fikiran yang tidak menentu.

Contoh obat-obat yang dapat dipakai sebagai
antidepresi antaranya

~ Amfetamina

- Metamfetamina

- Deksamfetamina

- Amfepramona

- Mazindol dan lain-lain

Psikotogenik

Obat vang dapat menimbulkan kelainan kelakuan,
disertai oleh timbulnva halusinasi, ilusi, gang-
guan cara berpikir dan'perubahan alam perasaan.
Contoh obhat vang dapat dipskal sebadgai: neikotoge-
nik antaranya

- Meskanlln

- Parsheksil
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Liziy - 25

- Psilosin dan lain-lain
Adapun obat-obat psikotropika yang sering disalahgu-
nakan vaitu
- Rohypnol (Flunitrazepam})
- Lexotan (Bromazepan)
- Dalmadorn (Flurazepam)
~ Mogadon (Nitrazepam)
~ Sedatin (Pil BK)
~ Amphetamina dan
—- Handraz (Metakualon)

Ecestasy termasuk dalam obat-obatan jenis psiko-
tropika, karena keturunan ecstasy atau induk ecstasy
adalah mengandung Amphetamina, Methamphetamina, ‘dan
jika dilihat dari penggolongan psikotropika Ampheta-
mina, Hethamphetamina atau HDHMA termasuk dalam
golongan I (pertama) yaitﬁ - obat keras, dilarang
peredarannya dan hanya dapat digunakan untuk ilmu
pengetahuan, tidak untuk terapi atau pengobatan,
karena sindrom ketergantungan sangat kuat, serta
membayahakan tubuh manusia (termasuk kesehatan).
Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan obat-obat
keras, untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgu-

naan terhadap obat-obat keras ini.
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B. Kebijakan Penanggulangan EKejahatan Dengan Hukum Pidana
1. Perkembangan dan Pengertian Kejahatan
Kejahatan merupakan bagian dalam kehidupan
masyarakat, dimana ada masyarakat disitulah hadir
kejahatan, dimana ada masyarakat disitulah hadir
kejahatan. Eksistensi kejahatan sudah ada sejak
masyarakat itu ada, oleh sebab itu kejshatan dikata-
kan oleh Benediet 5. Alper dalam bukunya Barda
Nampawi Arief, sebagai “The 0Oldest social Pro-
blem".3%)
Dewasa inli perkembangan kejahatan semakin
meningkat, dibandingkan pada mass-masa vang lalu,
'\\demikian pula dengan bentuk dan penyelesailannya.
Eényelesaian kejﬁhatan tempo dulu terlihat ada
pembatasan secarsa resmi, dan tidak ada campur tangan
penguass (sekarang disebut Pemerintah). Kejahatan
dipandang sebagal persoalan pribadi atau keluarga
vang harus diselesaikan secara pribadi atau keluar-
ga, sesuai dengan yang diderita dan dirasakan oleh
korban kejahatan tersebuf. Konsep peradilan secars
personal ini dapat ditemui pada perundang-undangan
lama seperti “Code Hammurabi® (1800 SH), perundang-
undangan “Romawi Kuno” (450 SH) dan juga masyvarakat

“VYunani Kuno® seperti "curi sapi bayar sapi”, dalam

34) Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penang-
gulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 1994, hal 11
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Bible juga terdapat perkatasan seperti "eye for eve".
Penyelesaian kejahatan dengan cara tersebut di atas
dapat disebut sebagai "pembalasan” (konsep pembala-
san). EKemudian sasaran kejahatan mulai berkembang,
tidak hanya terjadi pada pribadi lawan pribadi atau
keluarga lawan keluarga, tetapi sudah ke arah perbu-
atan-perbuatan yang dapat ditujukan kepada raja
(penguasa), perbuatan itu seperti pengkhianatan
terhadap raja. Xeadsan ini telah menjadi urusan
kerajaan. Akan tetapi pada masa itu konsep penyele-
saian secara personal masih digunakan. Kemudian
dalam perjalanan waktu térjadi perubahan yvaitu
penvelesaian kejahatan menjadi urusan raja (Pemerin-
tah atau Negara).

Pada abad ke XVIII muncul penulis beraliran
"Klasik"”, sebagai reaksi dari ketidakpastian dan
ketidakadilan, serta tindakan sewenang-wenang dari
penguasa. Aliran klasik mengartikan kejahatan seba-
gai perbuatan yang melanggar undang-undang. Ajaran
yang terpenting dalam aliran ini ialah doktrin
“Nullum ecrime sine lege", yvang berarti tidak ada
kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan
perbuatan fersebut adalah perbuatan yang dilarang.
Untuk menjaga agar tidak terjadi lagi ketidakpas-
tian, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari
pelaksana peradilan (hakim), aliran ini berpendapat

"Hakim hanyvalah sebagai mulut atau corong undang-




undang saja”.

Pada abad XIX timbul
“aliran klasik", maka tumbu
"aliran positif”, yang lebi

pelaku kejahatan. Aliran
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ketidakpuasan terhadap
h pandangan baru vaitu
h menitikberatkan pada

ini berpendapat bahwa

"kejahatan sebagai perbuatﬂn yang melanggar huokum

alam”. Aliran yang dipelopor
banyak dikritik oleh paksr h
takan bahwa “"dalam mempel
dipelajari dalam kerangka h
hukum pidana, kita dapzat m
dalam kondilisi vang bagaima
dipandang sebagai kejahatan
dang-undangan berinteraksi d
lain" .39
E. Durkeim menyatakan

saja normal, dalam arti tid
kejahatan, bahkan dia menam
merupakan sesuatu yvang dipe

setiap masyarskat adalsh "d

tersebut yang telah mengger

mulanyva seringkali disebut k

|
dijatuhi hukuman Galilei-Galileo, Socrates

Kejahatan itu adalah

38) Ibid, hal.4

i oleh €. Lambreosc ini,
ukum. Ray Jeffer menga-
ajari kejahatan harus

ukum pidana, sebab dari

engetahui dengan pasti
na suatu tingkah laku
, dan bagaimana perun-

engan sistem norma yang

bahwa, "kejahatan bukan

\
%k ada masyvarakat tanpa

|
bahkan bahwa kejahatan

riukan, sebab ciri dari
inamis”, dan perbuatan

akkan masyarskat, pada

ejahatan misalnya dengan
n36)

pengdertian hukum vyaitu

35) 1.5. Susanto, Kriminologi (bahan kuliah), 1996, hal.3
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perbuatan manusia vang dapat dipidana oleh hukum
pidana. Secara yuridis, dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat definisi atan
pengertian kejahatan, buku II KUHP hanya memberikan
rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap
sebagal kejahatan. Salah satu contohnya bunyi rumu-
san Pasal 338 KUHP vang menedaskan, “barang siapa
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipi-
dana karena pembunuhan dipenjara selama-lamanys 15
(lima belas) tahun". Dalam pengertian rumusan Pagsal
3389 KUHP jelas terlihat bahwa, vyang disebutkan
sebagai kejahatan adalah perbuatan dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang lain. Pengertian atau
definisi kejahatan dapat kita temui dalam literatur-
literatur yang menguraikan materi tentang Asas-asas
Hukum Pidana.

"Rejahatan atau tindakan kriminsal merupakan
salah satu bentuk dari ‘“perilaku menyimpang",
sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari
aturan-aturan normatif yang berlaku".37) Selanjutnya
dikatakan : “Perilaku menyimpang merupakan suatu
ancaman terhadap norma-norma sosial, dapat menimbul-
kan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan

sosial dan merupakan ancaman riil atav potensiil

375 Saparina Sadli, Persepsi Sosial mengenai Perilaku
Menyimpang, 1978, hal. 58




38)
39)

40)

41)

o1

bagi kelangsungan ketertiban sosial”.<8)

Kejahatan disamping merupaskan masalsh kemanu-
Slaan, secara individu juga merupakan masalah sosial
vang oleh Marec Ancel disebut sebagai "a human and
social problem”.%9) Sedangkan G.P. Hoefnagels lebih
condong kepada pengertian yuridis bahwa “kejahatan
adalah perilaku vyang dinyatakan sebagai tindakan
vang dapat dihukum”.4Y%’ Demikian pula R. Soesilo
berpendapat bahwa secara yuridis

"Kejahatan sebagai snatu perbuatan ataun tingkah

laku vyang bertentangan dengan undang-undang.
Berhubung kejahatan tersebut bertentangan
dengan peraturan atau undang-undang, maks
peraturan atau undang-undang tersebut harus
dibuat 1lebih dahulu sebelum adanva peristiwa
pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang
dan memberikan kepastian hukum. Azas ini
disebut “NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE
PRAEVIA”, tertera dalam Pasal 1 EKUHP vyang
berbunyli : tiada suatu perbustan boleh dipida-
na selain berdasarkan ketentuan perzg?ang~
undangan yang telah dibuat sebelumnya”.

Perkembangan kejahatan dewasa ini berdasarkan
data statistik meningkat tiap tahunnyva balk secara

kuantitas maupun kualitas, hal ini sangat membahaya-

kan, merugikan dan meresahkan masyarakat. EKejahaan

Ibid, hal. 25-26

Marc. Ancel, Soeial Defence, & Modern Approach to
Criminal problem, 1985, hal.@98

Sudjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia,
1984, hal. 18

A. Gumilang, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Tehnik
dan Taktik Penyelidikan, 1981, hal. 3

PT-PUSTAK-UNDIP
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bukan hanya merupakan masalah nasional (salah satu
negara saja) akan tetapi sudah menjadi masalah dunia
{Internasional Problem) vang oleh Seiichiro Ono
dalam bukunya Barda Nawawi Arief J&sebut sebagail “a
Universal Phenomenon".%2)

Pi zaman industrialisasi dan globalisasi ini,
kejahatan semakin canggih kualitasnya dan modus.
operandinva, sehingga cukup sulit dan sangat kom-—
pleks dalam menanganinyva. Menurut Habib-Ur-—-Rahman
Khan dalam bukunya Barda Nawawl Arief mengatakan
bahwa "Dunia modern sepenuhnya menyadari akan pro-
blem vang akut ini (maksudnya problem tentang keja-
hatan, pen). Orang demikian siBuk melakukan peneli-
tian, seminar-seminar, konferensi-konferensi inter-
nasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memaha-
mi masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat
mengendalikannya. Tetapi hasil bersih darl semua
usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak
terus".43}

Agar lebih jelas perlu diadakan kriteria vyang
menetapkan suatu perbuatan itu adalah kejahatan.
Dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana

Nasional tahun 1980 ditegaskaﬁ kriteria kriminalisa-

=i sebagai berikut

42) Bardas Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 12

43) 1bid, hal. 17




“Untuk  menctapkan suatue wecboatan itn sebagai
tindskan xriminal, pevrlus memperhatikan krite-
ria umum sebagai berikut
1. Apakah perbuastan itu tidak disukai =atan
dibenci oleh masyarakat karena merugikan,
atau dapat merugikan, mendatangkan korban
ataun dapat mendatangkan korban.

Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang

dengsn hasilnya yang akan dicapai, artinya
cost pembuatan undang-undang, pengawasan

dan penegakan hukun, serta beban vang
dipikul oleh korban pelaku dan pelakn ‘

kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan E

situasi tertib hukum yang akan dicapai. ‘

3. Apakah akan makin menambah beban syarat
penegak hukum yang tidak seimbang atau
nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemam-
puan yang dimilikinyva.

4. Apakah perbuatan itu menghambat atau meng-
halangi cita-cita bangsa Indonesia, sehing-
ga merugggan bahayva bagi keseluruhan masya-
rakat."”

oW

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan 'Penanggﬁla—
ngan Kejahatan (Criminal Policy)

Istilah kebijakan sebagai pengganti dari isti-
lah “policyv"” (plan or action or statement of aim)
vang diterjemahkan dengan istilah “kebijakan“.45)

Menurut Robert R. Mayer dan Erpnest Greenwood "kebi-
jakan" (policy) dapat dirumuskan sebagai "suatu
keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif
dan paling efisien untuk mencapail suwatu tujuan yang

ditetapkan secara kolektif".48)

44) Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,
1980, hal. 4

45) Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 63

48) Tpid, hal. 13
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Menurut Mare Adneel dalam buku Barda Nawawi
Arief "Salah satu bentuk dari perencanasn perlindu-
ngan sosial ialah usaﬁa—uéaha vang rasional untuk
menanggulangi kejahatan vang biasa disebut dengan
“politik kriminal"”.

Jadi tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah
"perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan
utama yang sering disebut dengan berbagai istilah,
misalnya "kebahagiaan warga masyarakat” (happines of
the citizens), “kehidupan kultur vang sehat dan
menyegarkan” (a wholesome and culural living),
"kesejahteraan masyarakat” (social welfare) atau
untuk "keseimbangan"” (equality)“.47)

Kejahatan telah menjadi problem internasional,
hal iﬁi dapat kita lihat dalam beberapa kongres PBB
vang diadakan. Dalam Deklsrasi Kongres PBR ke-1IV
Tahun 1970 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembi-
naan Para Pelaku (the prevention of crime and the
treatment of offender) dibicarakan masalah kejahatan
dengan tema "Kejahatan dan Pembangunan" (Crime and
Development) dan kongres ke-IV membicarakan tema
sentral “"Pencegahan Kejahatan dan Kualitas Kehidu-
pan” (Crime prevention and the guality of 1life) vang
menyatakan “"Believing that the problem of crime in

many countries in its new dimension is far serious

47) Ibid, hal. 34
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at any other time in the long history of these
congresess".48) Kejahatan bukanlah merupakan sesuai
yvang baru dan mengherankan, karensa kejahatan sudah
sangat melekat dalam kebudayasan masyarakat. Kejaha-
tan pada hakekatnya merupakan proses sosial (erimi-
naliteit als social process) dan kejahatan merupakan
suatu “fenomena kemasyarakatan yang dinamis, vang
selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struk-
tur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.
Oleh karena itu ada yang menyebutkan sebagai socio
political problem".49)

Philippe de Seynes (Pembantu Sek. Jend. PBB
dalam urusan Ekonomi dan Sosial atau Economic &and

Social Affairs) menyatakan

"Kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-
ukuran baru, tidak 1lagi dipandang sebagsi
suatu “cacat kemasyaraksatan” (a social ble-
mish). Saat ini kejahatan telah diakui sebagai
suatu masalah "socio politik" yang tidak hanvsa
menuntut tindakan-tindakan vang bersifat
teknis tetapi memerlukan tindakan luas 5E§ng
disusun pada tindakan politik tertinggi".

Di zaman industrialisasi dan globalisasi muncul
berbagai bentuk kejahatan yang semakin ecanggih. Di

dalam EKongres PBB ke VII tahun 1985 antara lain

48} op.cit, hal. 127

49) Fourth United Nation Congress : 0On the preveption of
erime and the treatment of offenders (New York De-
partement of FEconomic and Socecial Affairs), United
Nations, 1871, hal. B

90) Ibid, hal. 12
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diminta perhatian terhadap kejahatan-kejahatan
tertentu vyang dipandang membahayakan seperti ‘“eco-
nomic crime’”, "environmental offences”, "illegal
trafficking in drugs", "terorism", dan "apartheid".
Kejahatan-kejahatan ini tumbuh sehubungan dengan
pertumbuhan industri dan kemajuan ilmu serta tekﬁo~
logi. Dengan adanya perubahan bentuk dan dimensi
kejahatan baik secara transnasional, maupun nasio-
nal, berakibat pada ekonomi dan sosial. Pada Kongres
ke V tahun 1975 di Geneva meminta perhatian pada
bentuk-bentuk kejahatan antara lain

a. "Crime as business" yaitu bentuk kejahatan
yang bertujuan mendapatkan keuntungan mate-
rial melalui kegiatan dalam bidang usahsa
(bisnis) atau industri, yang pada umumnya
dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan
oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpan-
dang di dalam masyaraskat; termasuk dalan
kejahatan ini antara lain yang berhubungan
dengan pencemaran lingkungan, perlindungan
konsumen dan dalam bidang perbankan, disamp-
ing kejahatan-kejahatan lain vyang dikenal
dengan "organized crime”, “white colar
crime”, dan korupsi;

b. Tindak pidana vang berhubungan dengan hasil-
hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya,
obyek-obyek budaya atau warisan budaya;

c. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol
dan penyalahgunaan obat-obatan; ‘

d. Perbuatan kekerasan antar perorangan (inter
personal violence), khususnya kongres memin-
ta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan
kekerasan di kalangan para remaja;

e. Perbuatan kekerasan vang bersifat transna-
sional dan internasional, vang biasa disebut
dengan perbuatan-perbuatan terorisme;

f. Kejshatan yang berhubungan dengan lalu
lintas kendaraan bermotor;

g. Kejahatan yang berhubungan dengan perpinda-
han tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi
akibat bencans alam dan peperangan; masalah-
masalah vang berhubungan dengan masalah
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perpindahan tempat misalnya mengenai pelang-

garan pasport dan visa, pemalsuan dokumen
mengeksploitir tenaga kerja, pelacuran dan
sebagainya;

h. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.°l’

Kejahatan berkaitan dengan masyarakat, tidak

ada masyarakat yang hidup tanpa kejahatan, dalam
artli dimana ada masyarakat pasti ada kejahatan,
sebab masyarakal dengan berbagai kebutuvhan hidup
masing-masing saling mendesak untuk mendahuiui
kebutuhan hidupnya sehingga tidak mustahil jika
terjadi kesalahan-kesalahan vang mana kesalahan-
kesalahan dilakukan bertentangan dengan hukum, maka
inilah vang disebut dengan kejahatan. Kebijakan
kriminal sebagaimana telah ditegaskan terdahulu
mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan kebija—
kan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial,
kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejaha-
tan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari
upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan
upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social
welfare). Oleh karenﬁ.itu dapat dikatakan, bahwa
tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal
adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat".sz) Dikatakan lebih lanjut
bahwa tujuan politik kriminal yang demikian pernah
51) Barda WNawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum

Pidana, 1996, hal 15-16
9Z) Ibid, hal. 30
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dinvatakan dalam laporan khusus latihan ke 34 vang
diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973
sebagal berikut
"Most of group members agreed some discussion
that “protection of the society”™ could be
accept as the final goal of criminal which
might perhaps be described by terms like
vl living "secial melfare’ or requalitys 593
Jadi politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan
bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan
atau upaya untuk mencapai kesejahteraan). Tujuan
akhir dari politik kriminal adaiah perlindungan
masyarakat. Kebijakan'kriminal merupakan bagian dari
kebijakan sosial. Demikian pula dengan hukum pidana,
penegakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan
kriminal. Antara kebijakan kriminal dan kebijakan
sosial danbahagian-bahagiannya merupakan suatu
kesatuan yang mempunyai hubungan interaksi. Untuk
menanggulangi kejahatan dibutuhkan keterpaduan
antara berbagai kebijakan, vaitu kebijakan kese-
jahteraan masyarakat, kebijakan kriminal, kebijakan
penegakan hukum dan kebijakan buksn hukum (non
penal).54)
Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan satu

kesatuan untuk mencapai tujuan, sehingga saling

53) 1pid, hal. 3

54) Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995,
hal. 8
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terkait agar lebih jelas lihat‘skema berikut ini

SKEMA 1V
REBIJARAN-KEBIJAKAN DALAM SATU EESATUAN

(social welfare policy)

— Kebijakan kesejaht, masy.-_}

Tijuan

Kebijakan Sosial
(social policy)

Kebijakan perlind. masy.
— (social defence policy)

— Dengan Hukum Pidana
(Penegakan Hukum Pidan=z)

Kebijzakan Kriminal
(criminal policy)

Sarana lain bukan pidana
- (Non: Penal)

G.P. Hoefnagels mengatakaﬁ dalam bukunya Bards
Nawawi Arief bashwa "criminal policy as a science of
policy is parti of a larger poiicy, the law inforce-
ment policy. The legislative and enforcement policy
59)

is in turn part of social policy”.

Adapun skemanya sebagail berikut

55) Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 4




SKEMA V

FUNGSI KEBIJAKAN
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criminal policy

policy

law enforcement

social
policy

Infiluencing view
of society crime
and punishment
(mass media)

Crime, law application

(practical criminclogy)

Prevention without
punishment

Dalam upaya penanggulangan kejahatan harus

keterpaduan antara kebijakan yang satu dengan

- adm, of erime justice
in narrow sense :

- crime legislation

~ c¢rime jurisprudence

- crime proses in wide
sense

- prensic psychiatry
and psychology

- forensie socisl work

~ crime, sentence exe-
cution and poliey
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- soc policy

- community planning
mental health

- not mental health
soc, work, child
welfare

- administrative and
eivil law

ada

kebi-

Jakan lainnya demikian keterpaduan antara penggunsaan

sarana penal dan non penal.
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3. Penerapan Hukum Pidana

Istilah tindak pidansa sering dijumpai merupakan
istilah vang sudah aibakukan. Tindak pidana ialah
perbuétan yang memenuhi perumusan vyang diberikan
dalam ketentuan pidana. Perlu dipahami bahwa keten-
tuvan pidana tidak semata-mata terdapat dalam Undang-
undang Hukum Pidana, tetapi dapat dijumpai dalam
Undang-undang 1lain seperti Undang-undang Pajak,
Undang-undang Bea, Undang-undang Imigrasi, Undang-
undang Subversi, Undang-undang Narkotika, Undang-
undang Senjata Api dan Undang-undang Psikotropika
dan lain sebagainya.®?®’

Kehadiran Undang-undang di luar KUHP dewasa ini
semakin banysak, dan Undang-undang ini sangat memban-
tu, karena bersifaf khusus, jadi lebih terperineci
membahas tentang sesuatu hal kejahatan yang semakin
beraneka ragam ini. Undang-undang khusus atau vang
terdapat di luar KUHP sangat membantu dan menunjang
penerapan hukum pidana dan penegakan hukum di sebuah
negara. Namun masysarakat umum, sebshagian terkadang
belum mengetahui kehadiran Undang-undang yang baru,
kalau pemerintah hanya sepintas meﬁgumumkannva.
Pengumuman atau pemberitahuan adanya Undang-undang

vyang baru dari pihak pemerintah sangat berperan

56) Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 8, 1989,
hal. 1
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seperti Prof. Soedarto mengsatakan bahwa

"Memang benar pidana itu mempunyai pengaruh

preventif-general. Ini disebabkan karena
manusisa mempunyai perasaan atau kemampuan
kodrati untuk berorientasi kepada segala
kejadian di dunia luarnya. Akan tetapi yang
kita persoalkan di sini justru Ssampai dimana
intensitas pengaruh itu berlangsung. Pengaruh
preventif-general daripada itu hanya dapat
terjadi di suatu masyarakat vyang mengetahui
tentang adanya sanksi atau pidana itu. Dalam
hubungan ini maka alat-alat komunikasi masya-
rakat memegang peranan penting. Pemerintah
mempunyai “pesan" kepada masyarakat. Oleh
karena itu apa vyang dipesankan ini harus
sampai kepada rakyat, kalau hal ini tidak
sampai, maka peraturan itu tidak munghkin
mempunyai pengaruh preventif-general, karensz
itu rakyat samasagkali tidak tahu akan adanya
peraturan itu".

Jika kita membahas tentang penerapan hukum
pidana berarti merupakan bagian dari penegakan
hukum, salah satu sarana dalsasm penegakan hukun
nasional ialah adanya ketentuan-ketentuan pidana
atau eksistensi sanksi pidana di dalam hampir setiap
produk vang dibuat. Hukum pidana hakekatnva hukum
sanksl dan hukum pidana menyebabkan beberapa petun-
Juk hidup dapat ditegaskan lebih keras. Tetapi hukum
pidana sendiri tidak memuat petunjuk-petunjuk hidup
itu.

Tentu masyarakat menginginkan agar diadakan
pencegahan terlebih dahuln sebelum dikenakan pidana,
katens penerapan hukum pidana dirasakan tidak menye-

nangkan. Dalam hal ini Pemerintah telah berupaya,

97D Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1983, hal. 90



diadakan pencegahan dengan memberi penerangan kepada
masyarakat tentang efek negatif suatu kejshatan dan
sanksi pidana bagi vang melakukan, akan tetapi
seclah-olah tidak efektif, sehingga jalan terakhir
vang ditempuh adalah menerapkan hukum pidana. Se-
dangkan dengan menerapkan hukum pidana, juga belun
tentu kejahatan di muka bumi akan lenyap secarsa
tuntas, buktinya masih banyak residivis yang berke-
liaran, tapil kita juga tidak dapat mengelak bahwa
penerapan hukum pidana juga membawa hasil yang baik
dimana ada sebagian pelaku menjadil jera/tobat.
Sudartoe mengakui bahwa
"Dapat dipahamim betapa terbatasnya pengaruh
atau efek dari sanksi pidana "The Limits of
eriminal sanction" merupskan sustu kenvataan,
hal mana berarti bahwa kita tidak boleh terla-
lu mengharapkan ketastan orang pada suatu
peraturan hanva dengan mengandalkan pada
sanksi pidana belaka meskipun kita tidak boleh
mengatakan bahwa san%g% pidana itu tidak ads
artinya sama sekali”.
Peran sanksi pidana dalam penegakan hukum menjadi
salah satu piiihan vang tepat untuk ' mengansalisa
kondisi vang timbul di masyarakat.
Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana dapat ditinjau dari beberapa aliran yaitu
aliran Klssik dan aliran Hodern. Menurut Sudarto

bahwa : Aliran klasik menitikberatkan kepada tindak

pidana vang dilakukan, kesalahan terdakwa dan hal-

58) Ibid, hal. 91
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hal inilah yang sangat mempengaruhi berat ringannva
pidana. Jadi %akim dalam memberikan pidana seolah-
olah harus lebih melihat ke belakang. Perkataan
"setimpal” menunjukkan ke arah perseimbangan (ket
vergelden bukannya membalas dendan lebih-1lebih
bukannya membalas dendam tetapi pengimbangan atau
pengimbalan).

Sedangkan "aliran modern menitikberatkan perha-

tiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana

‘dan pemberisn pidana atau tindakan dimaksud untuk

melindungi masyarakat terhadap bahaya vang ditimbul-
kan oleh pembuat".sg)

Gabungan antara kedua teori di atas, kemudian
dikembangkan oleh Rosi vang berpendapat bshwa

"Ia telah menganggap balasan sebagai rasa
pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh
melampaul batas suatu pembalasan  vang adil,
namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyail
pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesua-
tu yang rgggk dalam masyvarakat dan prevensi
generasi".

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana
Penal

Istilah "kebijakan"” dalam penulisan ini diambil
dari istilah ‘“"policy"” (Inggris) atau “politiek”

(Belanda). Jadi kebijakan hukum pidana disebut

98) gudarto, Ibid, hal. 49

80) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan,
1984, hali. 17
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dengan istilah "Politik Hukum Pidana" dalam istilah
lainnya "Pemnal Policy”, “Criminal Law Policy",
“Strafrechts-politiek”. Usaha penanggulangan kejaha-
tan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan
bagian dari usaha penegaka hukum (khususnya penega-
kan hukum pidana). Oleh sebab itu sering pula dika-
takan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana
merupakan bagilan dari kebijakan penegakan hukum (Law
enforcement policy). Kebijakan atau politik hukunm
pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal,
maka politik hukum pidana identik dengan pengertian
“"kebijakan penanggulangan kejashatan dengan hukum
pidana”.

Mare Ancel dalam buku Barda Nawawi Arief menga-
takan bahwa “tiap masyarakat vang terorganisir
memiliki sistim hukum pidana yvang terdiri dari : (&)
peraturan-peraturan hukem pidana dan sanksi, (b)
suatu prosedur hukum pidana dan (c) suatu mekanisme
relaksanaan (pidana)”.sl) Arti kebijakan hukum
pidana mencakup ruang lingkup vang cukup luas vyaitu
kebijakan di bidang hukum pidana materiel dan di
bidang hukum pidana formal, namun tulisan ini lebih
menitikberatkan pada kebijskan hukum pidanz materiel
(substantif}.

Henurut GP Hoefnagels "Suatu politik kriminal

harus rasicnal, kalau tidak demikian tidak sesuail

61) Barda Nawaﬁi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana, 1896, hal. 29
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dengan definisinya sebagai " a rational total of the
respon to crime”. Disamping hal ini penting karena
konsepsi mengenai kejahatan dan kekerasan atau
proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetap-
kan secara emosional.®2) Pendekatan vang berorienta-
si kepada sifat rasional harus tertera dan melekat
pada setiap kebijakan yang ditetapkan dan ini kon-
sekuensi dari pernyataan yvang disepakati bersama
seperti Sudarto menyatakan “dalam melaksanakan
politik (kebijakan), orang mengadakﬁn penilaian dan
melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif
yang dihadapi".63) Berarti politik kriminal dalam
menggunakan hukum pidana (secara penal) telah secara
sadar, benar dan sengaja, tidak ada pilihan lain
yang 1lebih baik selain dengan langkah atau usaha
represif. Dengan menetapkan sarana, ini tentu telah
mempertimbangkan banyak faktor yang dapat mendukung
pelaksanaan sarana penal tersebut, sehingga sarana
penal ini dapat berfungsi secara maksimal dan efisi-
en. Efektivitas dari sanksi pidana memang harus
diperhitungkan seperti yang ditegaskan oleh Ted
Honderich bahwa, "suatu pidana dapat disebut sebagai
alat pencegah yang ekonomnis (emosional deterrents)
apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

A

62) gp Hoefnagels, hal. 99, 102, 106

63) gudarto, Op. Cit, hal. 161
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Z. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya
keadaan yvang lebih berbahaya atan merugikan
daripada yang akan terjadi apabila pidana
itu tidak dikenakan;

3. Tidak ada pidana lain vang dapat mencegah
secara efektif dengan bahaya atau kerugian
vang lebih kecil.B4)

Dengan penggunaan sarsana penal diharapkan dapat
membangkitkan kesadaran pelaku kejahatan, akan
betapa sangat berbahava, merugikan dan meresahkan
masyarakat atas perbuatannya. Oleh sebab itu sarana
penal ini harus benar-benar berfungsi seefektif
mungkin.

Sebagaimana vyang telah dikemukakan pada baha-
gian terdahulu bahwa tujuan umum untuk mencapai
kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat”. Bertolak dari
pemikiran dan konsep tersebut, maka Seminar Krimi-
nologi ketiga tahun 1978 dalam kesimpulannya menya-

takan

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai
salah satu sarana untuk "social defence" dalam
arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan
dengan memperbaiki atau memnlihkan kembali
(rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi
keseimbangan kepgggingan perorangan (pembuat)
dan masvarakat".

64) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum
. FPidana, 19898, hal. 39

65) Reputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 OQOkto-
f ber 1876, hal. 4
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Salah satu jenis sanksi pidana vang paling
sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi
masalah kejahatan ilalah “pidana penjara".

Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan harus
memenuhi beberapa unsur yang bersifat
1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;

2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu
membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan
vang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap
Jiwa yang positif dan konstruktif bagi usahsa
penanggulangan kejahatan;

3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut
dirasakan adil baik oelh si terhukum maupun oleh
korban ataupun oleh masyarakat.ss)

Jadi sebelum aparat penegak hukum menerapkan
suatu kebijskan atau perafuran perundang-undangan
harus banyak pertimbangan dari kepentingan individa
dan kepentingan masyarakat luas (asas monodualistik)
agar diperoleh rasa keadilan dan kapasitas hukum
karena semua keputusan vang ditetapkan, akan membawa
dampak bagi banyak pihak. Dengan beberapa ketentuan
dari kriteria-kriteria yang telah dibeberkan dapat
dipegang sebagal pedoman ke arah suatu tujuan vyang

dicita-citaksan.

66) Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Menang-
gulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara, 1884, hal. 88
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi
Kejahatan Penyalahgunaan Eecstasy

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap
ecstasy dengan berbagai bentuk dan dampak yang ditim—
bulkan . merupakan suatu masalah yang dihadapi banyak
negara di dunia (internasional phenomenom), termasuk
Indonesia vyang dinilai sebagai salah saty masalah
nasional dengan kompleksitas persocalan vang dapat
mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara serta
dapat berpengaruh kepada proses pembangunan yang sedang
berjalan dewasa ini.

Kejahatan penyalahgunaan ecstasy sangat meresahkan
masyarakat, karena dampak negatif vyang ditimbulkan,
merugikan pelbagai pihak, mendstangkan korban dan
menghambat cita-cita bangsa dan negara, merusak genera-
si muda. Juga merupakan suatu beban pekerjaan vang
sangat berat bagi aparat penegak hukum.

Kejahatan penyalahgunaan ecstasy dapat pula di-
kategorikan sebagai crime as business vyaitu bentuk
kejahatan vyang bertujuan mendapatkan keuntungan mate-
riil melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atan
industri, yang pada uvmumnya dilakukan secarsa terorga-
nisasi dan dilakukan oleh orang-orang terpandang di

dalam masyarakat. Kejahatan penyalahgunaan ecstasy

69
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dapat pula disebut sebagal “organized crime” dan meru-
pakan “follow up crimes” dari kejahatan perdaganan
gelap obat bius atau obat-obatan yang merupskan “core
erime”. Oleh sebab itu perlu adanya antisipasi secara
optimal dan serius terhadap kejahatan penyalahgunaan
ecstasy. Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah
mengelvuarkan, menetapkan dan memberlakukan beberapa
kebijakan-kebijakan hukum pidana.

Guna pemberantasan penyalahgunaan ecstasy di
Indonesia yang semakin lama semakin cepat perkembangan-
nya. Realita situasi seperti ini, dapat dimengerti,
karena pil ecstasy merupakan bentuk produk baru bagi
kalangan masyarakat Indonesia.

Kebijskan vyang dipergunskan secara internasional
dalam menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan psiko-
tropika (termasuk ecstasy) mengacu pada piagam PBB dan
prinsip-prinsip hukum Internasional dengasn menghormati
kedavlatan dan integritas teritorial negara masing-
masing. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan
kesejahteraan dan keamanan secara berimbang, simultan,
dan dinamis. Langkah-~langkah penanggulangannyapun
berimbang demili pengurangan permintaan dan pengurangan
suplai.

Pil ecstasy yang masﬁk di negara Indonesia secara
gelap, dapat dikatakan secara kuantitas meningkat.
Berdasarkan informasi yand diterima dari Dirjen FPOMNM

(Pengawasan Obat dan Makanan), Departemen Kesehatan,
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Drs. Wisnu Katim yang berpendapat bahwa : "diperkirakan
ada jutaan butir pil ecstasy beredér di Indonesia.”6?>.
Disamping karena pil ecstasy ini merupakan “komoditi
baru” yang lagi trend pada dasawarss terakhir ini, pil
ecstasy mempunyai kenikmatan tersendiri bagi pengguna-
nya (mengatasi masalah stress dan depresi). Sedangkan
bagi pengedar, penyelundup dan produsen, reredaran,
penjualan pil ecstasy merupakan “ladang bisnis" vang
dapat menghasilkan keuntungan finansial vang berlipat
ganda. Jadi adalah tidak mengherankan, apabila dalam
beberapa Media Massa diinformasikan dengan terang-
terangan mengenal berbagal bentuk kasus penyalahgunaan
ecstasy, seperti “"kejadian 1ima kali penvelundupan
puluhan ribu pil eestasy di Bandara Soeksrno Hatta
Cengkareng Jakarta, empat kali penyelundupan di Ngurah
Rai Denpasar, dua kali pengiriman melalui Kantor Pos
Surabaya dan Jakarta".%®) Bahkan vang lebih menggempar-
kan lagi bagl masyarakat kota Semarang yvaitu pada
tanggal 17 dan 28 Oktober 1996 telah terjadi "Penyelun-
dupan yang paling besar di Indonesia melalui Kantor Pos
Semarang sebanyak 108.280.000 obat-obat terlarang
dengan nama : Ethylamphetamine (dengan merek dagang

Ritalin 10), Methylphenidate (Opetinil Depo) dan Diaze-

67) Rutipan dari Tiras, No. 27/Thn 1I/1 Agustus 1998,
Sisipan E.

88) 1bid, Sisipan F.
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pam Dr. Masjhoer berpendapat bahwa ketiga obat tersebut,
hanya dua yang tergolong ecstasy yaitu Ethylamphetamine
dan Methylphenidate. Obat-obat psikotropika ini dikirim
dari Thailand, Hongkong dan Pakistan."59) Belum 1lagi
kasus-kasus peredaran ecstasy yang unreported crime
atau yang tidak sampai pada tingkat Peradilan.

Wilayah Jawa Tengah yaitu Semarang, Yogyakarta dan
Surakarta merupakan daerah yang berpotensi terhadap
terjadinya penyalahgunaan ecstasy, sebab wilayah Jawa
Tengah ini terdapat banyak tempat hiburan vaitu ZXKafe,
Karaoke, Diskotik, Night Club, Hotel/Losmen, Video Game
dan tempat-tempat hiburan seperti tersebut di atas
biasanya digunakan sebagail tempat negosiasi ecstasy.
{Lihat tabel di bawah ini).

TABEL I
TEMPAT HIBURAN ATAU TEMPAT NEGOSIASI ECSTASY

NO WILAYAH TEMPAT HIBURAN
Kafe | Karacke | Night Club| Losmen/| Game
Hotel Video
1 BMS 2 1 2 48 10
2 PKL 1 4 2 54 8
3 SHG 4 2 - 59 5
4 PTI - - 1 52 4
5 SKA B 3 3 55 15
3] YEKA 10 3 2 80 20
7 KDU 5 2 - 80 20
3 TBS SHG 10 10 10 50 20
38 25 20 418 92

Sumber Data : Kepolisian Daerah Jawa Tengah

69) Wawasan, Jumat 6 Desember 1996.
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Menurut Kolonel Polisi Drs. Suwondo mantan Kapol-
tabes Semarang, bahwa "Semarang merupakan rekor pen-
gungkapan kasus ecstasy di wilayah Jawa Tengah". Per-
nyataan tersebut di atas ada benarnya namun menurut
Kepala Unit Reserse Narkotika Poltabes Semarang Lefnan
Dua Polisi Rukiman “Kasus ecstasy yang diselesaikan
atau diproses melalui jalur hukum sampai pada tingkah
pengadilan tidak terlaln banyak."70) Hal ini dapat kita

lihat pada Tabel IYI berikut ini

70) Kolonel Polisi Drs. Suwondo, Wawancara Pribadi, Pol-
tabes Semarang, 8 September 1997.
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TABEL II

WILAYAH. JAWA TENGAH
KHUSUS DAERAH SEMARANG, YOGYAEARTA DAN

SURAKARTA TAHUN 1936
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Ko

Kasus/TPK

Tersangka

Barang Bukti

Fetentuan Hukunm
Yzng Dikenakan

Keterangan

ot

19 Haret 1996

22 Juni 1996

23 Juni 1996

16 Juli 199

17 Juli 1996

26 Juli 1996

27 Aqust 1994

1 Gept 1994

b Sept 1994

{IET CONG HWALJ

SATRIO LELONG
20 T

t—

JUMIAN bin

SUBITO, 24th
2. RU HAHYLDOWG
HASHADY , Z2th

1. KHON BOEN
KMAI, 30 th

2. NY, LISHOWA-
T1 WIIAYA,
i7 th

1. AHIAS SURYD-
BOWD, 34 th

2. GUMARSD, 24
th

3. RI0 SAPUTRA
20 th

YENDI PRASETYO
il ih

BUBI SANTOSO
20 th

ASUNG WIJAYA
39 th

UHEGUL BATRID
bin EUBIYGNO

35 butir ect, 13
pink,Z? elik.

75 butir ect

~ 75 butir Black
Hard

- 30 btr Lumut

22 butir Rell Re
vs (merah suda}

20 butir ect

- & pil warpa ku
ning

- 14 pil warpa
merah auda

10 butir ect

- & butir RN hi-
jau

- 4 pil ¥R merah

106G buiir ect

- Zo pil merah
jambu

- B0 pil putih

53 butir jenis
nelon, warna
kening

250 butir ect
jenis Roll Rovece

§ butir ect
jenis Butterfly

Pasal B0 ayat (4)
ja Paszal 49 ayat {1}
{1} UL No.23 Tahun
1992

Pasal 80 ayat ()
sub b, jo 40 ayat
{1} Ul flp.23 Tahun
1952

Pasal 81 ayat (2) c
jo Pasal 40 ayat {1)
U Ko.23 Tahun 1992

Pasal B0 ayat (4)
sub b jo Pasal 40
avat {1 (Primair}
Ul No.23 Tahun 1992
Psl 704 KiHP
{subsidair)

Pasal B0 ayat {4}

sub b jo Pasal 40

{1} Ul Ko.23 Tahun
1992

Pasal 81 avat {2} ¢
i Np.23 Tahun 1992
io Fasal 12 ayat {1}
Eth No.419 Th 1949
{Fripair) Pasal 204
sidair}

Pasal Bi ayat (2) ¢
Pasal 41 ayat (1)
Ul Np.Z3 Tahun 1992

Pasal B0 ayat (4}
sub b

Fasal 40 aayai (1)
U Ho.23 Tahen 1992

Pasal 81 ayat {2 c
Pasal 48 ayat {1}
Ui Nn.23 Tahon 1992

Poltabes
Bemarang

Poltabes
Semarang

Paltabes
Senarang

Resta
Surakarta

Resta
Burakarta

Resta
Yogyakarta

Poltabes
Semarang

Poltakes
Bemarang

Foitabes
SERarang

Sumber Data

FPolda Jawa Tengah
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Melihat Tabel III tersebut menjadi Jelas bahws
kasns penyalahgunaan ecstasy yéng diselesaikan melalui
proses hukum, tergolong rendah dan apabila kita memper-
hatlkan barang bukti (pil ecstasy) yang disita dari
pengguna dan pengedar masih tergolong minim, jika kita
bandingkan dengan jumlah kasus ecstasy yang beredar di
pasaran dan yvang tidak dapat dideteksi keberadaannya,
walaupun dalam berita media massa telah dibuktikan
keberadaann&a sampai pada jumlah vang terbesar vyaitn
pada kasus penyvelundupan di Kantor Pos Semarang yaitun
108.290 butir, belum lagi vang masuk di Kota Semarang
vang tidak diketahui oleh para Aparat Penegak Hukumn,
Media Massa, dan masyvarskat umum. Dengan mewmandsng pada
kasus-kasus penyalahgunasan ecstasy vang diproses mela-
lui jalur hukum dengan jumlah, kasus dan barang bukti
maksa konsekuensi yvang minim ini, dari uraian di atas
kesimpulan bahwa, ternyata tidak mudah menggiring para
pelaku penvalahgunaan ecstasy menuju arah proses hukum..
Banvak kendala vang dihadapi dan dialami oleh Aparat
FPenegak Hukum vang bersifat kompleks dan hetefogenis
memberantas kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy
adalah tidak mudah seperti Kkits membolak~balikkan
telapak tangan, sebab kejahatan penyalahgunaan ecstasy
ini adalah termasuk dalam organized crime, yang teror-
ganisir secara rapih dan tertutup, sehingga tidak dapat

dijangkau keberadaan mereka oleh aparat penegak hukum.



78

Operasional kejahatan penyalahgunaan ecstasy adalah
identik dengan keJjahatan narkotika, mereka mempunyai
“"Boss", anak buah, kaki tangan yang begitu banyvak, dan
selalu siap melebarkan sayapnya ke seluruh penjurn
daerah di Indonesia. Pernyataan di atas dibenarkan oleh
Kepala Unit Restik Poltabes Semarang, Letda Pol Rukiman
bahwa : "“Untuk menangkap bandar ecstasy sangat sulit,
meskipun telah ditangkap kaki tangannya (anak buahnya),
mereka tetap tutup mulut, tidak memberitahukan siapa
bossnya dan dimana lokasinya, keadaan ini sangat menyu-
litkan pihak aparat penegak hukum (Polisi) untuk menga-
dakan penyidikan."71)

Adapun kriteria-kriteris organized crime sébagai

berikut

adanya kelompok dengan hierarchi khusus dan konposisi

tetap;

- adanya sistem sanksi yang berlaku di dalam kelompok
dan bersifat kekerasan;

- kelompok tersebut melakukan lebih dari satu kejaha-
tan;

- keuntungan vang diperoleh dari kejahatan seringkalil

diinvestasikan dalam kegiatan-kegistan yang sah

{(white washing);

71) Letda Pol. Rukiman, Wawancara Pribadi, Poltabes, Sema-
rang, 9 September 1997
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- terjadi penyuapan .terhadap pejabat pemerintah dan
atau staf perusahaan swasta.72)

Jaringan Peredaran Ecstasy dapat terlihat adanva
susunan tata cara kerja suvatu organisasi vang dilakukan
secara sistematis, dan diawasi oleh “Cleaner" yaitu
mnulai dari sumber penyalur ecstasy "Big One"” sanmpai
kepada konsumen dengan melewati beberapa tahap pereda-~

ran. Agar menjadi lebih jelass lihatlah Skema VI berikut

ini
SEKEHA VI
JARINGAN PEREDARAN ECSTASY
BIG ONE — —— CLEANER

T CAPO CAPO CAPO
KARI

N {—L—l [FL—I i——1—1

G |...1 .. ... S R I
A

N

7 BANDAR MENENGAH

KAXI

N

G

A

N

BANDAR EKECIL

T

KART

N

¢ TN R I I AR R R
A

N

KONSUMEN

72) Muladi, Hak Asasi HManusia, Politik Dan Sistem Peradi-

lan Pidana, hal. 130
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Keterangan

¥ BIG ONE : Bos vang ‘dianggap sebagai Pelindung dan
Produsen.

* CAPO : Bandar Besar, Pemasok, yang hanya melayani
pembelian minimal 10.000 butir.

* BANDAR MENENGAH : Pemasok untuk lingkungan tertentu
(Artis, Pengusaha dll) minimal Order 1000
butir.

* BANDAR RECIL : Pemasok barang ke Lkonsumen melalui
kaki tangannya di berbagai Diskotik, Cafe,
Hotel/Losmen, Rumah Musik, Karaoke, Video

Game dan tempat hiburan lainnya.

*

CLEANER : Orang vang bertugas mengontrol kelancaran
distribusi di setiap "“rantai putus“.73)

Meskipun Jaringan peredaran eestas& terorganisir
secara sistematis dan tertutup namun demi tegaknya
hukum di negara Indonesia, maka Aparat Penegak Hukunm
harus dapat berupaya semaksimal untuk mengangkat akar
agar terciptanya law enforcement, perlu dukungan dari
kualitas perundang-undangan {(dalam hal ini tahap formu-
lasi kebijakan hukum pidana) dan kerja keras dari

badan-badan resmi dalam ruang lingkup sistem peradilan

pidana, di dalam mengaplikasikan tahap formulasif

73) ginar, 16 Juli 1996, hal B1
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1. Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan penvalah-

gunaan ecstasy pada masa pra Undang-Undang Nomer 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomer 5
Tahun 1987 tentang Psikotropika vyang merupakan
Undang-Undang khusus, yang mulai disahkan pada
tanggal 11 Maret 1997 oleh Presiden Soeharto. Kebi-
Jakan bhukum pidana yang digunakan adalah kebijakan
hukum pidana baik yang terdapat dalam kodifikasi
hukum (Pasal 204 dan 386 KUHP) maupun di luar kodi-
fikasi hukum yaitu Undang-undang Nomer 23 Tahun 1982
tentang Kesehatan, Staatblad 418 Tahun 1949 tentang
Ordonansi Obat Keras, Stsatblad 377 Tahun 1949
tentang Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya, Permenkes

RI Nomer 124/MENKES/PER/II1/1993 tentang Obhat EKeras

‘Tertentu, Undang-undang Nomer 10 Tshun 1985 tentang

Kepabeanan, dan YurisprudensirPutusan Mahkamah Agung
No. 323 KA/PID/1995.

PDasar hukum atau kebijakan Hukum Pidana vang
digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam rangksa
pemberantasan pelaku penyalahguﬁaan ecstasy (secara
Yuridis Normatif) pada masa Pra Undang-undang Nomer
5 Tahun 1887 tentang Psikotropika akan diuraikan
secara detall sebagal berikut
a. Kitab Undang-—undang Hukum Pidana.

1. Pasal 204 avat (1) : Barang siapa menjual,

menawarkan, menerimakan atau memba-
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gi-bagikan barang, sedang diketahui-
nya bahwa barang itu berbahaya bagi
jiwa atau kesehatan orang danAsifﬁt
vang berbahaya 1itu didiamkannyva
dihukum penjara selama-lamanyva lima
belas tahun.

Ayat (2) < Kalau ada orang mati lantaran per-
buatan itu si tersalzah dihukum
penjara seumur hidup atau penjara
sementara selamsa-~lamunys duz puluh
tahun.

2. Pasal 386 ayvat (1) ' : Barang siapa menjual,
menawarkan atau menyerahkan barang
makanan atau minuman atau obat,
sedang diketahuinya barang-barang
itu dipaisukan dan kepalsuan itu
disembunyvikan, dihukum penjara se-
lama-lamanya empat tahun.

Staatblad Nomer 419 Tahun 1948 tentang Ordonansi

Obat Keras.

Yang dimaksud dalam Ordonansi ini dengan ghat-

obat keras wvaitu cbat-obatan yang.tidak digunakan

untuk keperluan teknik yang mempunyai khasiat
mengobati, menguatkan, membaguskan, mengdesinfek-
sikan dan 1lain-lain tubuh manusia, baik dalam
bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Sekre-

.taris Van Staat, Hoofd Van het Departement Van
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Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Keseha-
tan.

Sediaan farmasi adalah obat-obatan dan bahan ocbat
vang memenuhi syarat farmakope Indonesia atau
buku standar lainnya (Menurut Pasal 40 avat (1)).
Pasal 80 ayat (4) huruf b |, dilarang memproduksi
atau mengedar sediaan farmasi (obat-obatan dan
bahan obat) dengan tidak memenuhi syarat farma-
kope Indonesia atau buku standar l1ain. Bagi
mereka yang melanggar dikenakan hukuman penjara
maksimal 153 +tahun atau denda maksimal Rp.
300.000.000, -

Pasal 41 ayat (1) menguraikan bahwa, sediaan
farmasi dan alat-alat kesehatan dapat diedarkan
setelah dapat ijin edar.

Pasal 81 ayat (2) huruf c menegaskan bahws penge-
dar sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan tanpa
ijin maka dihukum dengan penjara maksimal 7 tahun
atau dends maksimal Rp. 140.000.000, -

Permenkes RI Nomer 124/MENKES/PER/II1/1993 tentang
Obat Keras Tertentu.

Obat Keras Tertentu adalah zat atau obat Psiko-
tropika bailk alamiah maupun sintesis yang dapat
menimbulkan ketergantungan psikis dan fisik sertsa
dapat disalahgunakan menurut pasal 1 ayat (1).
Pasal 3 berbunyi : yaitu dilarang memproduksi,

mendistribusikan, menyimpan dan mengguna-
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kan Obat Keras Tertentu, kecuali mendapat
persetujuan dari Menteri ZEKesehatan RI
untuk kegiatan tertentu.

Pasal 12 berbunyi bsahwa : Pelanggaran terhadap
perbuatan mengimpor, memproduksi, mendis-
tribusikan, menyimpan dan menggunakan
obat keras tertentu dapat dikenakan
“tindakan administrasi” dan dapat pula
dikenakan tindakan pidana berdasarkan
Staatblad HNomer 418 Tahun 1948 tentang
Ordonansi Obat Keras dan Undang-undang
Nomer 23 Tahun 18892 tentang Kesehatan.

f. Undang-undang Nomer 10 tahun 1985 tentang EKepa-
beanan.

Bagi perbuatan pennyvelundupan barang-barang

terlarang di Indonesia, diancam hukuman penjars

maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp.

500.000.000, -

g. Yurisprudensi Putusan Hahkamah Agung Nomer 323
EA/PID/1995, tanggal 9 Mei 1995 tentang turut
serta mengedar sediaan farmasi dan atau alat
kesehatan tanps ijin dari MHenteri Kesehatan
(perkara Jacobus).

Dalam aplikasi kebijakan hukum pidana terha-
dap kejahatan penyalahgunaan ecstasy di wilayah

Jawa Tengah, untuk beberapa kota yaitu Semarang,

Yogyakarta dan Surakarta, terdapat keseragaman
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penggunaan, kebijakan hukum pidana secara yurisin
empiris dengan menggunakan Undang—uﬁaang Nomer 23
tentang Kesehatan Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4)
huruf b, 81 (2) huruf ¢ (di luar kodifikasi hukum
pidana) dan Pasal 204 serta 386 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana {dalam kodifikasi hukum

pidans).

Penerapan Hukum Pidana terhadap kejahatan Penyalah-
ganaan Eecstasy pada masa berlakunya Undang-undang
Nomer 5 Tabhun 1997 tentang Psikotropika

Eksistensi Undang-undang Nomer 5 Tshun 1887
merupakan suatu kondisi kondusif, yang sangat mem-
bantu criminal policy, baik menyangkut peraturan
perundang-undangan -maupun pelaksanaan artikulasi
fungsional badan-badan resmi yang terdapat dalan
criminal Jjustice system (Hakim, Jaksa, Polisi).
Dengan tujuan agar terciptanya law enforcement vang
baik menuju tujuan akhir dan utama vyaitu socilal
defence dan social welfare (social policy).

Ketentuan pidana vang digunakan mulai dari
Pasal 59 sampai dengan 72.
Pasal 39
(1)'Barangsiapa

a. Menggunakan psikotropika golongan I selain

dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); atau

b. Memproduksi dan atan menggunakan dalam proses
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produksi psikotropika golongan I sebagaimansa

dimana dimaksud dalam pasal 6; atau

¢. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimana maksud
dalam pasal 12 ayat (3); atan

d. Mengimpor psikotropika golongan I selain
untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau

€. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan stau
membawa psikotropika golongan I dipidana
dengan penjara paling singkat 4 {empat)
tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, -
(seratus 1lima puluh juta Rupiah) dan paling
banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus 1lima
puluh juta Rupisah).

Pasal 60

(1) Barangsiapa

a.

memproduksi psikotropika selain yang ditetap-
kan dalam ketentuan Pasal 5; atau

memproduksi atau mengedarkan psikotropika
dalam bentuk cbat yang tidak terdaftar pada
departemen yang bertanggung jawab di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal g
ayat (1); dipidana dengan piéana penjara
praling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus Jjuta Rupiah).
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(2) Barangsiapa menyvalurkan psikotropika selain vang

(3)

(4)

(5)

(1)

ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Barangsiapa menerima penyalur psikotropika
selain vyang ditetapkan dalaﬁ Pasal 12 ayat (2)
dipidana dengan ﬁidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling banvak Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juts Rupiah).
Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain vang
ditetapkan dalam Pasal 14 syat (1), Pasal 14
ayat (2>, Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 - ayat
(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan pidana denda paling banyék Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiszh).
Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika
selain vyang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3)
dan Pasal 14 avat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga} tahun dan pidana
denda paling banyak Rp. B60.000.000,00 (enam

puluh juta Rupizh).

Pasal 61

Barangsiapa
a. mengekspor atan mengimpor psikotropika selain
vang ditentukan dalam Pasal 16, atau

b. mengekspor ataw mengimpor psikotropika tanpa
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surat persetujuan ekspor ataun surat persetu-
Juan impor sebagaimana dimsksud dalam Pasal
17, atau

¢. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor
psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat
bersetujuan ekspor atau surat persetujuan
impor sebagaimana dimaksud dalan Pasal 22
ayat (3) atawn Pasal 22 ayat (4); dipidansa
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepu-
luh) tahun dan pidana dends paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
(2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan
ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas
pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud ‘dalam
Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 avat (2) dipida-
na dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan
ridana denda paling banyak Rp. 60.000.000, 00
(enam puluh juta Rupiah).
Pasal 63
(1) Barangsiapa
a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa
dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10; atau

b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor:yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24; atau

c. melakukan pengemasan kembali psikotropika



&8

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana‘dimaksud
dalam Pasal 25;
dipidana dengan pidana paling lams 3 (tiga)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
60.000.000,00 (enam puluh Jjuta Rupiah).
(2) Barangsiapa
a. menghalang-halangi penderita sindroma keter-
gantungan untuk menjalani pengobstan dan/
ataun perawatan pada fasilitas rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitazi vang
tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3);
dipidana dengan pidana penjara paling lama &
(lima) tahun dan pidana denda paling banvak
Rp. 100.000.000,00 (seratur juta Rupiah).
Pasal 65
Barangsiapa tidak melaporkan adanva penyalahgu-
naan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/ataw pidana denda paling banyak Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).
Pasal 66
Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan
perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan

di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau
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hal-hal vang dagﬁt terungkapnya 1ldentitas pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dipida-
na dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 87
(1) Kepada warga negara asing vang melskukan tinda-
kan pidana psikotropika dan telah selesai men-
jalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini dilakukan pengu-
siran keluar.wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah
Jangka waktu tertentu sesual dengan putusan
pengadilan.
Pasal 68
Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaima-
na diatur dalam undang-undang 1ini adalah kejahatan.
Pasal 69
Percobaan atau perbantuan untuk melakukan
tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini dipidana sama dengan Jjika tindak
pidana tersebut dilakukan.
Pasal 70
Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal
83 dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka

disamping dipidana, kepada korporasi dikenakan
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pldana dendan sebesar 2 (dua) kali pidana denda vang

berlaku untuk tidak pidana tersebut dan dapat dija-

tuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usahsa.

Pasal 71 |

(1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untunk
melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh,
turut melakukan, menganjurkan atau mengorgani-
sasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60, Pasal 81, Pasal 62 atan Pasal B3
dipidana sebagai permufakatan jahat.

(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga
pidana vang berlaku untuk tindak pidana terse-
but.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan

dengan menggunakan anak yang belum hbgrumur 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang

di bawah pengampuan stau ketika melakukan tindak

pidana belum lewat dua tahun sejak menjalani selun-

ruhnys atau sebagian pidana penjara yvang dijatuhkan
kepadanyva, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana
vang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Secara yuridis empiris penerapan kebijakan

hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan ecstas di

wilayah Semarang, Yogyakarta dan Surakarta ada

keseragaman penerapan kebijakan hukum pidana terha-
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dap kejahatan vaitu dengan menggunakan Undang-Undang
Nomer 23 tentang Kesehatan, Staatblad No.419 tahun
1948 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPS.

Di Wilayah Semarang pergelaran kasus ecstasy

perdaﬁa, (kasus ecstasy yang murni tanpas kolusi)
menurut Letda Pol Rukiman vyaitu pada kasus ecstasy
dengan terdakwa OEI CONG HWAIJ bin OEI SEE KIAT usia
45 tahun. Dakwaan vang dikenakan adalah “"dengan
sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang
tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia. Obat
tersebut adalah 35 butir pil ecstasy vyang terdiri
dari 13 butir pil ecstasy jenis Pink dan 22 butir
pil ecstasy Jenis Elektric, sebilah pedang untuk
dirampas. Penerapan kebijakan hukum pidana yang
dikenakan yaitu
Pasal 80 ayat (4) sub b, jo Pasal 40 ayvat (1) Un-
dang-undang Nomer 23 Tahun 1892 tentang Xesehatan.
Di sini penulis hanys menguraikan Pasal-pasal vang
berkaltan dengan penyalahgunaan ecstasy.
Hukvuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama
2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan
dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh Jjuta Rupiah)
subsidair 6 tenam) bulan kurungan.

Di wilayah Yodgyakarta juga hampir sama vyaitu
dengan terdakwa Vendy Prasetyo usia 31 tahun, dakwaan
vang dikenakan adalah "sengaja mengedarkan sediaan

farmasi dan atau alat-alat kesehatan tanpa ijin
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edar, telsh menjual, menawarkan, menerimakan atau
membagi-bagikan barang yang membahayakan bagi jiwa
kesehatan orang vaitu pil ecstasy". Barang bukti
berupa B4 butir pil ecstasy putih, 6 butir pil
ecstasy Jjambon, 8 butir pil ecstasy hijau, 3 buah
dodol bentuk lonjoran bulat supaya dirampas untuk
dimusnahkan. Dikenakan Pasal 81 (2) ¢ Undang-undang
Kesehatan Nomer 23 Tahun.1892 jo Pasal 12 (1) =a
Staatblad Nomer 418 Tahun 1949 dan Pasal 204 (1>
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukuman vang
dijatuhkan adalah adalah pidana penjara 10 bulan dan
denda Rp. 1.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan.

Di wilayvah Surakarta kasus yang digelar ada
vang bukan tergolong kasus ecstasy, hanya merupakan
sejenis obat Megadon saja sehingga didakwa dengan
pasal 204 Kitsb Undang-undsng Hukum Pidana dan kasus
ecstasy atas terdakwa Agus Kristanto dihukum 4 bulan
penjarsa.

Demikianlah beberapa contoh kasus ecstasy yang
telah memperoleh putusan péngadilan. Beberapa wila-
vah tersebut di atas menerapkan kebijakan hukunm’
pidana vang sama yaitu Undang-undang EKesehatan dan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Stsatblad
Nomer 419 Tahun 1949 tentang Obat EKeras Tertentu.
Jadi ada keseragaman penerapan kebijakan hukum
pidana. Kebanyakan pelaku penyvalahgunaan ecstasy

vang dijerat oleh Aparat Penegak Hukum pelakunya
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adalah "Pengedar" (untuk wilayah Jawa Tengah) dan
rengedar tersebut adalah "Pengedar Kecil” yaitu yang
mengedarkan pil ecstasy dalam Jjumlah vang kecil
vakni berkisar antara 3 butir sampai dengan 100
butir, yang paling banyak ditangkap adalah yang 3
butir sampal dengan 40 butir saja.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Sumartono, SH
membenarkan pendapat tersebut, menurut beliau "yang
lebih menyedihkan lagi bahwa pada tanggal 8 Septem-
ber 1997 akan digelar dua kasus ecstasy yaitu dengan
barang bukti 5 butir dan 10 butir ecstasy. Dua kasus
ecstasy ini akan dikenakan dasar hukum yaitu Undang-
undang Homer 5 Tahun 1897 tentang Psikotropiksa.
Memang banyak kasus ecstasy beredar di luar dengan
jumlah ratusan ribu butir yang tidak diketahui,
sebab vang diproses di Pengadilan Negeri hanya kasus
peredaran ecstasy dalam Jumlah kecil atau
sedikit".’4)

Pernyataan tersebut di atas mungkin berkaitan
dengan penyvelundupan terbesar yang ditemui di Kantor
Pos Semarang sebanyak 108.290 butir pil ecstasy yang
sampal detik ini- tidak diketahui keberadaannysa.
Sedangkan pengimpor, pemilik dalam Jjumlah besar

(produsen), bandar besar (pemasock), pengedar besar,

74) Sumartono, SH, Wawancarsa PFPribadi, Pengadilan Negeri
Semarang, 9 September 18997
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sampal detik ini belum dapat ditemui dan ditangkap
untuk diproses melalui jalur hukum vang berlaku.
Mengapa demikian apakah hukumnya (peraturan perun-
dang-undangannya) vang kurang jelas ? Apakah Aparat
Penegak Hukumnya vang tidak becus dan bersikap pasif
dalam melaksanakan kewajibannya ? Apakah karensa
hukuman yang diterapkan terlalu ringan ? Atau apakah
fasilitas operasionalnya vyang kurang memadai ?
Banyak faktor "x" yang menjadi penyebab.

Mengenal peraturan perundang-undangan yang ada
sekarang 1ini belum memadai sehingga perlu kerja
keras dari Aparat Penegak Hukum untuk menginterpre-
tasikan atau menafsirkan dengan baik sehingga menca-
pai tujuan. Hakim tidak hanya bertugas “mengadili”
atau hanya sebagai "corong dari peraturan perundang-
undangan atau hukum” saja, tetapi ia juga wajib‘
"membentuk hukum"” yaitu menggali hukum yang hidup
dalam masyarakat. Pasal.27 ayvat (1) Undang-undang
Nomer 4 Tahun 1970 : "Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masvarakat".

Pengertian menggali yaitu bisa diidentikkan
dengan membentuk hokum. Misalkan dalam praktek
peradilan tidak ditemul peraturan perundang-undangan
tertulis vang cocok untuk diterapkan terhadap suatu
tindakan vyang Jelas merugikan masyarakat, hakim

wajib menggali dan mengangkat hukum vang hidup dalam



masyarakat, nilai atau kaidsh atau hukum yang hidup
dalam masyarakat ini, bisa saja tidak merupakan
hukum tertulis. Misalkan Hukum Adat, vang dipakai
sebagai pedoman disesuaikan dengan aturan vang
tertulis kemudian diangkat dijadikan yurisprudensi
dari hukum selanjutnya vurisprudensi tersebut dapat
dipakai sebagai pedoman bagi hakim-hakim yang 1lain-
nya.l

Jadi peraturan perundang-undangan ini tidak
merupakan tujuan dalam memutuskan suatu perkara
sehingga jika tidak ada pasal vang cocok maka perka-
ra  tidak bisa diadili. Hakim diberikan kebebasan
berdasarkan keyakinannya mencari, menggali hukum
vang dapat digunakan untuk mengadili suatu perkara.

Mengenai langkah menafsirkan rumusan kalimat
vang terdapat dalam pasal peratursan perundang-
undangan masih merupakan pekerjaan yang cukup berat
bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi, keadaan
ini dapat dimaklumi sebab mereka dalam tugasnysa
lebih banyak menggunakan fisik atau kerja secara
operasional. Lain halnya dengan para Jjaksa dan
hakim.

Namun demikian sebagai Polisi mau tidsk mau
harus dapat menafsirkan svatuv rumusan kalimat dalam
pasal vyang dianggap corcok untuk diterapkan kepads
suatu kejahatan. Sebab apshila  kits pPerhatikan

proses peradilan terhadap suatu perkara, sebagai



oD
(833

"titik pangkal” atau dasar pemvosesan suatu  perkara
melalui Jalur hokum adalah bermula dari pihak
"kepolisian”. Polisilah vang mengolah, wenetapkan
pasal-pasal yang dilanggar, mengumpnlkan barang
bukti, menahan tersangka, mengintrogasi tersangka
beserta saksi-saksinya. Demikian pula dengan menaf-
sirkan rumusan kalimat dalam Pasal peraturan perun-
dang-undangan vyang akan diterapkan. Polisi harus
ekstra hati-hati, sebab andaikan terjadi kesalahan
dalam penetapan atau penerapan pasal terhsdap suatu
perkara, maka berkas perkara dan barang bukti yang
diserahkan ke Penuntut Umum akan dikembalikan,
keadaan ini tidak boleh terjadi. Selanjutnya diada-
kan penuntutan dengan mengadakan penyesuaian pasal
dan penetapan beratnya hukumsasn, pada tingkat peradi-
lan, hakim mengadili berdasarkan keyakinan, hati
nurani dan rasa keadilan. Di sini pengadilan diberi
wewenang untuk melakukan penafsiran (interpretasi)
hukum. Realitanya tumbuhnya berbagai yurisprudensi
vang mempunvai nilai hukum yang =adil dan patut
dipakai sebagai pedoman bagi hakim-hakim yang lain.
Kebebasan untuk melakukan penafsiran tentu dilakukan
cleh hakim.

Pada kasus penyalahgunaan ecstasy sudah ada
yvurisprudensi vang dipakai sebagai pedoman yaitu
yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomer 323 KA/

PID/1995 tanggal 9 Mei 1995 tentang "Turut Serta
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Mengedar Sediaan Farmasi dan atan Alat Kesehatan
tanpa ijin dari Menteri Resehatan” (perkars
Jacobus),

Kebijakan penerapan hukum pidana pada masa pra
Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 masih bersifat umun
dimana dalam pasal-pasal kebijakan hukum pidana
masih mempunyai pengertian luas, antaranva
1. Rumusan kalimat yang terdapat dalam pasal-pasal

kebijakan hukum pidana tidak mengutarakan penger-
tian tentang penggolongan obat-obatan prikotropi-
ka yvang termasuk di dalamnya ecstasy.

2. Hanya dapat dikenakan pada pengedar, produsen,
pengimpor dan penyelundup. Sedangkan pengguna
tidak dapat dikenakan hukuman sebab tidak ditemui
peraturan perundang-undangan yang mengatur.

3. Tidak diuraikan batasan tentang ukuran pemilikan
ecstasy dan jenis-Jjenisnyva.

Walaupun penerapan peraturan perundang-undangan
ini belum dipandang tepat, akan tetapi sangat mem-
bantu Aparat Penegak Hukum, mengatasi, menanggulangi
kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

Menurut Pengacara Fakultas Hukum Unika Soegivo-
pranoto A.Y. Yuni WNahono, SH.MH : "MHemang - benar
Undang-undang Nomer 23 Tahun 18992 dan Pasal 204, 388
Kitab Undang-undang Hukum Pidana setidak-tidaknva
dapat membantu pemecahan kasus ecstasy, tapli perlu

ditegaskan 1lebih mendalam tentang pembuktian dalam
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persidangan. Dan benar bahwa selama ini dalam kasus
ecstasy, hanya diterapkan Undang-undang Kesehatan
dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada hampir
semua wilayah peradilan di Jawa Tengah menggunakan
keadua peraturan perundang-undangan tersebut."’?)

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut
sering dipakai di pengadilan yaitu kasus ecstasy
berupa "pengedaran ecstasy” sedangkan penyelundupan,
produsen belum pernah ditangkap.

Hukuman yang tertera dalam peraturan perundang-
undangan dengan secara formulasi dan penerapannya
khusus dikenakan kepada pelaku berdasarkan fakta
dalam persidangan, terdapat perbedaan vyang cukup
menonjol.

Pasal 80 avat (2) Undang-undang NHomer 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan untuk “"pengedar sediaan
farmasi +tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia”
dihukum maksimal 15 tahun atau dende maksimal Rp.
300.000.000, -.

Pasal 81 ayat (2) huruf ¢ : Mengedar tanpa ijin,
pengedar dipidana -penjara maksimal 7 tahun atan
pidana denda maksimal Rp. 140.000.000,—.‘Pasa1 204
Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengedar dihukum

selama-lamanya 15 tahun, Jjika terjadi kematian

750 A.Y. Yuni Wahono,SH_MH, Wawancara Pribadi, Kantor
Balai Bantuan Hukum, Imam Bonjol Semarang, 13 November
1997
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karena perbuatan tersebut di atas dihukum penjara
seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya
20 tahun.

Dalam Staatblad Nomer 419 Tahun 1849 tentang
Obat Keras Tertentn pengedar dihukum setinggi-
tingginya 6 bulan dendan 5.000 Gulden (Pasal 12 ayat
1).

Hukuman yang tertera dalam Undang-undang Kese-
hatan dan Kifab Undang-undang Hukum Pidana secara
tertulis cukup berat sedangkan vang tertera dalam
Staatblad Nomer 419 Tahun 1949 sangat ringan.

Ternyata dalam realita pelaksanaan dan penera-
pan kebijakan hukum pidansa terhadap kejahatan penva-
lahgunaan ecstasy yaitu "pengedar” dihokum dengan
hukuman yang boleh dikatakan sangat ringan, Jjika
dibanding dengan akibat vang diderita oleh korban
karena perbuatannya (pengguna, mas&arakat, bangsa
dan negara).

Perhatikan econtoh putusan kasus pengedaran ecstasy,
bagi pengedar dihukum 2 tahun 2 bulan untuk Sema-
rang, di Yogyvakarta dihukum 10 bulan penjara. Huku-
man ini disamping tidak sebanding dengan vang ter-
tera dalam peraturan perundang-undangan juga dipan-
dang masyarakat sangat ringan sekali, padahal masya-

rakat telah dirugikan (demikian pendapat Bapak Budi
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Susanto yang mewakili masyarakat).78)

Menurut Bapak Haryono : “Baginya, yang terpenting
Aparat Penegak Hukum dapat dengan tegas menindak
Jangan setengah-setengah dengan menggunakan alasan
vang tidak tepat dan hindari kolusi. Jika perlu bila
ditemul gembong ecstasy, dihukum mati lebih baik
seperti di Malaysia."?’? Lain lagi pendapat Bapak
Dahono bahwa : "Polisi harus berusaha keras untuk
menemukan bos pengedar dan penyelundup, tidak harus
merasa puas dengan hanya menemukan pengedar-pengedar
kecil. Bila pengedar dan penyelundup besarnva +idak
tertangkap maka, kejahatan ini akan berlanjut
terus”.’8)

Hemang merupakan pekerjsan yang sangat sulit
sekali, namun harus dikerjakan dan diberantss sampai
pada akarnya. Masyarakat menginginkan pengedar
ecstasy dijatuhi hukuman yang berat agar mereka
menjadi tobat.

Padahal hukuman berat yang dijatuhkan kepada

seseorang pelaku kejahatan tidak wmenjamin bahwa

pelaku kejahatan tersebut akan tobat dan Jjera.

78) Budi Susanto, Wawancara Pribadi, Masvarakat Perumahan
Sendang Mulyvo, 2 Desember 1987

77) Haryono, Wawancara Pribadi, Masyarakat Perumahan Sen-
dang Mulyo, 2 Desember 1997

78) Dahono, Wawancara Pribadi, Masysrakat Perumahan Sen-
dang Mulyo, 2 Desember 1997

‘UPT-PUSTAX-UNTIP
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Terbukti masih banyak berkeliaran para residivis.
Menurut Sudarto terdahulu bahwa betapa terhatasnva,
pendaruh dari sapksi pidana (the limits or criminal
sanction). Artinya kita tidak boleh terlalu mengha-
rapkan ketaatan orang pada suatu peraturan, mengan-
dalkan sanksi pidana saja, tapi tidak berarti bahwa
sanksl pidana tidak ada arti sama sekali, namun
dengan hukuman yang berat setidak-tidaknya dapat
mengurangi gejolak tingkat kejahatan dan dengan
hukuman berat orang akan lama dipenjara, setelah
keiuar penjara, usianya sudah lanjut dan tentu
aktifitas untuk melakukan kejahatan semakin menurun.
Tetapi semua berpnlang kembali kepada kepriba-
dian manusianya, sanksi pidana yang berat terkadang
Juga berpengaruh. Ada dua aliran di sini yang akan
dibahas menyangkut penjatuhan pidana. Pada jaman
dahulu sifat "membalas™ atas perbuatan yang telsah
dilakukan oleh seseorang itu lazim terjadi. Aliran
seperti ini disebut "Aliran Klasik”™ yakni menitik
beratkan pada findak pidana vang dilakukan, hukuman
vang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannys.
Zaman sekarang telah berubsh, demikian dengsn peru-
bahan pola fikir manusia yang semakin modern. Tidak
ada lagi istilah "hilang nyawa bayar nyawa" apsalagi
saat inl setiap kegiatan manusia tidak sebebas dulu,
selalu ada batasan-batasan demi keteraturan berin-

teraksi sosial. Batasan-batasan itulah vang disebut
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dengan kaidah atau hukum.

Di zaman modern ini orang lebih banyak memikirkan
perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyara-
kat. Dalam aliran modern lebih menitik beratkan pada
orang vand melakukan tindak pidana, jadi pemidanaan
untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya vang
ditimbulkan pembuat.

Pelaksanaan penerapan hukum pidana terhadap
pengedar ecstasy apabila dipandgng dari sudut kema-
nusiaan, bahwa hukuman yang dikenakan yakni 2 tahun
2 bulan dan 10 bulan termasuk manusiawi. Jika dipan-
dang dari sudut edukasi, tidak dapat disebut bahwa
hukuman tersebut dapat mendidik pengedar, membuat ia
sadar memunculkan Jjiwa positif dan konstruktif,
keadaan ini tidak dapat menjamin perbaikan pelaku,
mengingat perbuatan yang dilakukan memberikan hasil
finansial vyang sangat memuaskan. Dari sudut keadi-
lan, hukuman ini tidak dapat dirasakan oleh masyara-
kat sebagai sesuatu yang adil, sebab tidak sebanding
dengan perbuatannya.

Kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 18997
tentang Psikotropika, maka Indonesia telah menge-
Juarkan sebuah Undang-undang khusus lagi di luar
Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang mempunvai
sifat spesifik tentang psikotropika. Menurut EY.
Kanter dan S.R. Sianturi : "Berdasarkan prinsip

pemberlakuan maka hukum pidana khusus ini lebih
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diutamakan daripada hukum pidana umum (Lex specislis
derogat lex generalis)“.7g). Berarti tidak menutup
kemungkinan diberlakukannya ketentuan pidana umunm
secarsa bersamaan. Menurut Kepala Unit Reserse Narko-
tik Poltabes Semarang, Letda Pol. Rukiman "Keten-
tuan hukum pidana umum masih dapat digunakan bila
ada kaitannya dan sebagai pendukung dengan mengguna-
kan junto".eﬂ)
Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropi-
ka mengacu pada Konvensi bahan-bahan Psikotropika
1971 (Convention on Psychotropic substances 1971).
Konvensi ini sudah mulai diberlakukan secara inter-
nasional sejak tanggal 16 Agustus 1976. Hingga
Desember 1895 yang lalu sudah 140 negara meratifika-
sinya, sedangkan Indonesia baru meratifikasi.

Dalam praktek peradilan kasus ecstasy, Pasal 59
Undang-undang Nomer & Tahun 1887 ini yang sering
digunakan atau diterapkan kepada kasus ecstasy,
walaupun sampal saat ini belum ada satu kasuspun
vang diputus dengan menggunakan Undang-undang Nomer
S5 Tahun 1997 karena semuna kasus yang menggunakan
undang-undang ini masih digelar dalam pengadilan
(masih diproses), mengingat undang-undang tersebut

79) EY. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana
di Indonesia dan Penerapannya, 1982, hal 22.

80) Letda Pol. Rukiman, Wawancara Pribadi, Poltabes Sema-
rang, 8 September 1897
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masih tergolong barn.

Zat dasar yang terdapat dalam pil ecstasy yaitu
MDMA tergolong dalam jenis obat psikotropika goleon-
an I, oleh sebab itu ecstasy termasuk dalam obat
psikotropika golongan I vaitu
1. hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan,

dan tidak digunakan dalam terapi.

2. mempunyal potensi amat kuat untuk menimbulkan
sindrom ketergantungan.

3. dinyatakan sebagai barang terlarang dan dilarang
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk
diperdagangkan.

4. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam
proses produksi.

Pelaku penyalahgunaan ecstasy (psikotropika
EBolo-ngan I) dikenakan Pasal 59 dengan hukuman
penjara cukup berat, dan ini sangat membantu dalam
pemberantasan penyalahgunaan ecstasy.

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 ini adalah un
dang—unaang khusus pasikotropika. Kehadiran Undang-
undang ini sangat membantu Aparat Penegak Hukum
seperti vang dikemukakan oleh Bapak Hentoro Cahyono,
SH Jaksa Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sema-~
rang”. Dengan kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun
1897 tentang Psikotropika, sangat membantu Aparat
FPenegak Hukum dalam menangani kasus ecstasy, sebab

undang-undang ini adalah undang-undang khusus dan



-t
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hukuman vyang dikenskan bagl pelaku penyalahgunaan

ecstasy cukup berat" . 81)

Kelebihan dari Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika |

1. Secara khusus menguraikan tentang obat psikotro-
pika (termasuk ecstasy).

2. Semua pelaku penyalahgunaan ecstasy dapat dije-
rat.

3. Hukumannya cukup berat, dapat membuat pelaku
menjadi jers.

4. Sangat membantu Aparat Penegak Hukum dalam
"Penegakan Hukum".

5. Dapat mengurangi kuantitas pelaku penyalahgunaan
ecstasy, Jika melihat ancaman hukumannya cukup
berat.

Kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang

Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

1. Tidak ditemui kriteria tentaﬁé batasan pemilikan
ecstasy.

2. Minimum hukuman (4 tahun penjara) selain berten-
tangan dengan asas hukum pidana (minimum hukuman
penjara 1 hari dan tidak mewujudkan rasa keadilan
bagl masyarakat Jjika pelakunya hanva terbukti

memiliki 2 butir ecstasy.

81) Hentoro Cahyono, Wawancara Pribadi, Kejaksaan HNegeri
Semarang, 18 Oktober 1997
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3. Aparat Penegak Hukum mendapat kesulitan dalam
penerapan hukum pidana, karena harus berpatokan
pada penetapan hukuman penjara minimal 4 tahun
penjara.

Dalam pelaksanaan dan penerapan hukum pidana
terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy Aparat
Penegak Hukum tidak perlu lagi menginterpretasikan
tentang apa yvang dimaksud dengan obat psikotropika
(ecstasy/MDMA) dan tidak perlu menginterpretasikan
rumusan kalimat yang terdapat pada pasal-pasal yang
dikenakan kepada pelaku, karena bunyi rumusan kali-
mat vyang terdapat dalam Pasal-pasal dalan Undang-
undang Nomer 5 Tahun 1987 telah jelas.

Setiap pelaku penyalahgunaan ecstasy dapat
dijerat dengan Pasal-pasal vang terdapat dalam
Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997. Pihak Kepolisian
tidak perlu takut dan ragu-ragu untuk menerapkan
hukum bagi pelaku penyalahgunaan ecstasy, karensa
dasar hukumnya Jjelas. Dengan demikian kuantitas
penyalahgunaan ecstasy dapat diberantas atau diku-
rangi keberadsasannya.

Pasal yang dominan digunakan dalam menindak
pelaku penyalahgunaan ecstasy adalah Pasal 59 Un-
dang-undang Nomer 5 Tahun 1897 tentang Psikotropiksa.

Konklusi dari uraian penerapan kebijakan hukum
ridana pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun

1997 dan pads masa berlakunya Undang-undang Nomer 5
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Tahun 1997 terdapat perbedaan yang cukup menonjol
dari formulasi yang berdampak pada penerapan kebija-
kan hukum pidana tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang "tahap formulasi"
tahap pembuatan undang-undang tersebut yang terkan-
dung permasalahan pokok yaitu eriminal act, respon-
sibility dan sanction.

Ada perbedaan seacara umum maupun khusus antara
penerapan kebijakan hukum pidana pada masa pra
Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropi-
ka.

Perbedaan secara umum rumusan “criminal act” (pada
masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika) masih "bersifat general”, tidak jelsas,
sehingga perlu diinterpretasikan oleh aparat penegak
hukum, agar dapat dikenakan kepada pengguna dan
pengedar.

Sanctionnya masih “relatif rendah", pengguna tidak
dihukum. Sedangkan pada massa Undahg—undang Nomer 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika rumusan "Criminal
act" bersifat specifik, jelas, sehingga tidak perlu
interpretasi untuk dikenakan kepada "pengguna" dan
"pengedar”. Kebijakan-kebijakan hukuimn pidana pada
masa Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1887 +tentang
Psikotropika. Sebagal contoh yaitu Pasal 204 ayat
(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana intinya vaitn

dilarang menjual, menawarkan, menerimskan ataun
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membagi-bagikan “barang"”,- sedang diketahui barang
itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan
“sifat berbahayanya didiamkan” dihukum penjara
selama-lamanya lima belas tahun.
Contoh lain Pasal 80 ayat (1) hhuruf b, dilarang
"memproduksi” atau “"mengedar" sediaan Ffarmasi (obat-
obatan dan bahan cbat) tidak memenuhi syarat farma-
kope Indonesia atau buku standar 1lain dikenakan
hukuman penjara maksimal 15 tahun “atau™ denda
maksimal Rp. 300.000.000,-.
Pasal 81 (2) huruf ¢ dilarang mengedar sediaan
farmasi dan alat-alat kesehatan "tanpa ijin" dihukum
penjara maksimal 7 tahun "ataw” denda maksimal Rp.
140.000.000, -
Kebijakan hukum pidana pada masa Undang-undang Nomer
9 Tahun 1897 tentang Psikotropika Pasal 59; dilarang
menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor,
memiliki tanpa hak psikotropika golongan I dipidansa
penjara paling singkat 4 (empat) téﬁﬁn paling lama
15 tahun "dan” paling banyak Rp. 750.000.000, -
Dilihat dari beberapa kebijakan hukum pidana dalam
menanggulangi kejahatan penyalahgunaan ecstasy rdalam
masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 dan masa
berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 dapat
diidentifikasikan perbedaan sebagai berikut
1. Rumusan pasal bersifat umum. Contoh Pasal 204 (1)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggunakan istilah
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“barang".

Istilah tersebut mempunyai pengertian sangat 1luas.
Kalimat “"sifat berbahayanya didiamkan" perlu di-
interpretasikan secara jelas oleh aparat penegak
hukum.

Demikian pula Pasal 80 (4) huruf b istilah “sedisan
farmasi" dan Pasal 81 (2) huruf ¢ memakai istilah
“sediaan farmasi” dan “"alat-alat kesehstan”.
Sedangkan dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika menggunakan istilah “psikotro-
pika golongan I". Golongan I termasuk N,a,dimetil-3-
4-Metilendikoksi fiﬁetilamina (MDMA) yang terdapat
dalam ecstasy.

Dalam kebijakan hukum pidana masa pra Undang-undang
Homer & Tahun 1887, yang dapat dihukum adalah penju-
al, penawar, penerima, pembagi, pengedar, produsen
saja, pengguna tidak dapat dihukum.

Dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1897 tentang
Psikotropika pelaku penyalahgunaan ecstasy terdiri
dari pengguna, produsen, pengedar, pengimpor dan
pemilik. Semua pelaku dapat dikenakan hukuman terma-
suk pengguna.

Sanksi dalam kebijakan hukum pidana pada masa pra
Undang-undang Nomer & Tahun 1997 hukuman penjara
hanya ditentukan ‘“maksimal” 15 tahun, ada vyang 7
tahun "atau” denda “maksimal” Rp. 300.000.000,- ads

vang Rp. 140.000.000, -.
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Jadi pidana penjara “"atau™ denda berarti jika pelaku
bisa bayar denda artinya pelaku bisa bebas. Hal ini
dapat berdampak negatif yaitu over criminalization.
Sanksi dalam kebijakan hukum pidana pada masa berla-
kunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 ada pidana
"minimal" dan “maksimal"” dan denda minimsl penjara 4
tahun maksimal penjara 15 tahun.

Disamping pidana penjara ada denda, jadi dobel.
Dendapun ada minimal dan maksimal. Minimal Rp.
150.000.000,~ maksimal Rp. 750.000.000,-.

Sanksi dalam kebijakan hukum pidana pada pada masa
pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 relatif Jlebih
ringan” karena menganut “sistem alternative" (penjs-
ra atau denda). Sedangkan kebijakan hukum pidana
pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun
1887 tidak terdapat sistem alternative”, dan “rela-

tif lebih berat" (pidana penjara dan denda)

B. Kendala Dalam Penerapan ZXebijakan ' Pidana Terhadap

Penyalahgunaan Ecstasy Pada Masa Pra Undang-undang

Nomer 5 Tahun 1897

Pelakssnaan penerapan kebijakan kriminal melalui

sarana penal ditemul kendala dalam berbagai bidang.

1.

Kendala dari segi hukum yaitu kualitas peraturan
perundang-undangan yvang belum sempurna.
Kualitas peraturan perundang-undangan yang belum

sempurna baik perumusan "criminal act-nya maupun
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sanksinya".

Rumusan materiil perundang-undangan tersebut masih
bersifat umum sehingga perlu penafsiran secara
teliti, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan
pasal vyang berakibat putusan bebas bagi pelaku
penyvalahgunaan ecstasy. Seperti kasus peredaran
ecstasy di Surakarta (Solo) yvang dilakukan oleh Ny.
Retnowati.

Adapun berita dari surat khabar “Surya” bahwa

“Ny. Retnowati dinyatakan "bebas" karena berdasarkan
pertimbangan Hakim, Jaksa salah menerapkan pasal
dalam dakwaan. Hakim berpendapat Nv. Retnowati hanva
membantu suami mengedar tetapi Jaksa mendakwanya
ikut serta menjalankan "bisnis tersebut".52)

Readaan ini diakui pula o¢leh salah seorang
Jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak
Trikarvono, SH Bidang Tindak Pidana Umum yvang mene-
gaskan bahwa : "Ada kelemahan dalam lingkungan
Aparat Penegak Hukum itu sendiri (Hakim, Jaksa,
Polisi). Untuk daerah Yogyakarta khususnya dalam
menafsirkan Pasal-pasal yang akan diterapkan kepada
pelaku penyalahgunaan ecstasy tidak ada keseragaman
pemahaman permasalahan di antara Aparat Penegak
Hukum. Hal ini disebabkan tidak pernah ada komunika-

si terpadu atzu pertemuan secara bersama-sama antara

82) gutipan dari Surya, 23 Oktober 1986 hal VIII.
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Aparat Penegsak Hukum untuk membahas masalah-masalah
vang dipandang cukup rumit, salah satunya adalah
kejahatan penyalahgunaan ecstasy. Dengan adanya
pertemunan berarti kita dapat membahas kesulitan-
kesulitan vang ada, dalam rangka penegakan hukum.
Dengan ada kesamaan pendapat, maka akan tercipta
keadilan dan kepastian hukum sesuai keinginan bersa-
ma. Saat ini semua hanya berdasar pada interpretasi
masing-masing, maka tidak mengherankan Jjika ada
kasus yang diputus bebas."837

Berlandaskan pada pernyataan di atas, memang
sebaiknya ada kesamaan pendapat di antara Aparat
Penegak Hukum agar tercipta keadilan dan kepastian
hukum yang diinginkan.

Namun walaupun demikian penerapan kebijakan
hukum pidana pada kejshatan penyalahgunaan ecstasy
jni, lebih banyak dilakukan dengan lebih memfokuskan
kepada fakta dalam persidangan, (secara “kasuistis")
dengan mempertimbangkan hal-hal yang méringankan dan
memberatkan.

Aparat Penegak Hukum (Polisi) sebagai “gate-
keeper” sangat berhati-hati dalam meneliti kasus,
menafsirkan pasal, menetapkan dan menerapkan pasal

bagi pelaku penyalahgunaan ecstasy, manusia terka-

83) Trikarvono,SH, Wawancara Pribadi, Kejaksaan Negeri,
Yogyakarta, 14 November 1887
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dang dihantui rasa kekhawatiran akan kesalahan dalam
menetapkan dan menerapkaﬁ pasal. KASUBBAG OPS Polda
Semarang Bapak EKapten Polisi Yong Suharsono menegas-
kan bahwa “Polisi hanya melaksanakan tugas berdasar-
kan Peraturan Perundang-undangan vang ada, untuk
penvalahgunaan ecstasy Polisi harus bekerja 1lebih
ekstra lagi karena harus menafsirkan secarsa bailk
Pasal-pasal yang dianggap tepat untuk dikenakan pada
pelaku (tersangka) penyalahgunaan ecstasy, sedang
diketahui wuraiasn dalam rumusan kalimat pada Pasal-
pasal itu masih sangat luas.
Malahan si pengguna saat ini tidak dapat ditindak
karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang
melarang. Boleh dikatakan saat ini khusus untuk
pengguna, Polisi masih bersikap pasif karena kita
bertindak bersandar pada peraturan perundang-unda-
ngan yang ada. 94>

Di satu sisi aparat penegak hukum selalu
berpedoman pada asas legalitas (principle of
legality) yvang didslamnya terkandung kepastian hukum
dan kejelasan, ketajaman hukum pidana. Jadi adalah
tidak mengherankan ada pendapat yang mengatakan
bahwa Aparat Penegak Hukum adalah perantara hukum,

atan sebagai corong dari peraturan perundang-unda-

84 ) Kapten Polisi Yong Suharsono, Wawancara Pribadi, Polda
Semarang, 18 September 1997
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ngan dalam bertindak harus kembali kepada ketentuan
perundang-undangan, karena bertidak atas dasar hukum
vang berlaku.
Asas legalitas secara eksplisit tercantum dalam
Pasal 1 ayat (1) yakni
"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan
atas ketentuan pidana dalam undang-undang,
vang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali”
artinya "Peristiwa pidana tidak akan =ada, Jika
ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada lebih
dahulu”.

Sedangkan di sisi lain aparat penegak hukunm,
sebagai abdi hukum, abdi negara, pelindung dan
pengayom masyarakat wajib mengimplementasikan arti-
kulasi fungsional secara proporsional demi tercapail
social defence dan social welfare.

Meskipun terdapat kelemahan dalam tahap formu-
lasi, tidak berarti harus pasrah pada keadaan.
Seperti Bismar Siregar mengatakan bahwa
“Sangat diharapkan kemampuan dan kesungguhan aparat
penegak hukum menumbuhkan kesamaan bahasa, tidak
1agi hanya melihat peraturan sebatas bunyil kalimat,
tetapi apa tujuan dan sasarannya. Perlu perluasan
penafsiran dan ini tergantung pada kemauan si penaf-
sir. Jadi dalam keadaan belum ada undang-undang

tersendiri pedomanilah pesan nenek tercinta “kalan
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tidak ada tali, rotanpun jadilah". Dalam menganti-
sipasi bahaya ecstasy yang telah menjamur dalam
kehidupan generasi muda, jangan lagl mencari peratu-
ran atau menunggn peraturan tapi eciptakan melalui
putusan hakim. Peraturan adalah sarana bukan tu-
Juan. Tujuannya adalah menegakkan keadilan. Dan
tentang keadilan itu, ada pada diri setiap orang
bersemi dalam hati nurani. Jadikan hati nurani
sebagai tolok uvkur menentukan hukum dan peraturan
perundang—undangan”.85)

Akan tetapi keragu-raguan ini tidak disetujui
coleh Prof. Loebby Logman, SH, Pakar Hukum Pidans
Universitas Indonesia yang mengatakan : "Sudah .ada
yurisprudensi tentang penggunaan pil ecstasy, Jjadi
tidak perlu ragu untuk mengajukan kasusnya ke peng-
adilan" .86 Sedangkan Prof. Muladi, SH pakar Hukunm
Pidana Universitas Diponegoro Semarang dan Juga
anggota Komnas HAM berpendapat bahwa : “Aparat
Penegak Hukum harus tetap hati—haﬁi dalam menangani
pelaku penyalahgunaan pil ecstasy. Tetapli karena
tidak spesifik perangkat hukum yang ada, Jjelas masih
belum memadai. Masih lemah untuk menjerat mereka.
Pelake penggunaan ecstasy tidak bisa dipidana,

aparat tidsk bisa memperberat atau mempertajam

85) Jawa Pos, 30 Juni 1996, hal III

86) TIRAS No. 27/Th II/1 Agustus 1996, sisipan F.
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sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan ecstasy. Bila
itu terjadi, merupakan manipulasi hukum dan bisa
berbahaya bagi masyarakat lain. Penggerebekan vang
dilakukan petugas merupakan pelanggaran hak privasi
manusia vang terkadang dilanggar oleh petugas”.87)
Khusus pengguna menang tidak dapat dihukum, karena
tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
atau melarang penggunaan ecstasy. Inilah kendala
dari segi penerapan huokum bagi pengguna. Kasus
penyalahgunaan ecstasy vyang diproses mulai dari
tingkat Kepolisian, Kejaksaan sampai pada Pengadi-
lan, tidak ada yang menyeret pengguna sebagal pelaku
tindak pidana penyalahgunaan ecstasy. Pengguna hanya
dapat dijadikan sebagai saksi di dalam perkara
tersebut. Letnan Kolonel Polisi Tedjo Sularso mene-
gaskan bahwa : "Untuk pengguna ecstasy, selama ini
pihak aparat penegak hukum (polisi), hanya bissa
bersikap pasif, kami tidak dapat bertindak 1lebih
dari ketentuan hukum yang ada" .88

Henurut KASUBBAG OPS Polda Jawa Tengah Kapten
Polisi Yong Suharsono bahwa "Banyak pelaku penyalah-
gunaan ecstasy (pengedar) yang tidak dipenjara,

karena menggunakan sistenmn alternatif dalam penerapan

87) 1pid

88) Letnan Kolonel Polisi Tedjo Sularso, Wawancara FPriba-
di, Polda Jateng, 30 September 1986
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sarana penal yaitu pidana penjara atau denda sekian

rupiah, maka mereka memilih denda, bagi pelaku

penyvalahgunaan ecstasy uang tidak ada masalah,
berapa saja mereka bisa membayarnya."sg)

a. Pengguna, tidak dapat dikenakan pidana karena

tidak ada perundang-undangan yang melarang secara
tegas tentang penggunaan ecstasy. Untuk perbuatan
ini, pihak aparat penegak hukum bersifat pasif,
karena perangkat hukum belum memadﬁi, dan aparat
hukum tidak dapat bertindak memanipulasikan hukum
sebab sangat berbazhayva bagi masyarakat, serta
melanggar aturan yang ada.
Perbuatan ini +tidak dapat dikatskan sebagai
kejahatan sebab tidak menganut azas legalitas.
Pengguna untuk sementara dapat merasa “aman”
dalam menggunakan ecstasy.

b. Pengedar, pemasok dapat dikenakan pidana berda-
sarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
peraturan perundang-undangan lain dl luar RUHE,
walaupun rumusan yang terkandung dalam pasal-
pasal tersebut masih bersifat umum, perlu ditaf-
'sirkan secara jelas oleh aparat penegak hukum
(polisi, jaksa dan hakim).

Perlu adanys keris keras khususnya dari pihak

S92 Rapten Polisi Yong Suharsono, Wawancara Pribadi, Polda
Jateng, 18 September 1997
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kepolisian dalam hal ini penyidik wntuk mencari
pasal-pasal hendak diterapkan dalam sangkaannya,
jika penyidik tidak menguasai seluruh peraturan
perundang-undangan, sekaligus menafsirkannya,
akibatnva tersangka bisa lepas begitu saja,
karena kita selalu bersandar pada hukum acara
pidana. Sesungguhnya memang benar bahwa ecstasy
tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang
Narkotik, KUHP, bahkand alam Undang-undang Kese-
hatan cuma menyebut =zat adiktif, yang penggunaan-
nya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Oleh
karena itu menurut Kanit II Restik Polda Jawa
Tengah Lettu Polisi Endang Sumilih bahwa polisi
juga sering gamang dalam memperlakukan tersangka
&ang tertangkap basah memiliki dan mengedarkan
ecstasy. Kalaupun polisi sedang giat melakukan
“razia" itu hanya merupakan “terapi kejutan”
(dadakan). Oleh sebab itu sangat diharapkan
kehadiran Undang-undang khusus Psikotropika
(ecstasy)".go)

Namun demikian pihak ;parat penegak hukum dengan
‘menggunakan peraturan perundang—undangaﬁ vang ada
berupaya menjerat leher tersangka penyelundup,

pengedar dan pemasok ecstasy.

90) Lettu Polisi Endang Sumilih, Wawancara Pribadi, FPolda
Jateng, 8 September 1987
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Selama 1ini berdasarkan observasi dan wawancara
dengan pihak wvang berkompeten, diketahui bahwa
kasus ecstasy vang ditangani dan ditindak menurut
Jalur hukum hanya kepada pengedar dan pemasock,
sedangkan produsen dan bandar ecstasy secarsa
faktual dalam penerapan kebijakan pidana tidak
terjangkau. Walaupun secara sobstansi (materiil)
dapat dijangkau oleh penerapan hukum pidana.
Salah satu kasus pengedaran ecstasy dan merupakan
kasus pertama yang digelar di Pengsadilan Negeri
Semarang adalah kasus dengan terdakwa OEI CONG
HWATIJ bin OEI SEE KIAT pada tahun 1886. (Lihat
Lampiran V).

Dalam kasus ini tidak terdapat kolusi, kasus ini
murni, dan dapat dipakai sebagai bahan acuan
dalam melihat penerapan kebijakan pidana pada
penyalahgunaan ecstasy (pengedaran ecstasy), 37
butir OEI COHNG HWAIJ dikenakan Pasal 80 ayat (4)
sub b jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomer Z3
Tahun 1832 tentang Kesehatan, yaitu dengan senga-
ja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat vang
tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia. Dihu-
kum penjara 2 (dua) tahun 2 bulan dan denda Rp.
10.000.000,00 subsidair 8 bulan kurungan. Kasus
ecstasy lainnya vyang terjadil pada tahun 1887
pelaku atas nama AGUS ERVIANTO, SH bin LEGOWO

SYPRAPTO mengedar 133 butir ecstasy, warna ke-
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biru-biruan dikenakan Pasal 81 (2) ¢ jo Pasal 41
(1) UU No. 23 Tahun 1982 jo Pasal 3 Permenkes HNo.
124/MENRKES/PER/IL1/1983 dihukum pidana penjara &
bulan 21 hari. Secara penerapan hukum faktualnya
(law in action) demikian. Law in booknya (sub-
stansi hukumnva). "Barangsiapa memproduksi dan
atau mengedarkan (sediaan farmasi berupa obat-
obatan) tidak memenuhi standar farmakope Indone-
sia atau buku standar lainnya, dipidana penjars
maksimal 15 tahun a;au denda uang maksimal Rp.
300.000.000,00 cukup berat dan nungkin akan
membuat pelaku jera dan menjadi tobat melakukan
perbuatan tersebut lagi. Realitanya hukuman vyang
dikenakan terlalu ringan, sepertiga dari hukuman
vang ditetapkan dalam substansinya tidak terjang-
kau. Apékah ini tidak membuka kesempatan hadirnya
residivis 7?7 Hukuman yang diterapkan tidak seim-
bang dengan dampak negatif dari perbuatannya.

Padahal seperti yang telah dikemukakan terdahulu
bahwa sasaran hukum pidana adalah “social de-
fence", "perlindungan masyarakat” dengan memper-
baiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si
pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan
perorangan (pembuat) dan masyarakat (azas mono-
dualistik). Dan pemidanaan itu harus memenuhi
unsur "kemanusiaan’ (menjunjung tinggl martabat

sesecorang). "Edukatif” mampu membuat orang sadar
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sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan, serta
“keadilan” dirasakan adil oleh terhukum, Lkorban,
dan masyarakat.

Apakah dengan penjatuhan pidana terhadap Oei Cong
Hwaij telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan
unsur-unsurnya ?

Penerapan pasal-pasal tersebut di atas, sesung-
guhnya Jjuga masih kurang jelas, apakah sudah yang
dimaksud persediaan farmasi {(obat-obatan) 1itu
sesual dengan pengertian unsur obat-obatan vyang
terkandung dalam ecstasy 7 Sampai detik ini
penyidik - hanya mengetahui bahwa dalam ecstasy
terkandung zat atau obat amphetamine dan Metham-
phetamine, padahal dalam ecstasy tidak hanya
mengandung kedua Jjenis obat tadi, akan tetapi
terdapat unsur tambahan lainnya, misalkan kokain,
heroin dan mungkin yang lainnya, (disesuaikan
dengan pefkiraan keinginan konsumen). Dalam
Undang-undang Nomer 23 Tahun 19892 tentang Keseha-
tan ini belum ada peraturan pemerintahnya, Jjadi
tidak diketemukan penjelasan lebih lanjut. Semua-
nysa hanya didasarkan pada penafsiran pihak vyang
berkompeten, apakah hal ini tidak menimbulkan
adanva kesewenang-wenangan dari penyidik khusus-
nya dalam menafsirkan rumusan undang-undang.
Pengertian ecstasy saja tidak Jjelas, hanyva dika-

takan bahwa dalam ecstasy terkandung Amphetamine
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dan Methamphetamine vang merupakan obat vyang
terdaftar dalam Farmakope Indonesia, termasuk
daftar G vang dilarang peredarannya secara bebas,
karens obaf ini berbahaﬁa vaitu dapat menimbulkan
ketergantungan obat bagi yang menggunakannya dan
merusak susunan syaraf pusat otak manusia. Obat
ini tergolong dalam obat psikotropika. Sedangkan
dikatakan bahwa yang terkandung dalam ecstasy
bukan hanya kedua jenis obat tersebut di atas,
tapi ada elemen tambahan lsin, Sampal saat ini
tidak dijelaskan unsur elemen tambahan lain itu
apa saja, mungkinkah narkotika ? Di sini terlihat
seolah-olah kurang adanya kerjasama antara penyi-
dik dengan pihak laboratorium farmakology karena
tidak dapat diketahui dengan jelas apa vang
terkandung dalam sebutir ecstasy. Tidak adanya
koordinasi dengan instansi terkait itu terlihat
bahwa setiap kali dalam persidangan adanya keeng-
ganan dari pihak instansi terkait untuk hadir
sebagai saksi ahli. Undang-undang lain misalnya
Staatblad 418 Tahun 1849 tentang Ordonansi Obat
Keras, danPasal 204 Kitab Undang-undang Hukun
Pidana istilah obat yang tergolong daftar ¢ yaitu
obat berbahaya, Pasal 204 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana juga membahas tentang barang berba-
haya bagi jiwa dan kesehatan, ukuran berbahaya-

nya, tidak Jjelas, apakah dengan mencoba setengah
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dari satu butir ecstasy sudah dikatakan berbahava
bagi jiwa dan tubuh, apakah harus satn butir atau
lebih baru dikatakan berbahaya; ataukah sampai
menimbulkan ketergantungan, bahkan meninggal
dunia baru dapat dikategorikan sebagai berbahaya?
Seperti yang dikemukskan oleh Dr. M. Masjhoer NS
Med DSFK, bahwa kekuatan tubuh manusia tidak sama
antara satu dengan yang lainnya, dalam menerima
reasksi ecstasy dalam tubuh, ada yang menggunakan
setengah dari sebutir ecstasy sudah merasakan
reaksinya, namun ada pula harus satu butir ataun
lebih baru merssakannya, karena ia mungkin telah
terbiasa menggunaksan obat-cbatan penenang, Jjadi
agak kebal.gl)

Letkol Polisi Tedjo Sularso sependapat dengan
pernyataan di atas, lebih lanjut is mengatakan
bahwa “"Ukuran berbahaya sangat luas pengertian-
;ya, polisi harus hati-hati dalam menafsirkannya,
jangan sampai jadi "bumerang”. Dikatakan 1lebih
lanjut bahwa, "Pengedar Juga sulit ditangkap
misalnya dalam undang-undang telah ditegaskan
memiliki ecstasy tanpa 1jin ditangkap. Tapi
ukuran memiliki itu harus jelas berapa butir,

apakah satu butir ia dapat dikategorikan sebagail

M. Masjhoer, Wawancara Pribadi, Laboratorium Fo-

rensik Semarang, 4 September 1997
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pengedar ecstasy, dan dapat dikatakan berbsashaya ?

Inilah kesulitan pihak penyidik untuk menerapkan
peraturan hukum pildana bagil mereka yang melakukan

penyalahgunaan ecstasy.gz)

Oleh sebab itu Hakim Pengadilan Sumartono, BSH
menegaskan bahwa, "Pada akhirnya kita penegak
hukum bersepakat menentukan barangsiapa memiliki
3 butir ecstasy dapat ditangkap sebagail
pengedar”.gs)

c. Produsen, dapat dikenakan Pasal 80 ayat (4) sub b
Undang-undang Nomer 23 Tahun 1982 tentang Keseha-
tan, dan Pasal 3 Permenkes RI No. 124/MENKES/PER/
I1/1993 tentang Obat Keras Tertentu. Barangsiapa
memproduksi obat-obatan keras, yang tidak meme-
nuhi syarat Farmakope Indonesia dihukum penjara
15 tahun denda Rp. 300.000.000,00 (Undang-undang
Nomer 23 +tahun 1992) atau penjara maksimal ©
bulan, atau denda 5.000 Gulden (Ordonansi Obat
Keras Staatblad Nomer 419 Tahun 1948). Memproduk-
si dalam jumlah yvang bagaimana tidak dijelaskan,
apakah vang dimaksud produksi = besar-besaran
seperti pabrik obat atau produksi dalam jumlah
kecil misalnya sebutir diclah dan diperbanyak

92) Letkol Polisi Tedjo Sularso, Wawancara Pribadi, Polda
Jateng, 30 September 1997

83) Sumartono,SH, Wawsncara Pribadi, Pengadilan Begeri, 5
September 19397




menjadi empat butir.

Penyelundup, import, eksport, dikenakan Pagal 102
Undang-undang Fomer 10 Tahun 1885 tentang EKeps-
beanan vang wmenvehbut renyelundupan barang-
barang terlsrang ke Indonesis dihukum pidana
penjara 8 tahun dan denda wang paling tinggi Rp.
150.000.000,00 secara rumesan substansi demikian,
namun dalam praktek khususnya dalam kasus penye-
lundupan besar-besaran atau yang paling besar di
Indonesia yaitu penyelundupan 108.290 butir obat
Jenis psikotropika (ecstasy) di Semarang, kasus-
nya sampai detik ini tidak jelas sudah diproses
sampai dimana. Menurut Letda Polisi Rukiman Kanit
Restik Poltabes Semarang, ia sendiri tidak menge-
tahui proses kasus itu sudah sampai dimana, sebab
kasus itu tidak ditanganinya, akan tetapi diambil
alih langsung oleh Kapoltabes Semarang sendiri
yaitu waktu itu Kolonel Peolisi Drs. Suwondo.
Hakim Pengadilan Negeri Semarang Sumartono, SH,
malah mempertanyakan kasus tersebut sudah nyang-
kut dimana sebab kasus tersebut sudah lama terjaf
di namum sampai tangal 5 September 1997 belum
sampai di Pengadilan. Ternyata tidak diketahui

dimana keberadaannva.

TP PUSTA-DioT
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2. Dari segi fasilitas personil aparat penyidik, dana

operasional, partisipasi masyarakat dan kualitas

aparat penegak hukum.

a.

Segi fasilitas, dalam melakukan penyidikan diper-
1ukah fasilitas~fasilitas yang mendukung terlak-
sananya penyidikan ini, dibutuhkan fasilitas
personil anggota polisi bagian restik terbatas,
tidak cukup untuk dikerahkan dalam operasi
tersebut, sebab personil sering dilibatkan pada
tugas kepelisian lainnyva. Sedang penvidikan
memakan waktu lama.

Dana vyang dibutuhkan dalam melakukan penvidikan
cukup banyak, mengingat harga ecstasy di pasaran
cukup tinggi berkisar antsra Rp. 50.000,00 sampai
dengan Rp. . 150.000,00 dan pengedar biasanva
karena takut ditangkap.ia berpindah-pindah tem-
pat. Peredaran ecstasy berkisar di tempat-tempat
hiburan. Dibutuhkan dana yang besar, sedangkan
pihak kepolisian, tidak memiliki dana yang besar
untuk itu. Letkol Polisi Tedjo Sularso mengutara-
kan bahwa untuk pelaksanaan penyidikan penyalah-
gunaan ecstasy, Kapolda pernah mengeluarkan dana
Rp. 50.000.000,00. Dana 1itu digunakan untuk
membeli ecstasy dan membayar tempat-tempat hibu-
ran vang dimasuki. Pengeluaran dana sebesar 1itu,
masih tergolong kecil untuk pengoperasian sesung-

guhnya.
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c. Partiéiﬁasi masyarakat masih ada vang beranggapsan
bahwa penanggulangan penvalahgunaan ecstasy
merupakan tanggung Jawab Polri. Padahal semnusa
demi mencapail tujuan yaitu perlindungan masyara-
kat dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menerapkan hukum pidana ini tidak dimaksud
untuk menerapkan penderitaan, melainkan bermaksud untuk
memperbaiki, menyembuhkan, dan mendidik orang-orang
tertentu, guna melindungi masyarakat. Apabila toch
sampai membawa penderitaan (perampasan kemerdekaan atau
pembatasan kemerdekaan), hal ini jelas tidak dimaksud-
kan. 947

Jadi tujuan pemidanaan adalah : 1) pencegahan
(umum dan khusus); 2) perlindungan masyarakat; 3) meme-
lihara solidaritas masyarakat; 4) pengimbalan/pengim-
bangan.“95)

Dengan menerapkan kebijakan kriminal dengan sarana
penal dapat mencegah bertambahnya kejahatan penyalahgu-
naan ecstasy, membuat pelaku menjadi sadar bahwa perbu-
atannya itu akan menimbulkan suatu penderitaan, hilang-
nya kemerdekasn, berarti juga mendidik pelaku akan arti
kebaikan. Disamping itu masyarakat vang tidak seimbang

bagi semua pihak. Di satu sisi dengan hukuman pidana

ini, pelaku akan merasa Jjera karena penderitaan yang

94) Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, 1992, hal 24

95) gudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1977, hal 57.




dialami masa kehilangan kemerdekaan itu, pelaku tidak
akan melakukan perbuatan kejahatan penyvalahgunaan
ecstasy untuk kedua kalinya, karéna ia Juga tidak mau
merasakan penderitaan di penjara untuk kedua kalinysa.
Sedangkan masyvarakat akan merasa terlindung, aman,
sejahtera dari gangguan kejahatan penvalahgunaan ecsta-
sy ini.

Dengan kurang Llengkapnya peraturan perundang-
undangan dan kurang spesifik penjelasan dari suatu
rumnusan undang-undang khususnya peraturan perundang-
undangan yang dipakail untuk mengatasi kejahatan penya-
lahgunaan ecstasy, membuat aparat penegak hukum serba
salah yakni di satu sisi mereka dituntut full enforce-
ment (menegakkan hukum secara maksimal). Di sisi lain
méreka dibatasi dengan hukum acars pidana, dan keten-
tuan-ketentuan vang berlaku intensif dalam lingkungan
mereka, keadsan area of no enforcement (ruang lingkup
vang dibgtasi) ini mereks tidak dapat berbuat lebih
dari ketentuan, sehingga misalkan bagi pengguna ecstasy
tidak ads aturan yang dapat dipakail sebagail dasar hukum
untuk menangkap pengguna, maka mereka bersikap pasif
terhadap pengguna. Masyarakat awam tidak mengerti
(misunderstanding) dikira aparat penegak hukun memang
sengaja tidak menindak pelaku kejahatan penyalahgunaan
ecstasy.

Berbicara mengenai kebijakan kriminal dengan mengguna-

kan sarana penal, merupakan tindakan penegakan hukum
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pidana pada hakekatnya merupakan -penegakan kebijakan
melalui beberapa tahap antarasnya : tahap formulasi atau
tahap keblJakan legislatif, tahap pembuatan undang-
undang oleh badan pembuat undang-undang, kemudian tahap
aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana cleh aparat
penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan,
tahap ini yang disebut dengan tahap vyudikatif yang
sekarang menjadi pembahasan dalam penulisan ini. Dan
yang terakhir tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan
hukum pidana secara konkrit, oleh aparat-aparat pelak-
sana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan ekseku-
tif atau administratif.

“Proses peradilan pidana dalam kerangka penegakan hukum
pidana tidak merupakan satu-satunya dalam penanggula-
ngan kejahatan. Hal ini disebabkan banyak perkara vyang
undetected, unreported, unsolved dan sebagainya".gS)
Contohnya Lkasus penyelundupan'lUB.ZSU Eutir ecstasy
melalui Kantor Pos Semarang, dapat dikatakan kasus ini
undetected atau unsolved.

Antara kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan
hukum vyang menggunakan sarana penal sebagai senjata
ampuh dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan
ecstasy, harus mempunyai hubungan yang erat dan sedemi-

kian rupa sehingga pelaksanaan pencegahan dan pemberan-—

96) Wuladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1885,

hal. 18
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tasan kejahatan penyalahgunaan ecstasy dapat berjalan
lancar, karena kebijakan-kebijakan tersebut di atas
saling kait mengkait satu dengan lainnya, tidak dapat
dipisahkan.

Kita ketahui dalam pelaksanaan kehidupan masyara-
kat bahwa "tingkah laku orang tidaklah bersifat sukare-
la, melainkan didisiplinkan melalui suatu Jaringan
kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-
kaidah ini merupakan rambu-rambu vyang mengikat dan
membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat itu
termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum itu
sendiri.

"Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubu-
ngannya dengan pelﬁksanaan peraturan itu yvang dilakukan
oleh para penegak hukum. Dalam nada yvang mungkin agak
ekstrim bisa dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegaga-
lan paras penegak hukum dalam melaksanakan tugasnys
sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang
harus dijalankan itu dibuat. Apabila, misalnya badan
legislatif membuat peraturan yang akan sulit sekali
dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itun
sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi
kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan

tersebut".97)

37 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, tanpa

tahun, hal 25
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Demikian dengan peraturan perundang-undangan di
luar KUHP maupun pasal-pasal KHUP yang digunakan dan
diterapkan bagi kejahatan penyalahgunaan ecstasy rumu-
san dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terse-
but, sangat luas dan bersifat umum, sehingga memberikan
pekerjaan ekstra bagi aparat penegak hukum, untuk
menafsirkan isi peraturan perundang-undangan tersebut
agar dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan
penyalahgunaan ecstasy, dan terkadang Badan Pembuat
Undang-undang kalah cepat dengan perkembangan jaman dan
perkembangan masyarakat yang selalu dinamis sehingga
perbuatan negatif itu sudah ada, namun peraturan perun-—
dang-undangannya belum ada, sehingga walaupun perbuatan
negatif itu membahayakan dan merugikan masyarakat akan
tetapi tidak tergolong dalam bentuk kejahatan. Contoh
yvang paling konkrit Undang-undang Psikotropika Nomer 5
Tahun 1997 dimana keterlambatan kehadiran Undang-undang
trersebut membuat aparat penegak hukum “keblinger” dalam
menangani perbuatan penyalahgunaan ecstasy vang terma-
suk dalam psikotropika ini. Karena kelihatannya seolah-
olah dengan keadaan terpaksa, diambil berbagail peratu-
ran perundang-undangan apa saja yang kira-kira berkail-
tan untuk menanggulangi perbuatan negatif ini. Dan
kehadiran Undang-undang Psikotropika Nomer 5 Tahun 1997
terburu-buru diratifikasi untuk dipergunakan dalam
menanggulangi Lkejahatan penyalahgunaan ecstasy ini.

Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa, masalah penyva-




lahgunaan ecstasy di Indonesia, dan khususnya daerah
Jawa Tengah, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta; sudah
tergolong cukup kritis (Lihat tahel II). Memang kalau
diperhatikan secara kuantitas kasus vang terjaring

tidak terlalu banyak, namun penyalahgunaan ecstasy vang

tidak terjaring kemunglkinan besar leshih banvalk., woengl-
ngat sebelum diadakan razias pendadakan, pemberantssan
gestasy, rpara pelaku rpenvalahgunzan ecstasy sudah

mengetahui terlebih dahulu. Menuru:t Letda Rukiman Ksznit
Restik Poltabes Semarang, "Bahwa pasti ada anggots dari
kepolisian sendiri vang membocorkan pelakssnzan razia,
sehingga pada waktu diadakan ra=sia, mereka (pelaku
penyvalahgunaan ecstasy) tidak ditemui ataw tidak ter-
tangksap”. Jika memang benar pernyataan di atas, sangat
memprihatinkan sekali, ternyata kendala penerapan
kebijakan pidana tidak hanya dari segi yuridis atau
hukum itu sendiri, fasilitas personil penyidik, dana
operasional dan Juga perilaku negatif dari aparat
penegak hukum itu sendiri yakni polisi. Bagaimana hukum
dapat ditegakkan, jika masih ada oknum aparat penegak
hukum itu sendiri mengadakan kolusi.

Euslitas aparat penegak hukum dalam menginterpfetasikam
rumusan pasal masih lemah sehingga terjadi diskresi
hukum dan ketidak seragaman persepsi tentang suatu
kasus. Misalkan seorang polisi disamping harus menmpun-

vai kemampuan fisik (physical skill) tetapi juga membu-
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tuhkan "a significant intelectual component*.95)

Menurut Muladi bahwa diskresi hukum akibat lemahnya
substansi hukum kurangnya sarana dan prasarana, lemah-
nya sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyara-

kat (Justru mengurangi wibawa hukum).gg)

Cara Mengatasi Kendala Penerapan EKebijakan Pidana Dalam
Menanggulangi Penvalahgunaan Ecstasy
Setelah diketahui banyak penemuan-penemuan yang
merupakan kendala dalam penerapan kebijakan hukum
pildana maka ditempuh langkah-langkah pasti dalam meng-
atasi kendala tersebut.
1. Dari segi hukum (Yuridis empiris)
Meskipun kualitas peraturan perundang-undangan belum
sempurna masih bersifat umum tetap digunakan dengan
menginterpretasikan secara sejelas-jelasnya, serin-
ci-rincinya sehingga pelaku penyalahgunaan ecstasy
tidak bisa dari jaringan hukum yang ada.
Apabila tidak terdapat peraturan perundang-undangan
vang dapat dikenakan kepada pelaku contohnya penggu-
na, maka aparat penegak hukum mengambil inisiatif

berdasarkan tugas dan kewajiban secara profesional.

88) Bayles Michael, Profesional Fthies, 1981, hal 7

99) Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradi-

lan Pidana, 1997, hal 86
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a. Pengguna, dalam praktek crerasional vaitu "razia
pendadakan” dengan cara observasi, maka ditemui
mereka vyang menggunakan ecstasy, dimana Secara
fisik mereka kelihatan kuat untuk disko berjam-
Jam tidak kelihatan lelah, kepala mereka digo-
vang-goyangkan (gedek-gedek), setelah ditangkap
ditanya mereka mereka mengakui menggunakan ecsta-
sSy.

Bagi kejahatan penyalahgunaan ecstasy khusus
pengguna, walaupun belum ada peraturan yang
melarang penggunaan ecstasy pada masa Prg Undang-
Undang Nomer 5 Tahun 1997 mereka tetap ditindak.
Ibu Lettu Polisi Endang Sumilih Eanit II Restik
Polda Jateng menegaskan : "Bagi pengguna ecstasy
seminggu sekali kena tindakan “wajib lapor"”
kemudian diadakan pembinaan. Diberikan pekerjaan
rumah untuk mencari tahu dan memberitahukan
tempat-tempat peredaran dan pengedar kemudian
laporkan kepada aparat penegak hukunm (polisi)
karena mereka tidak dapat ditindak secara hukunm,
mereka hanya sebagai saksi dalam persidangan di
Pengadilan".loo)

Dengan demikian kemungkinan mereka bisa insaf dan

tidak melakukan lagi kejahatan penvelundupan

100 Lettu Polisi Endang Sumilih, Wawancara Pribadi, Polda
Jateng, Semarang, 18 September 1997
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ecstasy, selebihnya tersersh mereka. Dengan cara
atan tindakan inisiatif dari kepo}isian, hasilnya
baik, terbukti mereka-mereks itu tidak pernah
diciduk untuk kedua kalinya dalam kasus yang
sama. Ada dua alternatif di sini, vang pertama,
mereka telah insaf dan sadar, kedua mereka tetap
nenggunakan, akan tetapi lebih waspada terhadap
pihak yang berwajib.

Pengedar, pemasok, tetap diambil tindakan tegas.
Walaupun rumusan peraturan perundang-undangan
masih bersifat umum, penyidik berupaya untuk
menerapkan pasal-pasal, dan menafsirkannya, agar
dapat diterapkan kepada pengedar dan pemasok.
Bagi Produsen, Pengedar Besar Ecstasy, Fenyelun-
dup sulit diterapkan kebijakan pidana tersebut,
karena pel%kunyaktidak bisa ditemukan, yang bisa
dijerat selaﬁa ini hanya pengedar kecil, terbukti
kasus ecstasy vang digelar di Pengadilan Negeril
Semarang hanya kasus pengedar vyang memiliki
ecstasy vang pertama di Pengadilan Negeri Sema-

rang atas nama Oei Cong Hwaij, hanys memiliki 36

butir ecstasy. Yang mengherankan lagi dua kasus

ecstasy vang digelar pada tanggal 8 September di
Pengadifén Semarang hanya memiliki 5 butir ecsta-
sy, dan kasus keduanya dipaparkan oleh hakim
Pengadilan Negeri Semarang Sumartono, SH. Jadi

sulit wuntuk menangkap "gembongnya" karena pada
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biasanya bisnis ini sangat terorganisir dan
tertutup. Namun setidak-tidaknya Aparat Penegak
Hukum sudah berupava menangkap pengedar ecstasy.
Pihak Kepolisian dalam berbagai even atau kesem-
patan seperti seminar, simposium, pertemuan-
pertemuan lain selalu berusaha untuk memberikan
penerangan kepada masyarakat tentang efek negatif
dari Lkejahatan penyalahgunaan ecstasy. Dan pen-
ting peran serta masyarakat dalam menanggulangil
kejahatan ini.

Disamping itu dalam proses pemeriksaan penyidikan
terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy kepoli-
sian mempunyai planning (rencana), Yyang mana
dibentuk kerjasama antara Kedokteran Kepolisian
dengan Laboratorium Forensik untuk wmemudahkan
pemeriksaan terhadap pengguna, apakah dalam
darahnya mengandung obat psikotropika (ecstasy)
dan atau apabila terdapat korban dapat diperiksa
kematiannya disebabkan pil eecstasy atau tidak,
dengan demikian lebih mudah menjelaskannya kepada
masyarakat.

Planning lainnya yaitu dengan hanya memeriksa air
seni pengguna, dapat diketzhui Iia menggunakan
ecatasy atau tidak karena selama ini pihak kepo-
lisian hanya mengadakan pemeriksaan dari keadaan
fisik pengguna saja, tidak diadakan pemeriksaan

lebih jauh. Sedangkan pemeriksaan di laboratorium




137

farmakologi hanya pada pil ecstasynya untuk
diketahui apakah pil tersebut mengandung obat
Jenls psikotropika (MDMA) atau tidak.

Produsen vyang memproduksi dalam Jjumlah banyak
ecstasy, memang tidak dituntut, vang penting
pengertian Jumlah “banyak" yaitu dalam jumlah
vang dapat dipandang banvak. Misalkan 100 butir
ke atas.

Penyelundupan, import dan eksport besar-besaran
sudah dapat ditindak tegas berdasarkan Undang-
undang Nomer 5 Tahun 1897 tentang Psikotropika

asalkan dapat dibuktikan.

2. Dari segi fasilitas personil aparat penyidik, dana

dan partisipasi masyarakat.

a.

Fasilitas personil aparat penyidik akan diperba-
nyak dan dilatih untuk melakukan penyidikan
dengan teknik-teknik operasional vyang jitu.
Dengan mengadakan "Sting Approach” berupa penega-
san secarsa terselubung para penyidik (undercover
investigator) dalam lingkungan pelaku penyvalahgu-
naan ecstasy.

Dengan keterbatasan dana operasional aparat pene-
gak hukum akan terus melakukan "razia dadakan’.
Partisipasi masyarakat akan digalakkan.
Masyarakat akan diberikan penjelasan-penjelasan

dalam acara-acara penyuluhan, seminar, penerang-
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an-penerangan yang berkasitan dengan sifat  berba-
hayanya ecstasy dengan demikian'masyérakat akan
menjadi lebih mengerti dan mau serta rela mela-
porkan setiap tindakan pelaku penyalahgunaan

ecstasy dan siap menjadi saksi.

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kejasha-
tan penyalahgunaan ecstasy, pada masa diberlakukannya
Undang-undang HNomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
vang disahkan pada tanggal 11 Maret 1997 oléh Presiden
Soeharto dan secara serempak untuk wilayah Jawa Tengah
baru diterima oleh Aparat Penegak Hukum (polisi, Jaksa,
hakim) pada bulan Mei 1887, dan pada Pengadilan Negeri

Semarang baru diterapkan pada tanggal 8 Sepﬁember 1897.

" Dengan kehadiran Undang~undang ini, aparat berterima

kasih kepada Badan Pembuat Undang-undang, sébab dengan
kehadiran undang-undang ini, tidak ada lagi keragu-
raguan dalam menérapkan kebijakan hukum pidana kepadsa
pengguna, pengedar, pemasok, produsen, penyélundup dan
pengimpor ecstasy, tidak ada lagi pendapaatzyang menga-
takan “peraturan hukum belum memadai untuk menindak
pelaku penyalahgunsan eccstasy”.

Jika memperhatikan hukuman yang dicantumkan dalam
perundang-undangan khusus inil, cukup berat dan mereka
tidak bisa mengelak dari ketentuan ini, karena rumusan-
nya sangat jelas.

Pengguna ecstasy tidak dapat lolos dari lingkaran
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hukuman ini. Apabila memperhatikan hukuman Eidana
minimal vyang tercantum dalam Pasal 59 untuk peﬁgguna
ini paling singkat 4 tahun penjara, hal ini berténtan—
gan dengan stelsel pidana minimum secara umum (aléemene
stafminima) yaitu ditentukannya secara umum ?idana
terendah vyang berlaku untuk setiap tindak pidanaé yang
dianut KUHP ialah pidana penjara terpendek adaiah 1
hari (Pasal 12). Mengapa harus dibatasi menjadi é ta-
hun ? Menurut Loebby Logman, bahwa

"Undang-undang pidana khusus selalu mengandung
pengecualian-pengecualian terhadap azas-azas umunm
hukum pidana. Baik di bidang pidana materiil,
maupun hukum pidana formal, pengecualian tersebut
lebih mengurangi hak-hak asasi terdakwa. Penyim-
pangan-penyimpangan vyang terjadi memang :tidak
melanggar ciri negara hukum, vakni dipakainva
asas legalitas, karena semua penvimpangan tLersé-
but - telah melaluil proses yang dibenarkan ‘dalam
pembentukan undang-undang hukum pidana khusus
selal& ?enjadi permasalahan dalam penerapan-
nya." 01

Karena Undang-undang Nomer S5 Tahun 1287 tentang Psiko-

- tropika merupakan undang-undang baru dan sangat ;diha—

rapkan kehadirannya tentu secara substansi tidak ada

masalah,

Kendala dalam penerapan kebijakan pidana- ini
adalah
1. Karena perundang-undangan ini masih bara, sébelum

diterapkan, perlu pengenalan kepsada masyatakat.

101) Loebby Loaman, Analisis Hukum dan Perundang-undangan

Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indopesia,
1920, hal 17-18 :
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Masyarakat umum belum mengetahui dan memshamili aps
vang terkaﬁaung dalam undang-undang ini, apa itu
vang dimaksud dengan psikotropika. Tentu apabila
masyarakat telah mengetahuinya, kemungkinan penysa-
lahgunaan ecstasy befkurang, tidak perlu terlalu
berupaya secara maksimal untuk menerapkan kebijakan
hukum pidana ini.

Pengedar dan pemasok ecstasy dengan kehadiran un-
dang-undang 1ini kemungkinan akan berkurang, meng-
ingat hukuman vang diterapkan cukup berat. Akan
tetapi Undang-undang ini hanya merupakan hitam di
atas putih saja tidak berfungsi, Jjika produsen dan
bandar besar tidak bisa ditangkap, bagaimana mau
diterapkan jika yang dikenal penerspan undang-undang
ini tidak ada. Pihak penyidik sendiri telah mengakui
bahwa untuk menangksp produsen dan bandar besar "big
boss" ecstasy adalah sangat sulit.

Kendala fasilitas keterbatasan personil dan keterba-
tasan dana operasional masih menjadi momok dalam

penerapan kebijakan pidana ini.




BAB IV

PENUTUP

Eesimpulan

Penyalahguéaan ecstasy menimbulkan social unrest
and social tens%on juga sangat berbahaya dan merugikan
semua pihak, ka#ena unsur vang terkandung dalam sebutir
pil ecstasy méngandung N-a-dimetil-3-4-Metilendioksi

Finetilamina s%hingga sangat berbahaya bagl susunan
syarafl pusat oték manusia dan organ-organ prefil lain-
nya seperti janfung, hati, ginjal, kulit dan kemaluan.
Undang-undang homer 5 Tahun 1987 tentang Psikotroéika
digolongkan daiam golongan I yaitu obat vyang sangat
berbahaya, yang%hanya dapat digunakan untuk ilmu penge-
tahuan. !

Bersandar bada pandangan di atas Pemerintah beru-
paya mencegah d%n nemberantas perbuatan penyalahgunaan
ecstasy dan s%lah satu sarana vang digunakan dalam
penanggulangan ? ecstasy adalah menggunakan sarana
"Penal” wyaitu u%ava represif dengan menggunakan kebija-
kan hukum pida&a (peraturan perundang-undangan).

Dalam peﬂerapan kebijakan hukum pidana terhadap
pelaku penyalghgunaan ecstasy, terjadi masa transisi
vaitu masa pré berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun
1997 tentang iPsikotropika dan pada masa berlakunva

Undang-undang ﬁomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997
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tentang Psikotropika untuk meﬂ;nggulangi prerbuatan
penyalahgunaan ecstasy digunakan berbagal kebijakan
hukum pidana baik yvang terdapat dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-
undangan vyang terdapat di luar KUHP. Adapun kebijakan
hukum pidana tersebut adalah Pasal 204 dan 386 KUHP,
Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b, 81 (Z) huruf ¢
Undang-undang Nomer 23 Tahun 1882 +tentang Kesehsatan,
Pasal 3 (1) dan Pasal 12 Staatblad No. 418 Tahun 1948,
Pasal 11 (1) dan Pasal 2 (1) Staatblad No. 377 Tahun
1949, Pasal 1 (1), Pasal 3 dan Pasal 12 Permenkes. RI
No. 124 /MENRES/PER/I1/1893 dan Juga berpedomankan
kepada Yurisprudensi Putusan Hahkamah Agung No. 323/KA/
PID/1985.

Dalam praktek pelaksanaan peradilan terhadap kasus
penvalahgunaan ecstasy Jawa Tengah sering digunakan
Pasal 204 KUHP, Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b,
81 (2) huruf ¢ dan Staatblad No. 418 Tahun 1948 Pasal 3
dan 12.

Sedangkan pada masa berlakunya Undang-undang Nomer
5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu Pasal 58 dan
dalam kasus ecstasy, pelaku penyalahgunaan ecstasy
adalah, pengguna dan pengedar (kecil).

Diantara kebijakan pada masa pra Undang-undang Nomer 5
Tahun 1997 terdapat perbedaan dilihat dari substansi

hukumnya yaitu
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Rumugan kalimat dalam kebijakan pra Undang-undang
Nomer 5 Tahun 1987 bersifat umum perlu diinterpre-
tasikan, agar menjadi jelas dan tepat untuk diguna-
kan.

Sedangkan pads masa berlakunya Undang-undang Nomer 5
Tahun 1887 tentang Psikotropika rumusan kalimat
dalam Pasal 59 sangat jelas dan speciflk tentang
psikotropika golongan I (termasuk ecstasy).

Sanksi kebijakan padarmasa pra Undang-undang Nomer 5
Tahun 1997 terkandung sistem maksimal yaitu hanya
ditentukan maksimal pidana. Terkandung pula pidana
alternatif penjara atau denda.

Sanksinya “relatif ringan”.

Sédangkan sanksi pada kebijakan masa Undang-undang
Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terkandung
sistem minimal dan maksimal yaitu minimal 4 tahun
penjara, maksimal 15 tahun Qenjara (Pasal 53).

Tidak terdapat pidana alternatif penjara atau denda.
Sanksinya “relatif berat”.

Kendala-kendala yang ditemui dalam praktek penerapan

hukum pidana.

Pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997

Dari segi yuridis normatif.

substantif hukum, rumusan kalimat dalam pasal-
pasal yang bersangkutan masih bersifat umum, tidak
menguraikan secara eksplisit tentang psikotropika

(ecstasy) sehingga perlu penginterpretasian secara
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teliti dan cermafuagar bisa dikenakan pada pelaku
penyalahgunaan ecstasy.
Sanksi vyang dikenakan relatif rendah dan ada
pidana alternatif, sehingga dapat menumbuhkan over
criminalization dan sifat tidak jera dari pelaku
penvalahgunaan ecstasy. Pengguna ecstasy tidak
dapat dikenakan pidana sebab kurang sempurnanya
substansi hukum.

Padas masa berlaku Undang-undang Nomer 5 Tahun 1897
tentang Psikotropika meskipun secara substansi hukum
bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan khusus
ini telah membantu aparat penegak hukum dalam memberan-
tas pelaku penyalahgunaan ecstasy, namun Undang-undang
jnipun belum sempurna karena tidak terdapat 1limit
tentang penggunaan, pemilikan ecstasy dan kriteria
jenis-jenis ecstasy yang mempunyai potensi bahaya yang
berat, menengah dan ringan. Dan limit sanksi yang
terendah 4 +tahun itu menyebabkan munculnya kesan
"ketiadaan kebebasan peradilan” yang seharusnya secara
subyektif bersifat independen, bebas dari pengaruh
apapun. Dengan adanya batasan sanksi yang terendah ini
menyebabkan para hakim kehilangan kebebasan dalam
menilai, memutuskan kasus ecstasy, karena harus berpa-
tokan pada ketentuan Undang-undang. Sedangkan kendala
dari segi fasilitas personil, dana operasional dan
partisipasi masyarakaat masih dialami.

Sebelum adanyva Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1887
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tentang FPsikotropika mengatasi kendala adalah, dengan
menginterpretasikan rumusan kalimaf dalam pasal vyang
akan dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan ecstasy
secara Jjelas dan terperincl agar tidak terjadi kesala-
han dalam penerapan pasal/peraturan perundan-undangan.

Penerapan sanksi, dalam praktek masih tetap rendah,

dibanding dengan vang termuat dalam substansi hukum

tersebut. Banyak pelaku penyalahgunaan memilih sanksi
dendan dibanding pidana penjara.

Pengguna ecstasy tidak dihukum penjara tetap mereka
dikenakan hukuman wajib Iapor setiap minggu dan ditu-
gaskan untuk melaporkan Jjika ditemwi adanya peredaran
ecstasy.

Dari segil keterbatasan personil, dana operasional dan
partisipasi masyarakat diupayakan dapat diatasi secara
bertahap.

Mengenai keterbatasan personil aparat penegak hukum
(penyidik) ditingkatkan demikian dengan sarana dan
prasarana lain.

Dana operasional masih terbatas dan sangat minim, nanun
tetap diadakan "razia dadakan”.

Mengenai partisipasi masyarakat, aparat penegak hukum
(polisi) lebih banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan,
pengarahan tentang sifat berbahayanya dari ecstasy,
dengan demikian masyarakat dapat bertindak lebih aktif
dalam pemberantasan pelaku penyalahgunaan ecstasy,

membantu aparat penegak hukum.
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‘ﬁéngan kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 1987
tentang Psikotropika kendala yang berhubungan dengan
substansi hukum agak berkurang, karena dalam Undang-
undang HNomer 5 Tahun 1887 tentang Psikotropika 1ini
telah secara eksplisit dan specifik mengatur tentang
psikotropika (ecstasy).

Tentang sanksinyapun cukup berat karena terdiri dari
pidana penjara dan denda. Bagi pengguna ecstasypun
telah ada aturannya, untuk';enindaknya.

Dari segi fasilitas personil, dana operasional dan
partisipasi masyarakat, masih tetap digalakkan seperti
pada waktu-waktu sebelum berlakunya Undang-undang Nomer

5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Saran

1. Penyidik harus dapat bertindak tegas, hindari ko-
lusi, hindari oknum-oknum yang menyulitkan pelaksa-
naan penyidikan, berani menghadapi resike tugas, dan
dapat berupaya semaksimal untuk memberantas kejaha-
tan penyalahgunaan ecstasy sampai ke akar-akarnya.

2. Kepada para hakim yang bertugas menyelesaikan kasus
penyalahgunaan ecstasy, berlandaskan pada Ketuhanan
Yang Maha Esa, keyakinan, hati nurani, perikemanu-
siaan, keadilan dan kepastian hukum, kiranya dapat
mewujudkan suatu “putusan” yang menguntungkan dan
menyenangkan berbagai pihak.

3. Kepada Pembuat Undang-undang, kiranya dapat mencip-

takan sebuah Undang-undang vyang sejelas-jelasnya dan
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tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana,
sehingga di kemudian hari tidak menyulitkan aparat

penegak hukum yang menjalankan dan menerapkan pera-

turan perundang-undangan tersebut.
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